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Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa yang felah melimpahkan berkah
dan hidayahNya sehingga Penyusunan Laporan
Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
telah dapat diselesaikan pada waktunya.
Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari
pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran

strategis Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengacu pada
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
atas Laporan Kinerja pelaksanaan tfugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, khususnya di bidang kekayaan intelektual.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk  bentuk
transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual pada Tahun Anggaran 2021 guna memberikan informasi kepada masyarakat
terkait tingkat keberhasilon pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun
Anggaran 2021.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual, sekaligus sebagai bahan self assessment atas kinerja DJKI
Tahun 2021 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja
yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan
Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk
perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan clean
Governance.

Terima kasih kepada seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah
berkontribusi mewujudkan program/penyelenggaraan pembinaan kekayaan Intelektual
Tahun Anggaran 2021, tetapkan nyalakan semangat untuk selalu  memberikan
peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja yang lebih baik.

Akhir  kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai  bentuk
pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021,
serta sebagai umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta
dapat menjadi gambaran bagi perbaikan kinerja pada tahun berjalan maupun di tahun
kerja berikutnya.

Wallahul Muwaffiq lla Aqwamit Thariq,

Wassalamudlaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Loporon Kinerja Direktorat

Jenderal Kekayaan
Intelektual disusun sebagai
salah satu benfuk

pertanggungjaowaban atas
pelaksanaan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
seloma tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan
Kinerja ini adalah tahun kedua dari pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 - 2024, dimana salah satu sasaran
strategisnya Kementerion Hukum dan HAM yang diturunkan pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual adalah terselenggaranya penegakan Hukum di
bidang Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian Hukum bagi Masyarakat.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum
dan HAM Taohun 2021, juga berdasarkan pada Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berusaha
menunjukan  perbaikan yang dituangkan dalam Laporan kinerja yang
merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan, permasalahan, perbaikan,
kebijokan dan keberhasilan dalam pencapaian target kinerja selama tahun
2021. Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual telah menetapkan 2 (dua) sasaran
strategis dan 3 (tiga) Indikator kinerja Utama yang dapat digambarkan mulai dari
mulai dari (1) Stakeholders perspective, (2) internal perspective, (3) learning &
growth, dan (4) basic values.

Harapan DJKI kedepannya dengan melihat tingginya potensi Kekayaan
Intelektual di Indonesia merupakan gerbang besar menuju Indonesia maju, serta
kekayaan intelektual bisa menjadi salah satu ujung tombang Bangsa Indonesia
serta semakin bangga dan mencintai Kekayaan intelektual.

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi
gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga
sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran/kegagalan



pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun
2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan
untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan
kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, fujuan
dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah  yang baik,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM, dituntut selalu melakukan pembenahan dan capaian kinerja
selama di tahun anggaran 2021. Pembenahan kinerja diharapkan
mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia kedepannya sekaligus alat  kendali dan pemacu
peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta
sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi
stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya serta
diharapkan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum dan HAM merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
peloksanaan  misi  serta  bersungguh-sungguh  mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang
didasarkan pada prinsip prinsip "good governance™.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI
menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijokan di bidang perlindungan hukum kekayaan
intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan
intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan
pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi
kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang
kekayaan intelektual;



b) pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan
intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan
intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan
pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi
kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang
kekayaan intelektual;

c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di  bidang
perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian
permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan,
penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan
intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta
teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian
permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan,
penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan
intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta
teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

e) pelaksanaan administrasi  Direktorat  Jenderal Kekayaan
Intelektual; dan

f)  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

g) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

DJKI  mengelola/mengadministrasikan  seperangkat  peraturan

perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar

hukum, yaitu:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Paten;

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002
Tentang Desain Industri

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000
Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;dan

f)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Susunan Organisasi  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

b. Direktorat Cipta dan Desain

c. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
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Direktorat Jenderal !
Kekayaan Intelektual

Direktorat Paten, DTLST dan RD

Direktorat Teknologi dan Informasi Kl

Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan K
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Gambar. Struktur Organisasi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual dapat
digambarkan pada diagram dibawah
ini:

Direktorat Hak Cipta
dan Desain

Direktorat Merek

dan IG
Sekretariat Direktorat
Jenderal Kekayaan | Direktorat Paten,
Intelektual DTLST, dan RD

| Direktorat Teknologi
dan Informasi Ki

Pada Tingkat dibawah Direktorat Jenderal Kekayagn Intelektual .
terdapat 7 Eselon Il terdiri dari 1 (satu) eselon Il (pendukunPAEktQrRAt Kerjasama
as

dan 6 (enam) eselon |l (Direktorat Teknis) yang n
mempunyai fugas dan fungsi sebagai berikut:

1)

an-hemberdayaan Ki

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan
Tugas: — dan Penyelesaian

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Sengketa
satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual

Fungsi:

a.

o.

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran;
koordinasi dan  penyusunan  peraturan  perundang
undangan;



2)

3)

c. fasilitasi  pelaksanaan penataan  kelembagaan  dan
reformasi birokrasi;

d. evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual;

e. pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian

f.  pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan

9. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang
milik negara, dan layanan pengadaan; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha; hubungan masyarakat,
persuratan dan perjalanan dinas.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tugas:

melaksanakan  penyiapan perumusan  dan  pelaksanaan

kebijokan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan,
publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan
hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan,
publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan
pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain
industri;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi,
pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum
hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;

c. pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan
pengawasan lembaga manajemen kolektif;

d. pemberion bimbingan teknis dan supervisi di  bidang
permohonan, publikasi, pemeriksaan, serfifikasi,
dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak
terkait, dan desain industri;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di  bidang
permohonan, publikasi, pemeriksaan, serfifikasi,
dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak
terkait, dan desain industri; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuvit Terpadu, dan Rahasia
Dagang

Tugas:

melaksanakan  penyiapan  perumusan  dan  pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan,
publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten,



pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan

pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan

rahasia dagang.

Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan,
publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi,
pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten,
desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi,
klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi,
pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten,
desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;

c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi,

penelusuran, pemeriksaan, serfifikasi, pemeliharaan, mutasi,
lisensi, dan pelayanan hukum;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten,
desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan

f.  pengelolaan wurusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang

4) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Tugas
melaksanakan  penyiapan perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan,
klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan,
serfifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi
geografis serta fasilitasi komisi banding merek

Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan,
klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan,
serfifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan
indikasi geografis;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi

merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi,

monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi
geografis;

pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di  bidang

permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi,

pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum
merek dan dan indikasi geografis;

o

Qo



e. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan di  bidang
permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi,
pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum
merek dan dan indikasi geografis; dan pengelolaan urusan
tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi
Geografis

5) Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

6)

Tugas:

melaksanakan  penyiapan perumusan dan  pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual

Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan
pemberdayaan kekayaan intelektual;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam
negeri di bidang kekayaan intelektual;

C. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar
negeri di bidang kekayaan intelektual;

d. penyiagpan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan
potensi kekayaan infelektual, diseminasi dan promosi,
penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi
kekayaan intelektual komunal serta  pengelolaan
perpustakaan; dan

e. pelaksanaan vurusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan
Intelektual

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Tugas:

melaksanakan  penyiapan perumusan dan  pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian

layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi
kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi
informasi di bidang kekayaan intelektual

Fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijokan di bidang teknologi
informasi kekayaan intelektual;

b. pelaksanaan kebijagkan di bidang teknologi informasi
kekayaan intelektual;

c. pelaksanaan standarisasi dan  proses kerja di bidang
teknologi informasi kekayaan intelektual;

d. pelaksanaan pengembangan portal web dan surat
elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi,
pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan
aplikasi dan data kekayaan intelektual;



f.  pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan
dukungan infrastruktur  teknologi informasi  kekayaan
intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem
jaringan;

9. pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi
Kekayaan Intelektual; dan;

h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di
lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan

Intelektual
7) Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
Tugas:

melaksanakan  penyiapan perumusan dan  pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan,

pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi findak
pidana kekayaan intelektual

Fungsi

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan,
pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan
intelektual;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan,
dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;

c. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan
dan penyusunan dataq, administrasi penyidikan,
penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak
pidana di bidang kekayaan intelektual;

d. pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan,
pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di
bidang kekayaan intelektual;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana
di bidang kekayoan infelektual serta  perumusan,
pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara
alternatif; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyagjian laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Q) IKHTISAR EKSEKUTIF

disgjikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis serta sejauh mana instansi  pemerintah
mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut kendala-kendala
yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-
langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi



2.1.

b)

d)

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi
kendala yang mungkin akan terjadi

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis, mandate dan peran strategis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2021

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana
strategis dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun
2021, serta pernyataan perjanjian kinerja tahun 2021. Lebih lanjut
diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi
BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA
» Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disgjikan capaian kinerja organisasi untuk
sefiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesudi
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang felah digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
Capaian Kinerja Lain
Pada sub bab ini diuraikan achievement Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual dalom upaya penyempurnaan proses
bisnis maupun peningkatan layanan publik. Selain itu, juga
diuraikan penghargaan yang diperoleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
PENUTUP
Pada bab ini diuraikan saran dan simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Tahun 2020-2024 merupakan suatu perencanaan jangka



menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk 5 tahun
kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum
dan HAM fahun 2020 - 2024. DJKI dalam Perencanaan
mempunyai program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual terdiri dari 2 program kerja utama yaitu pelaksanaan
program kerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 33 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerion Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2020-2024 melalui visi misi  Presiden yang
dituangkan dalam prioritas Nasional yaitu : 1) Penguatan
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan 2)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. kedua
prioritas tersebut diturunkan sebagai misi Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 yang kemudian di break
down ke dalam perjanjian kinerja masing-masing unit Eselon Il di
lingkungan DJKI dan yang kedua pelaksanaan Program Target
Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun ini Rencana Strategis DJKI 2020-2024 adalah
penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hak Kekayaan
Intelektual yang berkualitas dengan 2 indikator vyaitu: 1)
meningkatkan layanan kekayaan intelektual yang berkualitas
dan 2) mendukung penanganan penegakan dan kesadaran
Hukum HKI. Dalam penyusunan sasaran strategis DJKI sudah
mengalami banyak perubahan dalam sasaran, sehingga sampai
berakhirnya tahun 2021 masih dalom pembahasan, dimana
masin banyak perubahan-perubahan dalam sasaran, sehingga
penetapan rencana strategis dan perubahan dalam sasaran
pun masih dalam tahap pembahasan.

Indikator sasaran pun harus disertai dengan rencana
tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Selain itu antara
sasaran juga perlu adanya Penetapan Arah kebijaokan dimana
yang kita ketahui sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual adalah Penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan
Hak Kekayaan Intelektual yang berkualitas, dimana kebijakan
dapat membantu untuk memastikan keselarasan antara sasaran
strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan
dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-
2024 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN
2020-2024 dapat digambarkan mulai dari basic values, internal
perspective, stakeholders’ perspective, dan visions. Gambar
menjelaskan lebih lanjut mengenai arah kebijokan dan strategi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024:

Gambar 2. Arah Kebijakan dan Strategi DJKI
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2.1.2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Tahun 2020-2024 atau disebut Renstra Kementerian Hukum dan HAM
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni
tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-
2024. dalam rencana strategis 2020-2024 D JKI

Dalam mewujudkan peran sasaran strategis yang sesuai dengan
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, DJKI mempunyai 2
(dua) sasaran strategis yaitu:

° Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum sesuai dengan
asas penyelenggaraan pelayanan publik
° Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi

yang berintegritas, efektif dan efisien.
Sasaran strategis penyelenggaraan Kekayaan Intelektual merupakan
kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai
outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Sasaran  strategis ini  menjabarkan dengan  misi  mewujudkan
penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang profesional, dalam
membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, efekfif
dan efisien.
2.1.2 Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)
Sasaran startegis pada hal-hal perspektif yang ingin  diwujudkan
organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi stakeholder
atau pemangku kepentingan. Yang harus dilakukan oleh DJKI terdiri dari
2 (dua) sasaran Program, yaitu:
1) Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan
kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi.



2.1.3 Internal Process Perspective (Perspektif Proses Intenal)

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses Internal

yang mewadahi serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal,

dimana harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan

dan sasaran organisasi dapat tercapai yang harus dilakukan oleh DJKI,

yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

1) Terlindunginya Hak cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia
dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Presentase Penyelesaian pencatatan hak cipta

b. Presentase penyelesaian permohonan desain industri;

2) Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual mempunyai nilai
ekonomis, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan permohonan kekayaan intelektual

b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya perlindungan Kl

3) Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia,
dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi

Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan

Indikasi Geografis

4) Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia, dengan 2
indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindung

b. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten,
DTLST, dan RD

5) Meningkatnya penegakan hukum Kl, dengan 2 indikator kegiatan
sebagai berikut:

a. Persentase Penanganan Aduan  Pelanggaran  Kekayaan
Intelektual;

b. Peningkatan penyelesaian pelanggaran Kl secara optimal

6) Layanan Online Kekayaan Intelektual, dengan 1 indikator kegiatan
sebagai berikut:

Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang

Aman dan Handal.

2.1.4 Learning and Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan

Tumbuh)

Unsur Learning and Growth Perspective keberadaannya untuk mendorong

perspective  lainnya dengan berbagai elemen  berfokus pada

pengembangan dan pembelajaran organisasi untuk menjaga sustainability

atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Sumber utama dari

perspektif ini adalah manajemen/sistem organisasi, dan support atau

enabling factor lainnya. Adapun yang harus dilakukan oleh DJKI dalam unsur

ini adalah dengan melihat sasaran pada peningkatan Kualitas Dukungan

Manajerial dan Teknis DJKI.

oS



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus memastikan sefiap unit
eselon |l bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara
optimal dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari Internal Process Perspective
yang merupakan proses bisnis internal yang mewadahi serangkaian aktivitas
bisnis sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Direktorat
Jenderal Jenderal Kekayaan Intelektual juga menentukan dukungan sumber
daya yang diperlukan setfiap unit yang berupa sumber daya manusia,
teknologi, manajemen/sistem organisasi, dan support atau enabling factor
lainnya seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan. Adapun secara detail sasaran sasaran strategis, IKU (Indikator
Kinerja Utama) dan target yang diampu oleh DJKI dalam tahun 2021 dapat

ditampilkan sebagai berikut.
Tabel Indikator Kinerja Utama DJKI Tahun 2021

Sasaran Sasaran Indikator Output Program satuan Target
Strategis Program Kinerja Utama 2021
Memastikan Terlindunginya | Indeks Indeks 3.3
pelayanan Kekayaan Kepuasan
publik di Intelektual di Masyarakat
bidang seluruh terhadap
hukum sesuai | Indonesia Layanan
dengan asas Kekayaan
pelenyeleng Intelektual
garaan
pelayanan
publik
Persentase Persentase 99
penyelesaian
permohonan K
sesuai dengan
peraturan yang
berlaku
Persentase Persentase 12
peningkatan
permohonan Kl
Persentase Persentase 100
penanganan aduan
pelanggaran HKI
Persentase Persentase 6
peningkatan produk
KI dan Komunal
yang dilindungi
Membangun | Mewujudkan Layanan tata Jumlah 1
Budaya Kerja | Tata Kelola kelola layanan
yang Pemerintahan | pemerintah tata kelola
Berorientasi yang Efektif yang efektif pemerintah
Kinerja dan Efisien di | ygn efisien di yang efexkfif
Organisasi lingkungan lingkungan dan efisien
DJKI di
yang DJKI -
berintegritas, :IDHJ?(II(UHQGH
efektif dan
efisien




Indeks Layanan Indeks 76,61
Manajemen Internal
di lingkungan DJKI

Kemenkumham

2.1. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021
Penetapan Kinerja DJKI merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu
Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021
Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Penetapan perjanjian kinerja, merupakan komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tfertentu berdasarkan kegiatan/program/kebijakan
disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya
rencana kerja tahunan yang dicapai berdasarkan tfugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja
yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Tabel (i) Sasaran Program dan Target dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Tahun 2021

Kelola

Kelola Pemerintah

NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA FORMULASI TARGET
1 Terlindunginya Indeks  Kepuasan | Indeks Kepuasan 3.3
Kekayaan Masyarakat Masyarakat atas
Intelektual di terhadap Layanan | pelayanan pelindungan
seleuruh Indonesia Kekayaan Kekayaan Intelektual
Intelektual
2 Mewujudkan Tata Layanan Tata | Jumlah layanan tata kelola 1

pemerintah yang efekfif

Pemerintahan yang | yang Efektif dan | dan efisien di lingkungan
Efektif dan Efisien di | Efisien di | DJKI

Lingkungan Lingkungan Ditjen

Kementerian Hukum | Kekayaan

dan HAM dengan Intelektual

Mengoptimalkan
Kualitas Layanan
Berbasis Tl




Tabel (ii) Output Program dan Target dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Tahun 2021



Intelektual

NO. | OUTPUT PROGRAM INDIKATOR OUTPUT FORMULASI TARGET
1 Penegakan dan Persentase Persentase penyelesaian 99%
Pelayanan Hukum di | Penyelesaian permohonan Kl sesuai
Bidang Kekayaan Permohonan dengan peraturan yang
Intelektual Kekayaan berlaku (Jumlah
Intelektual  Sesuaqi | penyelesaian permohonan
dengan Peraturan | Kl yang diselesaikan dalam
Perundang- jangka waktu yang sesuai
undangan yang | dengan batas waktu yang
Berlaku diatur dalam peraturan
perundang-undangan di
tahun berjalan (2021)
dibagi dengan jumlah
permohonan Kl yang
masuk di tahun berjalan
(2021)dikali 100%)
Persentase Jumlah permohonan K 12
Peningkatan yang masuk pada tahun
Permohonan berjalan (2021) dikurangi
Kekayaan jumlah permohonan Ki
Intelektual yang masuk di tahun
baseline (2019)
dibandingkan dengan
Jumlah permohonan K
yang masuk pada tahun
baseline (2019) dikali 100%
Persentase Persentase aduan yang 100%
Penanganan ditangani
Aduan
Pelanggaran
Kekayaan
Intelektual
Persentase Penyelesaian permohonan 6%
Peningkatan KI' pada tahun berjalan
Produk Kekayaan | (2021) dikurangi
Intelektual dan | penyelesaian permohonan
Komunal yang | K pada tahun
Dilindungi (Prioritas | dasar/baseline (2019)
Nasional) dibagi capaian  pada
tahun dasar/baseline
(2019) dikali 100%.
*NB: khusus untuk produk Ki
Komunal yang dilindungi,
baseline nya adalah tahun
2020 sebagai tahun
pertama Program Prioritas
Nasional unfuk inventarisasi
pada Pusat Data Nasional
KIK.
2 Layanan Indeks  Kepuasan | Indeks Kepuasan Layanan 76,6
Manajemen Internal | Layanan Internal di | Internal di Lingkungan
Kementerian Hukum | Lingkungan Ditjen | Ditjen Kekayaan Intelektual
dan HAM Kekayaan




Tabel (iii) Kegiatan dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Tahun 2021

No. Kegiatan Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 254.568.954.000,00

1 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri Rp.

4.541.686.000,00

2 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Rp.
Kekayaan Intelektual 22.000.000.000,00

3 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis Rp.  6.445.914.000,00

4 Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Rp. 7.089.870.000,00
Terpadu dan Rahasia Dagang

5 Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Rp. 4.005.607.000,00

6 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Rp. 180.000.000.000,00
Intelektual

7 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Rp. 30.485.877.000,00
Program Dukungan Manajemen Rp. 297.110.514.000,00

8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Rp. 297.110.514.000,00
Kekayaan Intelektual
Total Rp 551.679.448.000,00

Perjanjian Kinerja pada Unit Eselon Il DJKI
Rincian indikator keluaran kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja oleh masing-masing Unit Eselon Il di lingkungan DJKI pada tahun 2021
adalah sebagai berikut:

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual

Sasaran Indikator Kinerja | Formulasi (Output) Anggaran
. . Target
Kegiatan Kegiatan
Terlindunginya | Persentase Persentase 100%
Hak Cipta penyelesaian pencatatan hak
dan Desain pencatatan cipta yang telah
Industri di Hak Cipta memperoleh
Seluruh kepastian hukum
Indonesia Persentase Persentase 100%
penyelesaian permohonan
permohonan desain industri
Desain Industri yang telah
memperoleh
kepastian hukum
Persentase Persentase 100%
Rekomendasi penyelesaian Rp. 4.005.607.000,00
pelayanan rekomendasi
hukum di hukum yang
bidang hak diajukan pihak lain
cipta dan terkait dengan Hak
desain industri Cipta dan Desain
Industri yang dapat
berupa :
- Layanan
hukum bidang
Cipta dan
desain industri
- Keberatan atas
putusan




Sasaran Indikator Kinerja | Formulasi (Output) Anggaran
. . Target
Kegiatan Kegiatan
penolakan DI
- Panggilan
sidang/pember
ian keterangan
sebagai  saksi
ahli
Mewujudkan | Persentase Persentase 12%
potensi Kl peningkatan kenaikan
yang permohonan KI | permohonan Kl
mempunyai (baseline jumlah
nilai ekonomis permohonan tahun
dasar/tahun 2019)
Persentase Jumlah stakeholder 50%
peningkatan yang diharapkan
pemahaman memiliki
dan kesadaran | pemahaman
masyarakat terkait Kl sebagai
terhadap hasil dari kegiatan
pentingnya sosialisasi dan
pelindungan Kl | diseminasi terkait Kl Rp. 22.000.000.000,00
yang dilakukan
oleh DJKI dalam
rangka
pemberdayaan
kekayaan
intelektual =
capaian jumlah
stakeholder yang
terdiseminasi-
tersosialisasi di
tahun 2021/ target
stakeholder yang
terdiseminasi-
tersosialisasi di
tahun 2021 x 100%
= X% (X% x 50% =
XX Stakeholder)
Terlindungi Persentase Persentase 12%
Merek dan merek dan peningkatan
Indikasi indikasi jumlah
Geografis di geografis yang | penyelesaian
seluruh dilindungi merek dan indikasi
Indonesia geografis (dari
angka baseline di
tahun dasar/tahun Rp. 6.445.914.000,00
2019)
Persentase Jumlah 100%
penyelesaian rekomendasi
rekomendasi hukum yang
pelayanan diberikan kepada
hukum di pihak yang

bidang Merek

meminta dibagi




Sasaran Indikator Kinerja | Formulasi (Output) Anggaran
. . Target
Kegiatan Kegiatan
dan Indikasi rekomendasi
Geografis hukum yang
digjukan pada
tahun berjalan
dikali 100%
Terlindunginya | Persentase Jumlah dokumen 12%
Paten, DTLST, peningkatan permohonan
dan Rahasia Paten, DTLST, Paten, DTLST, dan
Dagang di dan Rahasia RD yang
seluruh Dagang di memperoleh
Indonesia seluruh kepastian hukum di
Indonesia tahun 2021 dibagi
Jumlah dokumen
permohonan
Paten, DTLST, dan
RD yang
memperoleh Rp. 7.089.870.000,00
kepastian hukum di
tahun dasar/tahun
baseline di 2019 x
100%
Persentase Jumlah 100%
penyelesaian rekomendasi
rekomendasi hukum terkait
hukum Paten, DITLST, dan
pelayanan Rahasia  Dagang
hukum terkait yang diberikan
Paten, DTLST, kepada pihak
dan Rahasia yang meminta
Dagang dibagi
rekomendasi
hukum yang
diajukan pada
tahun berjalan
dikali 100%
Terwujudnya Persentase Jumlah 100%
penanganan | penanganan penanganan atas
dan aduan aduan
penyelesaian | pelanggaran pelanggaran HKI
sengketa HKI HKI selama tahun 2021
yang optimal dibagi jumlah
aduan atas Rp. 4.005.607.000,00
pelanggaran HKl
yang disampaikan
kepada DI
Persentase Jumlah 60%

penyelesaian
sengketa HKI
secara optimal

penyelesaian
sengketa HKI di
tahun berjalan
(SP3,P21) dibagi
jumlah kasus
pelanggaran HKI




% g Sas?ran Indikatc?r Kinerja | Formulasi (Output) Target Anggaran
L g Kegiatan Kegiatan
yang masih
berjalan
Terwujudnya Peningkatan Persentase 99%
sistem layanan pemberian
Manajemen Teknologi layanan Teknologi
Data Informasi K Informasi KI yang
Informasi dan | yang aman aman dan handal
Pelayanan Kl | dan handal yang melipufi
yang berbasis seluruh kegiatan
IT yang layanan system Rp. 180.000.000.000,00
sistematis, informasi,
efektif, handal pemeliharaan,
dan pengembangan
berkelanjutan dan
pembangunan
sistem teknologi
informasi kekayaan
intelektual di tahun
2021
Terwujudnya Indeks Nilai Indeks 87
Sekretariat Reformasi
DJKl yang Birokrasi DJKI
responsive, Survei Nilai Indeks 3,02 (skala
efekdif, dan Kepuasan maksimum
efisien Masyarakat 4)
atas layanan
DJKI
Nilai SAKIP DIKI Nilai Sistem 77 Rp. 297.110.514.000.00
“Baik” Akuntabilitas
Kinerja DJKI
Nilai Nilai SMART DJKI 92
perencanaan
anggaran DJKI
berorientasi
pada hasil
SMART DJA
Nilai IKPA DJKI Nilai Indikator 98
Kinerja Pelaksana
Anggaran
2.1.4 Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang diampu oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun
2020 tentang Target  Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2021 yang diampu oleh masing-masing unit eselon | salah satunya
Direktorat Jenderal Kekayaan yang mengampu 8 (delapan) target kinerja
dengan rincian sebagai berikut :
No Target Kinerja Target Data Dukung

Gerakan Tahun
Paten Nasional

BO3 : Persiapan kegiatan peningkatan
pemahaman masyarakat terkait Kl

Laporan Rencana kegiatan virtual
meeting : 1. Target perguruan




dengan menggunakan virtual
meeting/webinar/social media dan
pembentukan program-program yang
berkesinambungan

tinggi, Litbang/sentra Kl/instansi
pendidikan sejenis 2. Rencana
Narasumber 3. Timeline 4. SK TIM
Kegiatan

BO6 : 1. Virtual/webinar terkait kasus
paten di Indonesia patent classification
2. Virtual/webinar terkait bimbingan
teknis garis besar patent drafting 3. One
Day Patent Drafting (jika Pandemi
Selesai)

Laporan kegiatan dan jumlah
peserta/responden

BO9 : Pendampingan menuju
kemandirian Paten

Laporan kegiatan dan jumlah
peserta/responden

B12 : Monitoring dan Evaluasi kegiatan
virftual/webinar terkait Paten

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Layanan

Permohonan Kl

Ukuran BO3 : 1. Jumlah Penyelesaian Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Keberhasilan 1: Permohonan Pendaftaran Paten 2.500 2. | Pertriwulan

Jumlah Jumlah Penyelesaian Backlog 300

Penyelesaian BO6 : 1. Jumlah Penyelesaian Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Permohonan Permohonan Pendaftaran Paten 4.500 2. | Pertriwulan

Pendaftaran Jumlah Penyelesaian Backlog 600

Paten sesuai BO? : 1. Jumlah Penyelesaian Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Peraturan Permohonan Pendaftaran Paten 6.750 2. | Pertriwulan

Perundang - Jumlah Penyelesaian Backlog 900

Undangan dan
Penyelesaian
Backlog

B12: 1. Jumlah Penyelesaian

Permohonan Pendaftaran Paten 9.000 2.

Jumlah Penyelesaian Backlog 1.200

Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pertriwulan

Ukuran
Keberhasilan 2:
Jumlah
Penyelesaian

BO3 : Jumlah Penyelesaian Permohonan
Pendaftaran Merek 15.000

Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pertriwulan

BO6 : Jumlah Penyelesaian Permohonan
Pendaftaran Merek 20.000

Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pertriwulan

Permohonan BO? : Jumlah Penyelesaian Permohonan | Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pendaftaran Pendaftaran Merek 20.000 Pertriwulan

Merek sesuai B12: Jumlah Penyelesaian Permohonan | Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Peraturan Pendaftaran Merek 20.000 Pertriwulan

Perundang-

Undangan

Ukuran BO3 : N/A N/A

Keberhasilan 3:
Jumlah
Penyelesaian
Permohonan
Pendaftaran

Indikasi Geografis

sesuai Peraturan

BO6 : Jumlah Penyelesaian Permohonan
Pendaftaran Indikasi Geografis
sebanyak 2 Indikasi Geografis

Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pertriwulan

BQO9 : Jumlah Penyelesaian Permohonan
Pendaftaran Indikasi Geografis
sebanyak 3 Indikasi Geografis

Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pertriwulan

B12 : Jumlah Penyelesaian Permohonan

Nota Dinas Laporan Penyelesaian

Perundang- Pendaftaran Indikasi Geografis Pertriwulan
Undangan. sebanyak 3 Indikasi Geografis
Ukuran BO3 : 1. Jumlah Penyelesaian Nota Dinas Laporan Penyelesaian

Keberhasilan 4:
Jumlah
Penyelesaian
Permohonan

Pencatatan Ciptaan 92.000 2. Jumlah
Penyelesaian Permohonan Pendaftaran
Desain Industri 850

Pertriwulan

BO6 : 1. Jumlah Penyelesaian

Nota Dinas Laporan Penyelesaian




Pencatatan
Ciptaan dan
Permohonan
Pendaftaran
Desain Industri
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan

Pencatatan Ciptaan 92.000 2. Jumlah
Penyelesaian Permohonan Pendaftaran
Desain Industri 790

Pertriwulan

BO9? : 1. Jumlah Penyelesaian
Pencatatan Ciptaan 92.000 2. Jumlah
Penyelesaian Permohonan Pendaftaran
Desain Industri 790

Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pertriwulan

B12: 1. Jumlah Penyelesaian
Pencatatan Ciptaan 10.720 2. Jumlah
Penyelesaian Permohonan Pendaftaran
Desain Industri 790

Nota Dinas Laporan Penyelesaian
Pertriwulan

Ekstensifikasi kerja
sama luar negeri
dan dalam
negeri di bidang
KI' untuk
memaksimalkan

BO3 : Pembahasan rekomendasi
optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di
Bidang Kekayaan Intelektual

Laporan Pembahasan
rekomendasi optimalisasi
Perjanjian Kerja Sama di Bidang
Kekayaan Intelektual

BO6 : Penyusunan rekomendasi
optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di

Laporan rekomendasi optimalisasi
Perjanjian Kerja Sama di Bidang

kinerja DJKI Bidang Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual
BO? : Pelaksanaan Implementasi Kerja Laporan Pelaksanaan
sama Kekayaan Intelektual atau Implementasi Kerja sama
pembentukan kerja sama baru di Kekayaan Intelektual atau
bidang kekayaan intelektual pembentukan kerja sama baru di
bidang kekayaan intelektual
B12 : Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Pelaksanaan Implementasi Kerja
Kekayaan Intelektual sama Kekayaan Intelektual
Modernisasi

sistem penyidikan
dan penyelesaian
sengketa Kl
melalui
pengembangan
skema
pencegahan

Ukuran
Keberhasilan 1:
Terbangunnya
sistem
pengaduan yang
handal dengan
didukung fasilitas
(mediasi online)

BO3 : Koordinasi dengan APH dan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Pencegahan berdasarkan Peta
Pelanggaran Kl (Lokasi, Konten Edukasi,
dan Metode Pelaksanaan Kegiatan)

Laporan Koordinasi dan Rencana
Kegiatan Pencegahan 2021

BO6 : pelaksanaan kegiatan Pecegahan
di BO6 (kota A,B,C, dll)

Laporan pencegahan
pelanggaran

BO9 : pelaksanaan kegiatan Pecegahan
di BO? (kota D,E,F, dll) dan Update Peta
Pelanggaran Kl wilayah tahun 2021

Laporan pencegahan
pelanggaran Kl dan Laporan
Update peta pelanggaran K

B12 : Monitoring Evaluasi pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran Kl

Laporan Monitoring dan Evaluasi
pencegahan pelanggaran Kl
tahun 2021

Ukuran
Keberhasilan 2:
Terwujudnya
mediator yang
berkualitas

BO3 : Analisa kebutuhan ASN Ditjen Kl di
Unit Pusat untuk memeperoleh
pengembangan kompetensi mediasi

Laporan analisa kebutuhan

BO6 : Pelatihan PPNS untuk
pengembangan kompetensi mediasi

Laporan kegiatan pelatihan

Penelusuran Data
Kekayaan

BO3 : Hasil cleansing data yang diambil
dari aplikasi IPROline sebelum

Dokumentasi Pelaksanaan
Cleansing Data dari IPROline




Intelektual (PDKI)
melalui web PDKI
yang mobile

ditampilkan di PDKI

B0O6 : Dokumen hasil Cleansing data dari
aplikasi Iproline yang ditampilkan di PDKI

Dokumen hasil Cleansing data
dari aplikasi Iproline yang

friendly ditampilkan di PDKI
BO9 : Dokumen UAT untuk user internal Dokumen UAT untuk user internal
DJKI yang menggunakan aplikasi PDKI DJKI yang menggunakan aplikasi
PDKI
B12 : Dokumen UAT untuk user dari Dokumen UAT untuk user dari
ekstrenal DJKI yang menggunakan ekstrenal DJKI yang
aplikasi PDKI menggunakan aplikasi PDKI
e-serfifikat BO3 : Analisa kebutuhan aplikasi e- Laporan Analisa kebutuhan
memudahkan serfifikat aplikasi e-sertifikat
masyarakat BOé6 : Rancangan aplikasi e-sertifikat Laporan Rancangan aplikasi e-
mencetak sertifikat

serfifikat secara
mandiri

BO9 . Pelaksanaan uji testing aplikasi e-
sertifikat

Laporan Pelaksanaan uji testing
aplikasi e-serfifikat

B12 : Sosialisasi aplikasi e-serfifikat

Laporan Sosialisasi aplikasi e-
sertifikat

Pembentukan
klinik-kilinik
konsultasi, analisis
dan rekomendasi
terkait Kl

BO3 : Rapat koordinasi pembentukan
klinik KI

Laporan Rapat koordinasi
pembentukan klinik Kl

BO6 : Kajian pembentukan klinik Kl

Draft Kajian pembentukan klinik Kl

BO9 : Kajian pembentukan klinik Kl

Laporan Kajian pembentukan
klinik Kl

B12 : Penentuan rekomendasi pilot
project

Laporan rekomendasi pilot project
grand launching

Peningkatan
kapasitas SDM
DJKI di Unit Pusat
dan wilayah

melalui

implementasi

Corporate

University

Ukuran BO3 : Upaya mendorong ASN Ditjen K Laporan kegiatan dalam Upaya
keberhasilan 1: memperoleh kesempatan berkantor di mendorong ASN Ditjen Kl

ASN Ditjen Kl di WIPO memperoleh kesempatan

Unit Pusat berkantor di WIPO

memperoleh

pendidikan, BO6 : Upaya mendorong ASN Ditjen K Laporan kegiatan dalam Upaya
pelatihan dan memperoleh kesempatan berkantor di mendorong ASN Ditjen K
kesempatan WIPO memperoleh kesempatan
berkantor di berkantor di WIPO

WIPO

Ukuran BO3 : Analisa kebutuhan ASN Ditjen Kl di Laporan Analisa kebutuhan ASN
Keberhasilan 2: Unit Pusat dan Wilayah untuk Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah
ASN Ditjen Kl di memperoleh pendidikan pelatihan unfuk memperoleh pendidikan
Unit Pusat dan pelatihan

Wilayah BO6 : Peningkatan kapasitas ASN Ditjen Laporan Workshop/Bimtek

memperoleh ToT
lanjutan tentang
KI tingkat lanjut

KI di Unit Pusat dan Wilayah

/Sosialisasi Peningkatan kapasitas
ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan
Wilayah




3.1 Capaian Kinerja Organisasi

BAB Il

AKUNTARBILITAS KINERJA

Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2021 didasarkan
pada perencanaan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
yaitu Rencana Strategis yang didokumentasikan dalam perjanjian kinerja
Eselon | kemudian diturunkan melalui perjanjian kinerja Eselon Il dan Target
Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

3.1.1 Capaian Sasaran Program
Direktorat Jenderal

Kekayaan

Intelektual

yang memiliki jumlah SDM

sebanyak 581 orang ASN (termasuk 1 Orang Eselon | dan 7 orang Eselon 1)
telah melaksanakan tusinya dengan didasarkan atas sasaran program
berupa ‘Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seleuruh Indonesia’ berikut
indikator kinerjanya. Adapun berikut disampaikan capain atas sasaran

program DJKI

pada tahun anggaran 2021.

Sasaran Indikator Output Formulasi satuan Target | Capaian | Target | Target | Target
Program Kinerja Program Penghitungan 2021 2021 2022 2023 2024
Terlindun | Indeks Nilai indeks
ginya Kepuasan kepuasan
Kekayaa | Masyarak masyarakat
n at atas layanan Indeks 3.9 3.39 3.32 3.34 3.36
Intelektu | ferhadap Kekayaan
al di Layanan Intelektual di
seluruh Kekayaan tahun 2021
Indonesi | Intelektual
a

Persentas | Jumlah

e penyelesaian

penyelesa | permohonan

ian Kl yang

permohon | diselesaikan

an Kl dalam jangka

sesuai wakfu yang Persenta 99% I AT e e 9%

dengan sesuaqi se

peraturan | dengan batas

yang waktu yang

berlaku diatur dalam

peraturan
perundang-

undangan di
tahun
berjalan
(2021) dibagi
dengan
jumlah
permohonan
KI yang masuk
di tahun
berjalan
(2021) dikali




100%

Persentas | Jumlah
e permohonan
peningkat | Kl yang masuk
an pada tahun
permohon | berjalan
an Kl (2021)
dikurangi Persenta 12% 5% e 20%
. 21,45%
jumlah se
permohonan
KI yang masuk
di tahun
baseline
(2019)
dibandingkan
dengan
Jumlah
permohonan
KI'yang masuk
pada tahun
baseline
(2019) dikali
100%
Persentas | Jumlah
@ aduan
penanga | pelanggaran
nan HKI yang
aduan ditangani/diti
pelanggar | ndaklanjuti di Persenta | 100% 100% 100% 100%
an HKIl tahun se o
berjalan
(2021) dibagi
dengan
jumlah aduan
pelanggaran
HKI yang
masuk di
tahun
berjalan
(2021)
Persentas | Penyelesaian
@ permohonan
peningkat | KI pada tahun
an produk | berjalan
KI dan (2021)
Komunal dikurang
yang penyelesaian
dilindungi | permohonan Persenta 6% 27.38% ge ez o
KI pada tahun se

dasar/baselin
e (2019)
dibagi
capaian

pada tahun




dasar/baselin

e (2019) dikali
100%.
*NB: khusus

untuk produk
Kl Komunal
yang
dilindungi,
baseline nya
adalah tahun
2020 sebagai
tahun
pertama
Program
Prioritas
Nasional
untuk
inventarisasi
pada Pusat
Data Nasional
KIK.

Mewujud | Layanan Jumlah
kan Tata | tata layanan tata
Kelola kelola kelola
Pemerint | pemerinta pemerintah
ahan h yang yang efekfif Layanan ] 1
yang efektif dan efisien di
Efektif dan lingkungan
dan efisien di DJKI
Efisien di | lingkunga
lingkung | n DJKI
an DJKI
Indeks Nilai indeks Indeks 76,61 76,61
Layanan layanan (100%)
Manajem | manajamen
en Internal | internal DJKI
di di tahun 2021
lingkunga
n DJKI
Kemenku
mham

NB: Adapun yang menjadi tahun dasar/tahun baseline adalah tahun terakhir pada
periode Renstra sebelumnya (Renstra 2014-2019), dalam hal ini adalah tahun 2019
sebagai tahun dasar dari penghitungan untuk Periode Renstra Selanjutnya (Renstra
2020-2024).

a. Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan
Kekayaan Intelektual”

Capaian indikator kinerja ini dicapai melalui Kegiatan Survey IKM yang

dilaksanakan setfiap tahunnya untuk mengetahui gambaran fingkat

kepuasan masyarakat terhadap layanan Kl. Indeks Kepuasan Masyarakat

atas Layanan Kl di tahun 2021 mencapai nilai indeks 3,39. Angka ini

melebihi dari target indeks yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 3,3. Angka



indeks ini juga mengalomi peningkatan capaian dimana  tahun
sebelumnya yaitu 2020 IKM untuk layanan KI mencapai 3,28.

Capaian Capaian
2020 2021
3.28 3.39

Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja. kegiatan IKM dilakukan
melalui riset kualitatif (FGD atau in depth interview). Survei IKM dilakukan
pada 8 wilayah yaitu: Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Sumatera
Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan setiap
tahunnya yang ditentukan berdasarkan range banyaknya permohonan Ki
dari wilayah tersebut. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan
oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan
HAM vyaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa
melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga
pemerintah dan non pemerintah yaitu Katadata Insight Center,
berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Survei Kepuasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit
pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun fidak langsung
memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei
kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, ada 9 (sembilan) unsur minimal
yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, pada survei ini
menggunakan 11 unsur kepuasan masyarakat, yakni:

° Persyaratan
Prosedur
Waktu Pelayanan
Biaya/Tarif
Produk spesifikasi jenis pelayanan
Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana
Sarana Layanan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan
pemanfaatan Tl
layanan Pasca Pendaftaran Kl
Survei ini menargetkan 800 responden, namun pada pelaksanaannya
berhasil mendapatkan sebanyak 1.089 responden. Sehingga dengan jumiah
responden tersebut, margin of error yang diperoleh adalah sebesar + 2,97%
pada interval kepercayaan 95%. Jumlah responden terbanyak yakni Jawa



Barat dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang
memang lebih banyak pada wilayah tersebut.

Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 mengalami
peningkatan dibandingakan tahun sebelumnya, dapat digambarkan
sebagai berikut:

'/-'_'\-‘\ /_,,- _7\\ /,-'_'- A f_\
( \ ( )
8744 \87.05) (gy85) 87,63 \8830/ 8748  g7,07 84,78 7774 86,61 86,50
' “
Persyaratan  Prosedur Waktu Biaya/tarif Produk Kompetensi Perilaku Penanganan  Sarana & Pemanfaatan  Layanan TOTAL
Layanan Spesifikasi Pelaksana Pelaksana Pengaduan  Prasarana*  Teknologi Pasca \ /

Jenis Layanan Informasi ~ Pendaftargp

Untuk penilaian tingkat Kepuasan Masyarakat meningkat dari«nilai 82,12
(ekuivalen dengan 3.28 dari skglp 4) pgda tahun 2020 menjadi 86,50
(ekuivalen dengan 3.39 dari skala 4) di tahun 2021.

Peningkatan tertinggi adalah parameter prosedur layanan, waktu layanan
dan produk spesifikasi jenis layanan. Hanya indeks kepuasan parameter
layanan pasca pendaftaran Kl terlihat cukup menurun dibandingkan tahun
sebelumnya selain itu survei IKM dilakukan untuk melihat antara kepuasan,
harapan dan GAP (Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan) yang
dihasilkan pada sefiap pemohon layanan Kl, yang dpat digambarkan
sebagai berikut:

Gap Menurut Provinsi

86,70 84,51 85,48 85,29 86,86 89,34 90,09 89,87
I 8,48 I 8,38 I 8,07 I 7,00 I 6,12 I 3,74 2,84 2,84
| | | - - — —_— —_—
Jawa Timur Kalimantan Bali Jawa Barat Banten Kalimantan Sumatera Sulawesi
Barat Selatan Selatan Selatan
M Kepuasan Harapan H Gap

hasil analisa dari jenis permohonan , bahwa Posisi 4 teratas provinsi dengan
nilai gap tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, dan
Jawa Barat, dimana permohonan di wilayah tersebut relatif lebih kritis dan
memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan permohonan Kl, dibandingkan
pemohon di provinsi lainnya. sesdangkan menurut jenis permohonan



85,00

8,91
|

Desain Industri

Gap Menurut Jenis Permohonan

83,02 85,37 88,82
8,34 8,10 4,66
[ ] [ ] —
Paten Merek Cipta

dengan melihat grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon
dengan kategori Desain Industri, Paten, dan Merek memiliki nilai gap
tertinggi yakni di atas 8,00. Sementara kategori Cipta nilai gap-nya cukup
rendah yakni sebesar 4,66.

Capaian Output Program

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa capaian pada indikator kinerja
“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kekayaan
Intelektual” program ini memiliki 4 (empat) output program yang terdiri

dari:

1) Persentase penyelesaian permohonan Kl sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

Penyelesaian Penyelesaian
. Permohonan KiI
Jenis Layanan 2020 Permohonan KI | Permohonan KI | Permohonan
2020 2021 Kl 2021

Hak Cipta 57.814 55.678 83.078 83.810
Desain Industri 3.967 3.270 4.366 4127
Merek & Indikasi 236.524 (236.51 96313 155.853
Ggoegrj‘ﬁs ((le)OS 116.571 Mfrgk d(qr?(;?CZ) (96.285 Merek, (155.845

28 1G) Merek, 8 IG)
Paten 10.858 12.509 12.473 14.610
total 189.210 307.981 196.230 258.400

Data permohonan dan penyelesaian permohonan
KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

\ Total Penyelesaian
Jenis Layanan Permohonan Ki
Total Permohonan KI 2019

2019
Hak Cipta 42.768 42.768
Desain Industri 4,361 5.313
Merek & Indikasi
Geografis (1G] 101.830 137.676
Paten 12.606 18.658
total 161.565 203.319
Jenis Permohonan | Penyelesaian Backlog Penyelesaian sesuai dengan

Layanan Kl tahun 2021 tahun 2021 peraturan perundang-

undangan di tahun 2021

Hak Cipta

83.078

N/A (tidak ada
backlog)

83.810




Desain 4.366 N/A (tidak ada 4127
Industri backlog)

Merek 96.285 95.834 60.011
Paten 12.473 2.340 12.270
total 196.230 98.174 160.218

Adapun jumlah penyelesaion capaian pada output program ini memiliki
komponen pengitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas
berupa:
“Jumlah penyelesaian permohonan Kl yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2021) dibagi
jumlah permohonan KI di tahun berjalan (2021) x 100%”

(160.218 dokumen:196.230 dokumen) x 100% = (xxx) : 0,8164 x 100 % =

81,64% (capaian di tahun 2021).
Capaian di tahun 2021 untuk output program di atas yaitu 81,64%
memang masih berada di bawah target capaian yang menetapkan
sejumlah 99% penyelesaian permohonan Kl yang diselesaikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum
tercapainya target tersebut banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti
banyaknya pemeriksa Kl yang mengalami sakit akibat pandemic
COVID mengingat periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus
COVID-19 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan produkfivitas
sedikit menurun. Namun capaian tersebut tetap harus diapresiasi
mengingat  secara jumlah  keseluruhan  proses penyelesaian
permohonan Kl yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengalami  kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya dan
penyelesaian bakcklog (tunggakan pekerjaan) mengalami penurunan
sisa backlog.

2) Persentase peningkatan permohonan Ki;

Persentase peningkatan permohonan Kl merupakan  progress
persentase permohonan KI di tahun berjalan (tahun
pertanggungjawaban LKIP) dibandingkan jumlah permohonan Kl di
tahun baseline yaitu tahun 2019, mengingat 2019 merupakan tahun
terakhir dari periode renstra sebelumnya. Sehingga di akhir periode
renstra  2020-2024 dapat dilihat  sejaouh mana progress dari
perftumbuhan permohonan Kl yang diajukan kepada DJKI. Capaian
pada output program ini  memilki komponen pengitungan
sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

Jenis Total Total
Layanan Permohonan Kl | Permohonan KiI
2020 2021
Cipta 57.814 83.078
DI 3.967 4.366
Merek & IG 116.571 (%.2955'3'\]/\:;@'(,




28 1G)

Paten

10.858

12.473

total

189.210

196.230

Jenis Layanan
Total Permohonan KI 2019

Cipta 42.768
Dl 4.361
Merek&IG 101.830
Paten 12.606
total 161.565

Adapun capaian pada tahun 2021 untuk output program ini adalah:
“Jumlah permohonan Kl yang masuk pada tahun berjalan (2021)
dikurang jumlah permohonan Kl yang masuk pada tahun
dasar/tahun baseline (2019) dibagi jumlah permohonan Kl tahun
dasar/baseline (tahun 2019) dikali 100%."

(196.230 — 161.565) : 161.565 x 100% = 34.655 : 161.565 = 0,2145 x
100% = 21,45%

Capaian pada output program ini jauh melebihi target yang ditetapkan
untuk dicapai di tahun 2021 yaitu 12%. Adapun pada tahun sebelumnya
yaitu tahun 2020 telah tercapai progress peningkatan permohonan dari
tahun baseline (2019) adalah 17,11% dari target 7% yang ditetapkan pada
target capaian di 2020. Sedangkan jika dilihat progress peningkatan
permohonan Kl yang masuk di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020
terdapat peningkatan sebesar 4,34%. Adapun justifikasi dari terlampauinya
target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait
dengan optimalisasi layanan Tl pada seluruh layanan penerimaan
permohonan Kl (permohonan Kl sudah mulai berjalan secara efektif
melalui IPROIline). Selain itu adanya tfingkat animo masyarakat dalam
mendaftaran Kl fterutama dari rezim Hak Cipta yang memiliki jumlah
peningkatan secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat
mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan Kl dapat
dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan
KI' hal ini nanti dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks
Kepuasan Masyarakat.

3) Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI;
Adapun jumlah penyelesaian capaian pada output program ini memiliki
komponen pengitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas
berupa:
“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun
berjalan (2021) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang
masuk di tahun berjalan (2021)”




Pada tahun 2021 terdapat 111 (seratus sebelas) aduan pelanggaran HKI
yang masuk dan ditangani atau ditindaklanjuti dan dari jumlah tersebut
semuanya telah dilakukan tindaklanjut/ditangani sehingga formulasi
penghitungan capaian output program di atas adalah:
111:111 x 100% = 100%

Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program
penanganan aduan pelanggaran HKI felah mencapai hasil  yang
optfimal pada tahun 2021 vyaitu 100%. Adapun jika dibanding
persentase capaian di tahun sebelumnya maka pada tahun 2020 juga
sama-sama mencatatkan 100% untuk tindaklanjut atau penanganan
atas aduan yang disampaikan, hamun secara kumulatif jumlah di
tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran. Sehingga capain
di tahun 2021 untuk output program di atas secara jumlah kumulatif
melebihi capaian di banding tahun 2020. Capaian ini dapat terlaksana
tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang
lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat
meningkatkan awareness masyarakat atas perlunya perlindungan HKI
dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas
pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan

terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

4) Persentase peningkatan produk Kl dan KI Komunal yang dilindungi
Penyelesaian permohonan Kl termasuk penyelesaian permohonan Ki
Konvensional yang dimiliki secara privat (Hak Cipta, Desain Industri,
Merek, Paten) dan KI Komunal yang dimiliki atau diemban secara
komunal (Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya
Tradisional, Sumber Daya Genetik). Sehingga perhitungan atas
capaian pada output program tersebut adalah sebagai berikut:
o Produk KI Konvensional
(Penyelesaian permohonan KI Konvensional

yang dimiliki secara privat) = 258.392
o Produk KI Komunal
(Permohonan IG yang mendapat
Kepastian hukum (8) + KI Komunal yang
Tervalidasi (595) = 603

Total produk KI dan KI Komunal yang dilindungi = 258.995

Sedangkan khusus untuk data terkait Kekayaan Intelektual Komunal
yang telah tervalidasi pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual
Komunal di tahun 2021 mencapai 595 data yang telah tervalidasi,
sedangkan di tahun 2020 tercatatkan data KIK sebanyak 201 yang
telah tervalidasi. Jadi ada peningkatan perlindungan atas inventarisasi
data KIK yang dilindungi oleh negara melalui Pusat Data Nasional KIK
sebagai salah satu program prioritas nasional pembangunan yang
diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM.



Sedangkan terkait dengan Indikasi Geografis (IG), walaupun IG memiliki
sistem perlindungan yang hampir sama dengan sistem Kl Konvensional
(seperti merek) yaitu melalui pendaftaran IG, namun kepemilikan atas
produk |G dimiliki secara komunal. Sehingga produk |G terdaftar juga
termasuk di dalam produk KI Komunal yang dilindungi.

Penyelesaian Penyelesaian
. Permohonan KiI
Jenis Layanan 2020 Permohonan KI | Permohonan KI | Permohonan
2020 2021 Kl 2021

Hak Cipta 57.814 55.678 83.078 83.810
Desain Industri 3.967 3.270 4,366 4127
N 96.313 155.853
g:;eg'is‘ﬁ'sﬂ(‘fg)os' 116.571 ff;gi“ dgg‘;fg (96.285 Merek, (155.845
28 1G) Merek, 8 IG)
Paten 10.858 12.509 12.473 14.610
307.981 (307.974 196.230 258.400
Kl Konvensional, (258.392 KI
7 produk IG konvensional
fotal 189.210 terdaftar 8 Produk IG
sebagai Kl sebagai KI
Komunal) Komunal)

Data permohonan dan penyelesaian permohonan
KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

. Total Penyelesaian
Jenis Layanan Permohonan Ki
Total Permohonan KI 2019

2019

Hak Cipta 42.768 42.768

Desain Industri 4,361 5.313
Merek & Indikasi

Geografis (1G] 101.830 137.676

Paten 12.606 18.658

203.319 (sebagai

total 161.565 baseline

pembanding)

*Nb:Khusus untuk produk KI Komunal yang tervalidasi, baseline nya adalah tahun 2020
sebagai tahun pertfama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat
Data Nasional KIK.

Sehingga capaian pada output program pada indikator ini memiliki
komponen pengitungan sebagaimana yang disajikan pada tabel di

atas berupa
“Penyelesaian permohonan Kl pada tahun berjalan (2021) ditambah KIK
yang terdaftar (produk IG) dan KIK tervalidasi dikurangi penyelesaian
permohonan Kl pada tahun dasar/baseline(2019) dibagi capaian pada tahun
dasar/baseline (2019) dikali 100%"




(258.995 - 203.319) : 203.319 = 55.676 : 203.319 x 100% = 0,2738 x 100% =
27,38%
Persentase capaian Produk KI dan KI Komunal yang dilindungi di tahun
2021 jika dibanding di tahun 2020 maka akan tampak sebagai berikut:

Jenis Cakupan Perlindungan Tahun 2020 Tahun 2021
Produk KI Konvensional 307.974 258.392
Produk KI Komunal (tervalidasi) 201 (KIK tervalidasi) + 7 | 595 (KIK tervalidasi) + 8 (IG

(IG terdaftar) = 208 terdaftar = 603

Total 308.182 258.995
Persentase perlindungan 51,57% 27,38%
(dibandingkan tahun 2019
sebagai baseline)

Jika dibandingkan capaian dengan tahun 2020, maka capaian di tahun
2021 khususnya pada perlindungan atas Kl Konvensional yang dimiliki
secara privat (Haok Cipta, Desain Industri, Merek, Paten) memang
mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini misalnya juga
karena dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemic COVID mengingat
periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat
signifikan, sehingga menyebabkan kreativitas dari kreator mengalami
menurun mengingat jumlah permohonan Kl yang masuk di tahun 2020
memang ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020. Mengingat pihak
yang mengajukan dari permohonan Kl Konvensional memang lebih
banyak dari perorangan karena sifat dari KI Konvensional adalah
perlindungan bagi personal/privat.

Namun khusus terkait dengan perlindungan atas produk Kl Komunal
mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan capaian
terkait KI Komunal banyak merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah
daerah dengan instansi terkait seperti dinas maupun dengan pihak DJKI
sehingga dapat lebih banyak dilakukan pendataan inventarisasi dalam
jumlah yang lebih banyak jika dilakukan hanya oleh satu pihak tertentu.
Mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan Kl Komunal
memang lebih banyak dari pemerintah daerah, dinas atau masyarakat
pengemban dari suatu KI Komunal.

b. Indikator Kinerja “Layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien
di lingkungan DJKI”
Memiliki indikator kinerja berupa layanan tata kelola pemerintah yang
efektif dan efisien di lingkungan DJKI, maka formulasi penghitungan atas
indikator kinerja tersebut adalah “Jumlah layanan tata kelola pemerintah
yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI” dengan target 1 layanan.
Target 1 layanan tersebut tersebut memiliki unsur capaian dengan tolok
ukur berupa indeks layanan manajemen internal di lingkungan DJKI.
Dimana, capaian output program pada indikator tersebut adalah Indeks
Layanan Manajemen Internal di lingkungan DJKI Kemenkumham dengan
target 76,61 adapun persentase realisisasinya mencapai 76,61 (data SMART
DJA). Sedangkan penetapan target 76,61 merupakan target given dari
Kementerian Hukum dan HAM. Capaian dari indikator kinerja mencapai



76,61 merupakan capaian penuh (persentase 100%) dari target yang
ditetapkan. Indeks Layanan Manajemen Internal sendiri terdiri dari: survey
kepuasan pegawai atas layanan internal di lingkungan DJKI (layanan
kepegawaian, layanan umum, layanan keuangan). Adapun beberapa
bentuk kegiatan layanan internal tersebut misalnya sebagai berikut:
° Layanan Kebutuhan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Poliklinik DJKI
Pemberian Masker pada bagian Unit kerja masing-masing
pemberian hand sanitizer kepada bagian masing-masing
pemberian vitamin untuk seluruh pegawai DJKI
Layanan internal sistem elekironik pengajuan persetujuan
perjalanan dinas bagi pegawai DJKI (e-saki)
° Layanan internal sistem elekironik pengajuan peminjaman
ruangan
° Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan
DJKI Tangerang
° memberikan keamanan dan kenyaman bagi pegawai DJKI dan
masyarakat dalam dan sekitar gedung DJKI
memberikan transportasi antar jemput bagi pegawai DJKI
layanan kebersihan ruangan dan gedung DJKI
Layanan persedian dan keperluan Kantor (ATK, dll)
pemelinaraan Toilet beserta kebutuhannya
pemeliharaan Kendaraan Bermotor Direktorat  Jenderal
Kekayaan Intelektual
Layanan Persediaan dan Keperluan Kantor Lainnya
Pengadaan Pakaian Dinas Khusus bagi seluruh Pegawai
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Sebenarnya mengingat target ini adalah target given yang diberikan oleh
Kementerian, sehingga seharusnya terdapat keseragaman metode yang
dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon | yang seyogyanya ditetapkan
metodenya oleh Kementerian. Selain itu kegiatan survey tersebut juga
seharusnya difasiltasi oleh Kemenkumham (belum dipastikan siapa dari Unit
Eselon | di lingkungan Kemenkumham (apakah Sekretariat Jenderal atau
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) yang akan bertindak selaku
penanggung jawab dari pelaksanaan survey internal tersebut).

3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI) Tahun 2021
A. Capaian Perjanjian Kinerja Unit Eselon | DJKI




NO. PISOU é:l::M INODLﬁ,ﬁL?R FORMULASI TARGET Angzg:;an Capaian
1 Penegakan | Persentase Persentase penyelesaian 99% 81,64%
dan Penyelesaian | permohonan Kl sesuai
Pelayanan Permohonan dengan peraturan yang
Hukum di Kekayaan berlaku (Jumlah
Bidang Intelektual penyelesaian
Kekayaan Sesuai permohonan Kl yang
Intelektual dengan diselesaikan dalam
Peraturan jangka waktu yang
Perundang- sesuai dengan batas
undangan waktu yang diatur
yang Berlaku dalam peraturan
perundang-undangan
di tahun berjalan (2021)
dibagi dengan jumlah
permohonan Kl yang
masuk di fahun berjalan
(2021)dikali 100%)
Persentase Jumlah permohonan Kl 12% 21,45%
Peningkatan yang masuk pada tahun
Permohonan berjalan (2021) dikurangi
Kekayaan jumlah permohonan Ki
Intelektual yang masuk di tahun 254.568.954.000
baseline (2019)
dibandingkan dengan
Jumlah permohonan Kl
yang masuk pada tahun
baseline (2019) dikali
100%
Persentase Persentase aduan yang 100% 100%
Penanganan | ditangani
Aduan
Pelanggaran
Kekayaan
Intelektual
Persentase Penyelesaian 6% 27,38%
Peningkatan permohonan Kl pada
Produk tahun berjalan (2021)
Kekayaan dikurangi penyelesaian
Intelektual permohonan Kl pada
dan Komunal | tahun dasar/baseline
yang (2019) dibagi capaian
Dilindungi pada tahun
dasar/baseline (2019)
dikali 100%.

*NB: khusus untuk produk
KI Komunal yang
dilindungi, baseline nya
adalah tahun 2020
sebagai tahun pertama
Program Prioritas
Nasional untuk
inventarisasi pada Pusat




Data Nasional KIK.

Layanan
Manajemen
Internal
Kementerian
Hukum dan
HAM

Indeks

Kepuasan
Layanan

Infernal

Lingkungan

Ditien

Kekayaan
Intelektual

Indeks Kepuasan
Layanan Internal di
Lingkungan Ditjen

di | Kekayaan Intelektual

76,6

297.110.514.000

75

Penjelasan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Eselon | (DJKI)

2021

(1) Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Jumlah penyelesaian capaian pada output program ini memiliki
komponen pengitungan sebagaimana yang disajikan pada tabel di
atas berupa:

“Jumlah penyelesaian permohonan Kl yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di tahun berjalan (2021) dibagi jumlah

permohonan Kl di tahun berjalan (2021) x 100%”

(160.218 dokumen:196.230 dokumen) x 100% = (xxx) : 0,8164 x 100 % =
81,64% (capaian di tahun 2021)

. Penyelesaian Penyelesaian
Jenis Permohonan Ki
Layanan 2020 Permohonan KI | Permohonan KI | Permohonan
2020 2021 Kl 2021

Hak Cipta 57.814 55.678 83.078 83.810
Desain Industri 3.967 3.270 4.366 4127
I 96.313 155.853
gg;egﬁj‘ﬁ'sﬂajgfs' 116.571 236.524 | (96.285 Merek, (155.845
28 1G) Merek, 8 IG)
Paten 10.858 12.509 12.473 14.610
total 189.210 307.981 196.230 258.400

Data permohonan dan penyelesaian permohonan
KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

. Total Penyelesaian
Jenis Layanan Permohonan KiI
Total Permohonan KI 2019

2019
Hak Cipta 42.768 42.768
Desain Industri 4.361 5.313
Merek & Indikasi
Geografis (1G] 101.830 137.676
Paten 12.606 18.658
total 161.565 203.319
Jenis Permohonan | Penyelesaian Backlog Penyelesaian sesuai dengan

Layanan Kl tahun 2021 tahun 2021 peraturan perundang-




undangan di tahun 2021
Hak Cipta 83.078 N/A (tidak ada 83.810
backlog)
Desain 4.366 N/A (tidak ada 4.127
Industri backlog)
Merek 96.285 95.834 60.011
Paten 12.473 2.340 12.270
total 196.230 98.174 160.218

Capaian di tahun 2021 untuk output program di atas yaitu 81,64%
memang masih berada di bawah target capaian yang menetapkan
sejumlah 99% penyelesaian permohonan Kl yang diselesaikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum
tercapainya target tersebut banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti
banyaknya pemeriksa Kl yang mengalami sakit akibat pandemic
COVID mengingat periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus
COVID-19 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan produkfivitas
sedikit menurun. Namun capaian tersebut tetap harus diapresiasi
mengingat secara jumlah  keseluruhan proses penyelesaian
permohonan Kl yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengalami  kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya dan
penyelesaian bakcklog (tunggakan pekerjaan) mengalami penurunan
sisa backlog.

(2) Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual
Persentase peningkatan permohonan Kl merupakan  progress
persentase permohonan Kl di tahun berjalan (tahun
pertanggungjawaban LKIP) dibandingkan jumlah permohonan KI di
tahun baseline yaitu tahun 2019, mengingat 2019 merupakan tahun
terakhir dari periode renstra sebelumnya. Sehingga di akhir periode
renstra  2020-2024 dapat dilihat sejauh mana progress dari
perftumbuhan permohonan Kl yang digjukan kepada DJKI. Capaian
pada output program ini  memilki komponen pengitungan
sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

Jenis Total Total
Layanan Permohonan KI | Permohonan Ki
2020 2021
Cipta 57.814 83.078
DI 3.967 4366
96.313
Merek & I1G 116.571 (26.285 Merek,
28 1G)
Paten 10.858 12.473
total 189.210 196.230
Jenis Layanan
Total Permohonan KI 2019
Cipta 42.768
Dl 4.361




Merek&IG 101.830
Paten 12.606
fotal 161.565

Adapun capaian pada tahun 2021 untuk output program ini adalah:
“Jumlah permohonan Kl yang masuk pada tahun berjalan (2021)
dikurang jumlah permohonan Kl yang masuk pada tahun dasar/tahun
baseline (2019) dibagi jumlah permohonan Kl tahun dasar/baseline
(tahun 2019) dikali 100%."

(196.230 — 161.565) : 161.565 x 100% = 34.655 : 161.565 = 0,2145 x 100% =
21,45%

Capaian pada output program ini jauh melebihi target yang
ditetapkan untuk dicapai di tfahun 2021 yaitu 12%. Adapun pada tahun
sebelumnya yaitu tahun 2020 telah tercapai progress peningkatan
permohonan dari fahun baseline (2019) adalah 17,11% dari target 7%
yang ditetapkan pada target capaian di 2020. Sedangkan jika dilihat
progress peningkatan permohonan Kl yang masuk di tahun 2021
dibandingkan tahun 2020 ftferdapat peningkatan sebesar 4,34%.
Adapun justfifikasi  dari  ferlampauinya target capaian  kinerja
dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait dengan optimalisasi
layanan Tl pada seluruh layanan penerimaan permohonan Kl
(permohonan Kl sudah mulai berjalan secara efektif melalui IPROline).
Selain itu adanya tingkat animo masyarakat dalom mendaftaran Ki
terutama dari rezm Haok Cipta yang memiliki jumlah peningkatan
secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan
bahwa penyediaan layanan permohonan Kl dapat dikatakan cukup
dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan Kl hal ini nanti
dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan
Masyarakat.

(3) Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Jumlah penyelesaian capaian pada output program ini memiliki
komponen pengitungan sebagaimana yang disajikan pada table di
atas berupa:

“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di
tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI
yang masuk di tahun berjalan (2021)”

Pada tahun 2021 terdapat 111 (seratus sebelas) aduan pelanggaran
HKI'yang masuk dan ditangani atau ditindaklanjuti dan dari jumiah
tersebut semuanya telah dilakukan tindaklanjut/ditangani sehingga

formulasi penghitungan capaian output program di atas adalah:
111:111 x 100% = 100%
Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program
penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil yang



optimal pada tahun 2021 yaitu 100%. Adapun jika dibanding

persentase capaian di tfahun sebelumnya maka pada tahun

2020 juga sama-sama mencatatkan 100% untuk tindaklanjut atau
penanganan atas aduan yang disampaikan, namun secara
kumulatif jumlah di tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan
pelanggaran. Sehingga capain di tahun 2021 untuk output
program di atas secara jumlah kumulatif melebihi capaian di
banding tahun 2020. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas
dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif
terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat
meningkatkan awareness masyarakat atas perlunya perlindungan
HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan
dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau
kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

(4) Persentase Peningkatan Produk Kekayaan Intelektual dan Komunal

yang Dilindungi
Penyelesaian permohonan Kl termasuk penyelesaian permohonan Kl
Konvensional yang dimiliki secara privat (Hak Cipta, Desain Industri,
Merek, Paten) dan KI Komunal yang dimiliki atau diemban secara
komunal (Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya
Tradisional, Sumber Daya Genetik). Sehingga perhitungan atas
capaian pada output program tersebut adalah sebagai berikut:
o Produk KI Konvensional
(Penyelesaian permohonan KI Konvensional

yang dimiliki secara privat) = 258.392

o Produk KI Komunal
(Permohonan IG yang mendapat
Kepastian hukum (8) + KI Komunal yang
Tervalidasi (595) = 603

Total produk KI dan KI Komunal yang dilindungi = 258.995

Sedangkan khusus untuk data terkait Kekayaan Intelektual Komunal
yang telah tervalidasi pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual
Komunal di tahun 2021 mencapai 595 data yang telah tervalidasi,
sedangkan di tahun 2020 tercatatkan data KIK sebanyak 201 yang
telah tervalidasi. Jadi ada peningkatan perlindungan atas inventarisasi
data KIK yang dilindungi oleh negara melalui Pusat Data Nasional KIK
sebagai salah satu program prioritas nasional pembangunan yang
diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan terkait
dengan Indikasi Geografis (IG), walaupun IG memiliki sistem
perlindungan yang hampir sama dengan sistem Kl Konvensional
(seperti merek) yaitu melalui pendaftaran IG, namun kepemilikan atas
produk |G dimiliki secara komunal. Sehingga produk |G terdaftar juga
termasuk di dalam produk KI Komunal yang dilindungi.



Penyelesaian Penyelesaian
. Permohonan KiI
Jenis Layanan 2020 Permohonan KI | Permohonan KI | Permohonan
2020 2021 Kl 2021
Hak Cipta 57.814 55.678 83.078 83.810
Desain Industri 3.967 3.270 4.366 4127
96.313 155.853
Merek & Indikasi 236.524 (236.51
G:Oegr(f‘ﬁs (T'G)OS 116.571 Af:rgk d£:1r:13675|(37) (96.285 Merek, (155.845
28 1G) Merek, 8 IG)
Paten 10.858 12.509 12.473 14.610
307.981 (307.974 196.230 258.400
KI Konvensional, (258.392 KI
7 produk IG konvensional
fotal 189.210 terdaftar 8 Produk IG
sebagai Kl sebagai KI
Komunal) Komunal)

Data permohonan dan penyelesaian permohonan
Kl di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

. Total Penyelesaian
Jenis Layanan Permohonan Ki
Total Permohonan KI 2019

2019

Hak Cipta 42.768 42.768

Desain Industri 4.361 5.313
Merek & Indikasi

Geografis (IG) 101.830 137.676

Paten 12.606 18.658

203.319 (sebagai

total 161.565 baseline

pembanding)

*Nb:Khusus untuk produk KI Komunal yang tervalidasi, baseline nya adalah tahun 2020
sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat
Data Nasional KIK.

Sehingga capaian pada output program pada indikator ini memiliki
komponen pengitungan sebagaimana yang disajikan pada tabel di

atas berupa
“Penyelesaian permohonan Kl pada tahun berjalan (2021) ditambah KIK
yang terdaftar (produk IG) dan KIK tervalidasi dikurangi penyelesaian
permohonan Kl pada tahun dasar/baseline(2019) dibagi capaian pada tahun
dasar/baseline (2019) dikali 100%"

(258.995 - 203.319) : 203.319 = 55.676 : 203.319 x 100% = 0,2738 x 100% =
27,38%
Persentase capaian Produk KI dan KI Komunal yang dilindungi di tahun
2021 jika dibanding di tahun 2020 maka akan tampak sebagai berikut:

Jenis Cakupan Perlindungan Tahun 2020 Tahun 2021

Produk Kl Konvensional 307.974 258.392

Produk KI Komunal (tervalidasi) 201 (KIK tervalidasi) + 7 595 (KIK tervalidasi) + 8 (IG




(IG terdaftar) = 208 terdaftar = 603

Total 308.182 258.995

Persentase perlindungan 51,57% 27,38%
(dibandingkan tahun 2019
sebagai baseline)

Jika dibandingkan capaian dengan tahun 2020, maka capaian di tahun
2021 khususnya pada perlindungan atas Kl Konvensional yang dimiliki
secara privat (Haok Cipta, Desain Industri, Merek, Paten) memang
mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini misalnya juga
karena dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemic COVID mengingat
periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat
signifikan, sehingga menyebabkan kreativitas dari kreator mengalami
menurun mengingat jumlah permohonan Kl yang masuk di tahun 2020
memang ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020. Mengingat pihak
yang mengajukan dari permohonan Kl Konvensional memang lebih
banyak dari perorangan karena sifat dari KI Konvensional adalah
perlindungan bagi personal/privat.

Namun khusus terkait dengan perlindungan atas produk Kl Komunal
mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan capaian
terkait KI Komunal banyak merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah
daerah dengan instansi terkait seperti dinas maupun dengan pihak DJKI
sehingga dapat lebih banyak dilakukan pendataan inventarisasi dalam
jumlah yang lebih banyak jika dilakukan hanya oleh satu pihak tertentu.
Mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan Kl Komunal
memang lebih banyak dari pemerintah daerah, dinas atau masyarakat
pengemban dari suatu KI Komunal.

(5)Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Ditjen Kekayaan
Intelektual

Capaian output pada indikator tersebut adalah Indeks Layanan

Manajemen Internal di lingkungan DJKI Kemenkumham dengan target

76,61 adapun persentase realisisasinya mencapai 76,61 (data SMART DJA).

Sedangkan penetapan target 76,61 merupakan target given dari

Kementerian Hukum dan HAM. Capaian dari indikator kinerja mencapai

76,61 merupakan capaian penuh (persentase 100%) dari target yang

ditetapkan. Indeks Layanan Manajemen Internal sendiri terdiri dari: survey

kepuasan pegawai atas layanan internal di lingkungan DJKI (layanan

kepegawaian, layanan umum, layanan keuangan). Adapun beberapa

bentuk kegiatan layanan internal tersebut misalnya sebagai berikut:

° Layanan Kebutuhan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Poliklinik DJKI

Pemberian Masker pada bagian Unit kerja masing-masing

pemberian hand sanitizer kepada bagian masing-masing

pemberian vitamin untuk seluruh pegawai DJKI

Layanan internal sistem elekironik pengajuan persetujuan

perjalanan dinas bagi pegawai DJKI (e-saki)



B. Capaian Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI Tahun 2021

Layanan infernal
ruangan
Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan
DJKI Tangerang

memberikan keamanan dan kenyaman bagi pegawai DJKI dan
masyarakat dalam dan sekitar gedung DJKI

memberikan transportasi antar jemput bagi pegawai DJKI

layanan kebersihan ruangan dan gedung DJKI

sistfem elektronik pengajuan  peminjaman

Layanan persedian dan keperluan Kantor (ATK, dll)
pemeliharaan Toilet beserta kebutuhannya

pemeliharaan

Kekayaan Intelektual
Layanan Persediaan dan Keperluan Kantor Lainnya
Pengadaan Pakaian Dinas
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Sebenarnya mengingat target ini adalah target given yang diberikan oleh
Kementerian, sehingga seharusnya terdapat keseragaman metode yang
dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon | yang seyogyanya ditetapkan
metodenya oleh Kementerian. Selain itu kegiatan survey tersebut juga
seharusnya difasiltasi oleh Kemenkumham (belum dipastikan siapa dari Unit
Eselon | di lingkungan Kemenkumham (apakah Sekretariat Jenderal atau
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) yang akan bertindak selaku
penanggung jawab dari pelaksanaan survey internal tersebut).

Kendaraan

Khusus

Bermotor

bagi

Direktorat

Jenderal

seluruh  Pegawai

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual

Sasaran Inc.jika.i or . . .
Kegiatan Kinerja Formulasi Target Anggaran Capaian Realisasi
Kegiatan (Output) Anggaran
Terlindungi | Persentase Persentase 100% 100,88%
nya Hak penyelesaian | pencatatan
Cipta pencatatan hak cipta
dan Hak Cipta yang telah
Desain memperoleh
Industri di kepastian Rp.
Seluruh hukum 229.846.960,00
Indonesia | Persentase Persentase 100% 95,17%
penyelesaian | permohonan
permohonan | desain
Desain industri yang
Industri telah
memperoleh Rp.
kepastian 4.005.607.000,
hukum 00
Persentase Persentase 100% 134,67% | Rp.
Rekomendasi | penyelesaian 1.069.760.213,0
pelayanan rekomendasi 0
hukum di hukum yang
bidang hak diajukan
cipta dan masyarakat (Total Realisasi




nyeleng

garaan

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Kegiatan

Formulasi
(Output)

Target

Anggaran

Capaian

Realisasi
Anggaran

desain
industri

terkait

dengan Hak

Cipta dan

Desain

Industri yang

dapat

berupa :

- Layanan
hukum
bidang
Cipta
dan
desain
industri

- Keberata
n atas
putusan
penolaka
n DI

- Panggila
n
sidang/p
emberian
keterang
an
sebagai
saksi ahli

= Rp
1.299.607.173 =
32,44%)

Mewujudk
an potensi
KI'yang
mempuny
ai nilai
ekonomis

Persentase
peningkatan
permohonan
Kl

Persentase
kenaikan
permohonan
Kl (baseline
jumlah
permohonan
tahun
dasar/tahun
2019)

12%

Persentase
peningkatan
pemahaman
dan
kesadaran
masyarakat
terhadap
pentingnya
pelindungan
KI

Jumlah
stakeholder
yang
diharapkan
memiliki
pemahaman
terkait Kl
sebagai hasil
dari kegiatan
sosialisasi dan
diseminasi
terkait Kl
yang
dilakukan
oleh DJKI

50%

Rp.
22.000.000.00
0,00 (pagu
awal di Perkin
Es.Il DJKI)

21,45%

120%

Rp
13.984.301.274
(data smart
DJA)

(Realisasi =
63.57%)




nyeleng

garaan

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Kegiatan

Formulasi
(Output)

Target

Anggaran

Capaian

Realisasi
Anggaran

dalam
rangka
pemberdaya
an kekayaan
intelektual =
capaian
jumlah
stakeholder
yang
terdiseminasi-
tersosialisasi
di tahun
2021/ target
stakeholder
yang
terdiseminasi-
tersosialisasi
di tahun 2021
x 100% = X%
(X% x 50% =
XX
Stakeholder)

Terlindungi
Merek dan
Indikasi
Geografis
di seluruh
Indonesia

Persentase
merek dan
indikasi
geografis
yang
dilindungi

Persentase
peningkatan
jumlah
penyelesaian
merek dan
indikasi
geografis
(dari angka
baseline di
tahun
dasar/tahun
2019)

12%

Persentase
penyelesaian
rekomendasi
pelayanan
hukum di
bidang
Merek dan
Indikasi
Geografis

Jumlah
rekomendasi
hukum yang
diberikan
kepada
pihak yang
meminta
dibagi
rekomendasi
hukum yang
diagjukan
pada tahun
berjalan
dikali 100%

100%

Rp.
6.445.914.000,
00 (Pagu
awal di Perkin
Es.Il DJKI)

13,19%

182,15%

Rp
3.849.726.555,0
0 (data SMART
DJA)

(Realisasi =
59,72%)

Terlindungi
nya Paten,
DTLST, dan

Persentase
peningkatan
Paten, DTLST,

Jumlah
dokumen
permohonan

12%

32,1%

Rp
5.937.590.871.0
O (data SMART




nyeleng

garaan

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Kegiatan

Formulasi
(Output)

Target

Anggaran

Capaian

Realisasi
Anggaran

Rahasia
Dagang di
seluruh
Indonesia

dan Rahasia
Dagang di
seluruh
Indonesia

Paten, DTLST,
dan RD yang
memperoleh
kepastian
hukum di
tfahun 2021
dibagi
Jumlah
dokumen
permohonan
Paten, DTLST,
dan RD yang
memperoleh
kepastian
hukum di
tahun
dasar/tahun
baseline di
2019 x 100%

Persentase
penyelesaian
rekomendasi
hukum
pelayanan
hukum terkait
Paten, DTLST,
dan Rahasia
Dagang

Jumlah
rekomendasi
hukum terkait
Paten, DTLST,
dan Rahasia
Dagang
yang
diberikan
kepada
pihak  yang
meminta
dibagi
rekomendasi
hukum yang
diagjukan
pada tahun
berjalan
dikali 100%

100%

Rp.
7.089.870.000,
00

DJA)

(Realisasi =
83.75%)

97.5%

Terwujudn
ya
penangan
an dan
penyelesai
an
sengketa
HKI yang
opfimal

Persentase
penanganan
aduan
pelanggaran
HKI

Jumlah
penanganan
atas aduan
pelanggaran
HKI selama
tahun 2021
dibagi jumlah
aduan atas
pelanggaran
HKI yang
disampaikan
kepada DJKI

100%

Persentase
penyelesaian

Jumlah
penyelesaian

60%

Rp.
4.005.607.000,
00

100%

53.58%

Rp
1.977.431.316,0
0 (data SMART
DJA)

(realisasi =




nyeleng

garaan

Sasaran Indikator
Kegiatan Kinerja Formulasi Target Anggaran Capaian Realisasi
Kegiatan (Output) Anggaran
sengketa HKI | sengketa HKI 49,37%)
secara di tahun
optimal berjalan
(SP3,P21) dan
mediasi
selesai dibagi
jumlah kasus
pelanggaran
HKI yang
masih
berjalan
Terwujudn | Peningkatan | Persentase 99% 99%
ya sistem layanan pemberian
Manajem | Teknologi layanan
en Data Informasi Kl Teknologi Rp
Informasi yang aman Informasi Kl 131.010.461.47
dan dan handal yang aman 1,00 (realisasi =
Pelayanan dan handal 72,78%)
Kl yang yang meliputi Rp.
berbasis IT seluruh 180.000.000.0
yang kegiatan 00,00
sistematis, layanan
efektif, system
handal informasi,
dan pemeliharaa
berkelanju n,
tan pengemban
gan dan
pembangun
an sistem
teknologi
informasi
kekayaan
intelektual di
tahun 2021
Terwujudn | Indeks Nilai Indeks 87 95,87 Rp
ya Reformasi 267.497.045.41
Sekretariat | Birokrasi DJKI 7 (data SMART
DJKIyang  [sirvei Nilai Indeks | 3,02 339 | DA
FESPONSIVE | kepuasan (skala
 efekti, Masyarakat maksim
dan efisien | qigs layanan um 4) (redlisasi =
DJKI 90,03%)
Nilai SAKIP Nilai Sistem 77 | RP: 81,52
DJKI “Baik” Akuntabilitas 297.110.514.0
Kineria DJKI 00,00
Nilai Nilai SMART 92 92,29
perencanaa DJKI
n anggaran
DJKI

berorientasi




25 - Indikator
12 5 asaran Kinerja Formulasi Target Anggaran Capaian Realisasi
0 5 Kegiatan el 9 99 P
Z o Kegiatan (Output) Anggaran
pada hasil
SMART DJA
Nilai IKPA Nilai Indikator 98 85,22
DJKI Kinerja
Pelaksana
Anggaran

Penjelasan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021Unit Eselon Il

DJKI

a. Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia
(diampu oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri)
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalom menjalankan tugas dan
fungsinya memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

DIREKTORAT
HAK CIPTA DAN
DESAIN INDUSTRI

Subbagian
Tata Usaha

SUBDIREKTORAT
PERMOHONAN DAN
PUBLIKASI

[

SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN
DESAIN INDUSTRI

[

Seksi
Administrasi
Permohonan

Seksi
Klasifikasi dan Publikasi

Seksi
Verifikasi Ciptaan
dan Produk HakTerkait

Seksi
Seksi
Pelayanan Teknis

Sertifikasi, Mutasi ,
dan Lisensi

SUBDIREKTORAT

‘SUBDIREKTORAT
SERTIFIKASI
DAN DOKUMENTASI

Dan Litigasi

PELAYANAN HUKUM
DAN LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF

Seksi

|||||||||||||||

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL
ISEEENEENEEENEN

Dokumentasi

Seksi
Lembaga Manajemen

Pejabat Struktural 14
Pemeriksa Desain

) 25
Industri
Arsiparis 3
Jabatan Fungsional

19

Umum
PPNPN 23

Memiliki SDM sejumlah 84 pegawai, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan pada
Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

KEGIATAN OUTPUT TARGET REALISASI ANGGARAN
Terlindunginya  Hak | Rekomendasi 300 404 Pagu
Cipta dan Desain| Pelayanan rekomendasi | rekomendasi | Rp.
Industri di seluruh | Hukum di (134,67%) 1.333.743.000
Indonesia Bidang Hak Realisasi
Cipta dan Rp.
Desain Industri 848.437.356
(realisasi =
63,61%)




NSPK di Bidang | 3 NSPK 3 NSPK | Pagu

Hak Cipta dan (100%) Rp.

Desain Industri 1.994.030.000
Realisasi

Rp.
1.369.998.902
(realisasi =
68,70%)

Layanan 37720 83810 Pagu
Pecatatan Hak | layanan layanan Rp. 6.244.000
Cipta (222,19%) Realisasi

Rp. 877.000
(realisasi =
14,04%)

Layana 3220 4127 Pagu
Pendaftaran layanan layanan Rp.

Desain Industri (128,16%) 229.495.000
Realisasi
Rp.
228.219.960
(realisasi =
99,44%)

Adapun capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI yang terdiri
dari 3 (tiga) indikator yaitu:
(1) Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta;
Formulasi pada penghitungan capaian atas IKK di atas adalah
“Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian
hukum” dengan target 100%. Adapun permohonan pencatatan hak
Cipta yang masuk selama tahun 2021 mencapai 83.078 dengan capaian
pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum
sebanyak 83.810. Sehingga penghitungan persentase capaian adalah:
“Jumlah penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta/pencatatan
hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan
(2021) dibagi jumlah permohonan pencatatan hak cipta yang masuk di
tahun berjalan (2021) dikali 100%”

(83.810 : 83.078) x 100% = 1,0088 x 100% = 100,88%

Jumlah persentase capaian di atas melebihi target penetapan
persentase capaian yang ditetapkan untuk dicapai. Bahkan jumlah
penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta jauh melebihi dari
jumlah permohonan yang masuk di tahun bersangkutan. Capaian di
tahun 2021 juga mengalami peningkatan persentase capaian jika
dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2020 terdapat
permohonan hak cipta yang masuk sejumlah 57.184 dan penyelesaian
permohonannya sebanyak 55.678 atau persentase capaiannya
menyentuh angka 97,36%




Penyelesaian Persentase Penyelesaian Persentase

Permohonan Hak Cipta Permohonan Hak Cipta
masuk tahun 2020 masuk tahun 2021
55.678 97.36% 83.810 100,88%

Tren peningkatan permohonan dan penyelesaian permohonan hak cipta
yang meningkat dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi faktor
optimalisasi teknolog informasi pada seluruh layanan Kl online yang selalu
dilakukan pengembangan dan inovasi. Terbaru adalah program POP-HC
(Persetujuan Otomatis Permohonan Pencatatan Hak Cipta) sebagai
salah satu program unggulan yang akan secara resmi diluncurkan di
tahun 2022, POP-HC telah diuji cobakan di akhir tahun 2019 dan
mendapat respon positif dari masyarakat. Mengingat sistem persetujuan
secara otomatis tersebut adalah langkah yang memang dinantikan.
Sebenarnya Hak Cipta merupakan salah satu rezim Kl Konvensional yang
paling dahulu melakukan optimalisasi Tl bagi pemberian layanannyaq,
yang dimulai di tahun 2014 melalui e-Hak Cipta yang semula menelan
waktu beberapa belas hari menjadi hanya kurang lebih 2 hari dan
seterusnya berlanjut dengan fitur-fitur pengembangannnya menjadi 1
hari dan terbaru adalah melalui POP-HC tersebut yaitu sistem otomasi
yang secara otomatis diberikan persetujuan atas pencatatan hak cipta
yang digjukan permohonan pencatatannya.
Adanya jumlah peningkatan permohonan pencatatan hak cipta yang
semakin banyak dari tahun ke tfahun memang menjadi faktor utama dari
terlampauinya target capaian tersebut. Dimana semakin tingginya
kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi
mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat sebagai hasil
masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada
segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform-platform media
social yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari
segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI
juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat.

(2) Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri;

Formulasi pada penghitungan capaian atas IKK di atas adalah

“Persentase permohonan pendaftaran desain industri yang telah
Memperoleh Kepastian hukum” dengan target 100%. Adapun
permohonan pendaftaran desain industri yang masuk selama tahun
2021 mencapai 4.336 permohonan dengan capaian penyelesaian
permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 4.127 dokumen
permohonan yang mendapat kepastian hukum (daftar, tolak, ditarik
kembali atau dianggap ditarik kembali). Sehingga penghitungan
persentase capaian adalah:

“Jumlah penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri
yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan
(2021) dibagi jumlah permohonan pencatatan pendaftaran
desain industri yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali 100%”



(4.127 : 4.336) x 100% = 0,9517 x 100%= 95,17%
Capaian pada target IKK terkait penyelesaian permohonan Desain

Industri cukup signifikan diraih di fahun 2021. Sedangkan masih
adanya permohonan yang masuk di tahun 2021 yang belum mendapat
kepastian hukum hingga periode tahun 2021 selesai dikarenakan
permohonan yang masuk fersebut masuknya pada triwulan terakhir
pada tahun 2021 sehingga masih masuk dalam proses formalitas belum
kepada tahap pemeriksaan substanstif desain industry, maka belum
mendapat kepastian hukum atas status permohonan pendaftaran
desain industry tersebut.

Penyelesaian Persentase Penyelesaian Persentase
Permohonan Desain Permohonan Desain
Industri masuk tahun Industri masuk tahun
2020 2021
3.270 82,43% 4.127 95,17%

Bahkan jika capaian pada tahun 2021 tersebut dibandingkan
capaian pada tahun 2020 (dimana jumlah permohonan desain
industry yang masuk mencapai 3.967 dan penyelesaiannya
mencapai 3.270 atau persentase capaian penyelesaian
permohonan sebesar 82,43%), maka persentase capaian target
tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan. Terjadinya
peningkatan permohonan desain industry di tahun 2021 sebagai
implikasi dari tahun 2020 sebagai tahun desain industry, dimana
pada tahun 2020 banyak dilakukan kegiatan sosialisasi diseminasi
secara massif kepada masyarakat untuk memicu animo
masyarakat untuk mendaftarkan karya desain industrinya.

(3) Persentase Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan
desain industri

Pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri oleh Direktorat
Hak Cipta dan Desain Industri merupakan permohonan masyarakat
terkait bidang hak cipta dan desain industri. Jumlah pelayanan hukum
yang diberikan tergantung dari permintaan masyarakat yang masuk.
Adapun komponen rekomendasi hukum terdiri dari: Layanan hukum
bidang Cipta dan Desain Industri; Keberatan atas putusan penolakan
Desain Industri; serta pemberian keterangan sebagai saksi ahli.

Formulasi penghitungan: jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang
diajukan oleh masyarakat terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri
di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah permohonan
rekomendasi hukum yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali 100%

404 : 300 x 100% = 134,67%

Penyelesaian Persentase Penyelesaian Persentase
Permohonan Desain Permohonan Desain
Industri masuk tahun Industri masuk tahun
2020 2021




3.270 82,43% 4.127 95,17%

Capaian pada tahun 2021 melompaui dari target yang ditetapkan.
Capaian ini juga mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan
tahun 2020 dimana tahun 2020 tferdapat capaian sebanyak 242
rekomendasi yang dihasilkan dari target 300 rekomendasi (sekitar 80,67%).
Adanya peningkatan capaian yang secara signifikan dipengaruhi oleh
faktor optimalisasi penggunaan sarana pertemuan atau meeting secara
daring sehingga untuk layanan dalaom bentuk pemberian keterangan
saksi ahli. Pemberian rekomendasi hukum dan sebagainya dapat terus
diberikan fidak terbentur pada kehadiran secara fisik.

b. Mewujudkan Potensi KI yang Memiliki Nilai Ekonomi (diampu oleh

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Ki)

Mewujudkan Potensi KI yang Mempunyai Nilai Ekonomis merupakan
sasaran kegiatan dari Direktorat Kerja Sama dan Pembedayaan Kl yang
memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang (sudah termasuk 1 orang
pejabat Eselon Il yaitu Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kl) selama
tahun anggaran 2020. Adapun dari sasaran kegiatan tersebut telah
tercapai capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dapat
disampaikan sebagai berikut.

No. Sasaran Rincian Target Capaian Anggaran (Rp.)
Kegiatan Output
Mewujudkan Kerja  sama | 11 40 Pagu: 5.529.021.000
potensi Kl yang | dibidang K kesepakatan | kesepakatan | Realisasi: 4.467.919.741
mempunydadi (363,63%) (realisasi = 80,81%)
nilai ekonomi
Pemberdaya | 2500 orang 3000 orang Pagu: 9.116.083.000
an Kl (120%) Realisasi: 8.542.857.073
(realisasi = 93,71%)
NSPK (Norma, | T NSPK 2 NSPK (200%) Pagu: 100.000.000
Standar, Realisasi: 84.033.000
Prosedur, dan (realisasi = 84,03%)
Kriteria di
bidang Kl)
Pengemban 156 Layanan 595 data Pagu: 1.000.000.000
gan Pusat layanan Realisasi: 889.491.460
Data (381,41%) (realisasi = 88,95%)
Nasional KIK

Adapun capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI yang terdiri
dari 2 (dua) indikator yaitu:
(1) Persentase peningkatan permohonan Ki;
Capaian pada IKK Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI ini dapat
disampaikan bahwa persentase peningkatan permohonan Kl
merupakan progress persentase permohonan Kl di tahun berjalan
(tahun pertanggungjawaban LKIP yaitu tahun 2021) dibandingkan

jumlah permohonan Kl di tahun baseline yaitu tahun 2019,

mengingat 2019 merupakan tahun terakhir dari periode renstra
sebelumnya. Sehingga di akhir periode renstra 2020-2024 dapat



dilihat sejauh mana progress dari pertumbuhan permohonan K
yang diajukan kepada DJKI.

Permohonan KI | Permohonan | Persentase | Permohonan | Persentase
tahun Kl tahun Kl tahun
dasar/baseline 2020 2021
(2019)
161.565 307.981 17.11% 196.230 21,45%

Adapun capaian di fahun 2021 terdapat progress peningkatan
sebesar 21,45%. Capaian pada IKK Perjanjian Kinerja Unit Eselon |l
DJKI ini jauh melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun
2021 yaitu 12%. Adapun pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020
telah tercapai progress peningkatan permohonan dari tahun
baseline (2019) adalah 17,11% dari target 7% yang ditetapkan pada
target capaian di 2020.
Sedangkan jika dilihat progress peningkatan permohonan Kl yang
masuk di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terdapat
peningkatan sebesar 4,34%. Adapun justifikasi dari terlampauinya
target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor, misalnya
terkait dengan optimalisasi layanan Tl pada seluruh layanan
penerimaan permohonan Kl (permohonan Kl sudah mulai berjalan
secara efektif melalui IPROline).

(2) Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pelindungan Ki
Capaian pada Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan
Pemberdayaan Kl yang terkait dengan IKK Peningkatan
Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya
pelindungan Kl adalah sebagai hasil formulasi dari jumlah kegiatan
sosialisasi dan diseminasi terkait Kl yang dilakukan oleh DJKI dalam
rangka pemberdayaan kekayaan intelektual yaitu:
“capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun
2021 dibagi target stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di
tahun 2021 dikali 100%”
“(3.000 : 2.500) x 100% = 1,2 x 100% = 120%"

Target Capaian | Persentase Target Capaian Persentase
Tahun Tahun capaian Tahun tahun 2021 capaian
2020 2020 2021
1.000 1.296 129,6% 2.500 3.000 120%

Target persentase capaian IKK di atas pada tahun 2021 adalah 50%,
sedangkan capaian menyentuh 120%. Walaupun dari segi persentase
terjadi sedikit penurunan progress persentase jika dibanding tahun 2020,
namun secara jumlah kumulatif terjadi peningkatan capaian kurang lebih
231,48%. Terlampavuinya target capaian tersebut mengindikasikan
adanya peningkatan awareness masyarakat terhadap Kekayaan
Intelektual. Mengingat kegiatan sosiaisasi dan diseminasi yang dilakukan




tidak hanya prakarsa atau inisiatif dari DJKI, tapi juga dari stakeholder
termasuk masyarakat umum yang mengundang DJKI untuk memberikan
sosialisasi dan diseminasi K.

c. Terlindunginya Merek dan Indikasi Geogrdfis di Seluruh Indonesia (diampu
oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geogrdfis)

Memiliki SDM sejumlah 195 orang, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan pada

Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No. Sasaran Rincian Output Target Capaian Anggaran (Rp.)
Kegiatan
1 Terlindunginy | Rekomendasi 510 910
a merek dan | pelayanan rekomenda | rekomendasi
indikasi hukum di bidang | si kebijakan kebijakan
geografis di | merek dan (178,43%)
seluruh indikasi geografis Pagu: 2.041.952.000
Indonesia Realisasi: 1.871.117.904
Fasilitasi banding | 510 637 (realisasi = 91,63%)
merek rekomenda | rekomendasi
si kebijakan kebijakan
(124,90%)
NSPK (Norma, | 2 NSPK | 2 NSPK (100%) Pagu: 1.109.482.000
Standar, Prosedur, | *(adanya Realisasi: 844.491.585
dan Kriteria di | perubahan (realisasi=76,11%)
bidang sistem | target
Merek dan | ,disesuaikan
Indikasi dengan
Geografis) target pada
isian  SMART
DJA)
Layanan 62.720 78.099 Pagu: 1.498.668.000
Pendaftaran layanan layanan Realisasi: 1.134.117.066
Merek (jumlah (realiasi=75,67%)
merek yang
terdaftar)
(124,52%)
Layanan 11 layanan 8 layanan
pendaftaran (jumlah IG
Indikasi Geografis yang
(IG) terdaftar)
(72,72%)

Adapun capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI
yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:
(1) Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi;
Capaian pada IKK dari indikator persentase merek dan Indikasi
Geografis yang dilindungi merupakan hasil dari Persentase
peningkatan jumlah penyelesaian merek dan indikasi geografis
(dari angka baseline di tahun dasar/tahun 2019) dengan formulasi
penghitungan sebagai berikut:
“Jumlah Penyelesaian permohonan merek dan IG pada tahun
berjalan (2021) dikurangi penyelesaian permohonan merek dan IG



pada tahun dasar/baseline (2019) dibagi capaian pada tahun penyelesaian
permohonan merek dan IG tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%"

(155.845 -137.676) : 137.676 =18.169 : 137.676 =0,1319 X 100% = 13,19%

Sehingga capaian pada IKK di atas di tahun 2021 adalah
sebesar 13,19%, dimana persentase capaian melebihi dari target yang
ditentukan untuk dicapai di tahun 2021.

Penyelesaian Penyelesaian Target Persentase
Permohonan Permohonan Capaian capaian
Merek&IG Tahun Merek&IG Tahun 2021 2021
2019 (baseline) 2021
137.676 155.845 12% 13,19%

Terlampauinya target capaian tersebut dikarenakan adanya faktor
optimalisasi teknologi informasi dalam internal sistem penyelesaian
permohonan Kl misal melalui IPROIline yang juga dapat membantu
pemeriksa Kl dapat lebih meningkatkan produkfivitas kinerjanya. Selain
itu banyaknya angka penyelesaian atas backlog permohonan merek
juga menjadi penyumbang persentase fingginya jumlah angka
penyelesaian permohonan merek.

(2) Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang
Merek dan Indikasi Geografis;

Capaian pada IKK berupa Persentase penyelesaian rekomendasi
pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis merupakan
hasil formulasi penghitungan dari:

“capaian jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan IG
di tahun 2021 dibagi target jumlah rekomendasi pelayanan hukum di
bidang merek dan IG di tahun 2021 dikali 100%”

929:510x 100% = 182,15%
Adapun yang termasuk pelayanan hukum di bidang merek dan |G terdiri
dari beberapa pelayanan yaitu :
- Saksi Ahli = sebanyak 182 layanan;
- Gugatan Perkara Pembatalan = sebanyak 248 layanan;
- Gugatan perkara putusan KBM = 113 layanan;
- Gugatan TUN = sebanyak 32 layanan;
- Kasasi = sebanyak 224 layanan;
- Pelaksanaan pembatalan = sebanyak 19 layanan;
- Gugatan pembatalan ditolak = belum ada;
- Pendapat Hukum di bidang merek dan indikasi geografis = sebanyak
54 layanan;
- Gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) = sebanyak 12
layanan; serta
- Menyusun bahan hukum terkait Riset Mahasiswa = sebanyak




45layanan.

Capaian pada tahun 2021 (929 rekomendasi layanan) sangat jauh
melampaui target yang ditetapkan (510 layanan). Sedangkan di tahun
sebelumnya yaitu tahun 2020, capaian atas IKK ini mencatatkan jumlah
sebanyak 538 rekomendasi layanan.

Capaian pada IKK ini sebenarnya bisa dibilang sangat bergantung pada
inisiatif dari masyarakat sehingga dalam menentukan angka pasti dari
penentuan target atas IKK ini seringkali capaionnya memang jauh
deviasinya dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor
tingginya animo masyarakat dalam mengajukan permohonan layanan
hukum di bidang merek. Pandemi yang melanda tidak menyurutkan
animo masyarakat untuk mengajukan layanan hukum di bidang merek
dan IG.

d. Terlindunginya Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan
Rahasia Dagang di Seluruh Indonesia (diampu oleh Direktorat Paten,
Desain Tata Letak Sirkvit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang memiliki jumlah SDM

sebanyak 161 orang (termasuk 1 Orang jabatan Eselon Il yaitu Direktur

Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang) memiliki sasaran kegiatan berupa

‘Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia’

mencatatkan capaian kinerja dengan deftil target dan capaian

berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No. Sasaran Rincian Output Target Capaian Anggaran (Rp.)
Kegiatan
1 Terlindunginy | Rekomendasi 240 234 Pagu: 97.604.000

a Paten, | pelayanan rekomenda | rekomendasi | Realisasi: 64.660.300

DTLST, dan | hukum di bidang | si kebijakan kebijakan (realisasi= 66,25%)

Rahasia Paten, DTLST, dan (97.5%)

Dagang di | Rahasia Dagang

seluruh

Indonesia
Fasilitasi banding | 25 20 Pagu: 976.974.000
Paten rekomenda | rekomendasi | Realisasi: 970.102.900

si kebijakan kebijakan (realisasi = 99,30%)
(80%)

NSPK (Norma, | T NSPK 1 NSPK (100%) Pagu: 870.427.000
Standar, Prosedur, Realisasi: 805.914.000
dan Kriteria di (realisasi = 92,59%)
bidang sistem
Merek dan
Indikasi
Geografis)
Layanan 11.900 14.610 Pagu: 4.633.768.000
Permohonan layanan layanan Realisasi: 4.096.913.671
Paten, DTLST, dan (122,77%) (realisasi = 88,41%)
Rahasia Dagang




Adapun

capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI
yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:
(1) Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh

Indonesia yang dilindungi;

Capaian pada IKK dari indikator persentase peningkatan Paten, DTLST,
dan Rahasia Dagang yang dilindungi merupakan hasil dari Persentase
peningkatan jumlah penyelesaian Paten, DTLST, dan RD yang
diselesaikan di tahun berjalan (tahun 2021) dibandingkan dengan
angka baseline di tahun dasar/tahun 2019) dengan formulasi
penghitungan sebagai berikut:
“Jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang
sesuai peraturan perundang-undangan
pada tahun berjalan (2021) dikurangi dari jumlah penyelesaian
permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-
undanganpada tahun baseline (2019) dibagi capaian penyelesaian
permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-
undangan pada tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%”

(14.610-11.055) : 11.055 = 3.555 : 11.055 = 0,321 X 100% =

32,1%

Permoho | Penyelesai | Permoho | Penyelesai | Permoho | Penyel | Target | Progress

nan an nan an nan esaian | capai | (%)
Paten permohon | Paten Permohon | Paten Permoh | an capaian
2019 an  Paten | 2020 an Paten | 2021 onan 2021 dibandin
2019 2020 Paten g tahun
2021 baseline

12.606 11.055 10.858 12.509 12.473 14.610 12% | 32,1%
(progress)

Pada tahun 2019 terdapat jumlah permohonan yang masuk
sebanyak 12.606, di tahun 2020 terdapat penurunan yaitu hanya
sekitar 10.858 permohonan Paten, dan di 2021 sedikit mengalami
kenaikan namun yaitu 12.473 (namun angka ini masih berada di
bawah jumlah permohonan di tahun 2019). Sehingga pada tahun
2021 ditetapkan sebagai Tahun Tematik bagi Paten yaitu Tahun Paten
Nasional guna mendongkrak permohonan Paten (khususnya paten
dari dalam negeri). Namun walaupun secara jumlah permohonan
yang masuk sedikit mengalami penurunan, tetapi secara jumlah jika
dibandingkan tahun sebelumnya (2020), maka jumlah penyelesaian
permohonan Paten mengalami peningkatan.

Penyelesaian Penyelesaian Progress capaian
permohonan Paten | Permohonan Paten | (dalam 1 tahun
2020 2021 terakhir)




| 12.509 | 14.610 | 16,79%

Dimana tahun 2021 terdapat penyelesaian sejumlah  14.610
permohonan, sedangkan di tahun 2020 mencatatkan penyelesaian
hanya sekitar 12.509 permohonan (ada peningkatan persentase
penyelesaian sebesar 16,79% progress peningkatan jika dibanding
tahun 2020).

Terlampavuinya target capaian pada tahun 2021 tersebut dikarenakan
adanya faktor optimalisasi teknologi informasi dalam internal sistem
penyelesaian permohonan Kl misal melalui IPROline yang juga dapat
membantu pemeriksa Paten dapat lebih meningkatkan produktivitas
kinerjanya.  Produktivitas kinerja ini juga terlebih dikat dengan
komitmen kinerja dimana tingkat produktivitas kinerja para pemeriksa
Paten dapat menentukan besaran tunjangan kinerja  yang
dibayarkan. Sistem reward seperti ini patut diapresiasi sehingga
penyelesaian permohonan backlog dari permohonan Paten terbilang
memiliki sisa sedikit (tinggal sisa sekitar 2.340 permohonan dari
keseluruhan permohonan backlog) dan kemungkinan besar di tahun
2022 akan tidak terdapat lagi sisa penyelesaian backlog (nihil).

(2) Persentase penyelesaian rekomendasi h pelayanan hukum terkait Paten,
DTLST, dan Rahasia Dagang;

Capaian atas IKK berupa persentase penyelesaian rekomendasi
pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang
merupakan hasil formulasi penghitungan dari:

“Capaian jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST,

dan Rahasia Dagang di tahun 2021 dibagi target jumlah rekomendasi
pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di tahun
2021 dikali 100%”

234: 240 x 100% = 97,5%

Adapun persentase capaian tersebut adalah termasuk pelayanan hukum
di bidang Paten, DITLST, dan Rahasia Dagang terdiri dari beberapa
pelayanan yaitu :

- Permintaan terkait riset akademisi = sebanyak 21 layanan;

- Tanggapan PK = sebanyak 96 layanan;

- Litigasi (pengadilan) = 0 layanan;

- Gugatan TUN = sebanyak 32 layanan;

- Permintaan saksi ahli = sebanyak 20 layanan; serta

- Pendapat hukum dan lain-lain = sebanyak 97 layanan.

Total = 234 layanan.

Capaian pada tahun 2021 (234 layanan) mengalami penurunan jika
dibanding capaian di tahun 2020 yang mencapai 324 layanan. Capaian
tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dalom jumlah layanan
mengingat layanan hukum tersebut sangat tergantung kepada
permohonan layanan hukum yang diagjukan dari masyarakat, dan



berdasarkan kondisi pandemi global COVID-19 yang hampir sepanjang
tahun 2021 hingga saat ini masih berlangsung maka sedikit banyak juga
berimbas kepada permintaan layanan hukum dari masyarakat tersebut,
mengingat banyak sekali sektor kegiatan baik pemerintahan maupun
sector privat yang sangat dibatasi sebagai kebijokan dari pembatasan
skala besar sebagai antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19.
Berbeda halnya dengan jumlah permohonan permintaan layanan hukum
di bidang merek dan indikasi geografis yang justru selama pandemic
mengalami peningkatan sangat signifikan, tren peningkatan tersebut
tidak terjadi pada pengajuan permohonan layanan hukum di bidang
Paten, DTLST, dan RD mengingat khususnya di bidang Paten yang
merupakan bidang teknologi yang notabene pemohonnya berasal dari
luar negeri dan berbentuk company (lebih bersifat padat modal karena
rata-rata industry) jika dibandingkan dengan permohonan merek,
dimana pandemic memang sangat berdampak juga pada sector padat
modal.

e. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal
(diampu oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kl)
Memiliki SDM sejumlah 35 orang (termasuk 1
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kl telah mencatatkan
capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai

orang Pejabat Eselon l),

berikut.
KEGIATAN OUTPUT TARGET REALISASI ANGGARAN
Terwujudnya Pencegahan 400 835 orang Pagu
Penanganan dan | Pelanggaran HKI orang (208,75%) Rp.
Penyelesaian Sengketa 1.333.743.000
HKI yang Optimal Realisasi
Rp.
848.437.356
NSPK di  Bidang | 1 NSPK 1 NSPK Pagu
Penyidikan dan (100%) Rp.
Penyelesaian 1.994.030.000
Sengketa Realisasi
Rp.
1.369.998.902
Penanganan 20 111perkara Pagu
Pelanggaran HKIl Perkara (555%) Rp. 6.244.000
Realisasi
Rp. 877.000
Pengawasan  dan| 20 23 laporan Pagu
Pemantauan di | Laporan (115%) Rp.
Bidang HKI 229.495.000
Realisasi
Rp.
228.219.960




Adapun capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI
yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:
(1) Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI;
Capaian pada IKK ini memiliki formulasi pengitungan sebagai
berikut:
“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti
di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah aduan
pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2021)”

Pada tahun 2021 terdapat 111 (seratus sebelas) aduan

pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani atau ditindaklanjuti

dan dari jumlah tersebut semuanya telah dilakukan

findaklanjut/ditangani sehingga formulasi penghitungan

capaian output program:

111:111 x 100% = 100%

Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program
penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil  yang
optfimal pada tahun 2021 yaitu 100%. Adapun jika dibanding
persentase capaian di tahun sebelumnya maka pada tahun 2020 juga
sama-sama mencatatkan 100% untuk findaklanjut atau penanganan
atas aduan yang disampaikan, namun secara kumulatif jumlah di
tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran. Sehingga capain
di fahun 2021 untuk output program di atas secara jumlah kumulatif
jauh melebihi capaian di banding tahun 2020. Capaian ini dapat
terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan
himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI
sehingga dapat meningkatkan awareness masyarakat atas perlunya
perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat  untuk
melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan
atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

(2) Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal
Capaian dari IKK berupa persentase penyelesaian sengketa HKI
memiliki 2 (dua) jenis cakupan, yaitu penyelesaian sengketa secara
litigasi dan non litigasi (mediasi). Adapun kedua jenis cakupan
capaian tersebut adalah sebagai berikut:
a) Penyelesaian melalui rangkaian proses litigasi (SP3 dan P21)
berjumlah total sebanyak 15 penyelesaian; dimana 13 nya adalah
adanya penyelesaian sengketa HKI dengan dilakukan penghentian
perkara sebelum dinaikkan ke persidangan yaitu melalui Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan 2 perkara dalam status P21
yang berarti berkas penyidikan perkara pelanggaran HKI telah lengkap
dan siap dilimpahkan dari kejaksaan kepada pengadilan untuk



selanjutnya naik dalam proses persidangan). Capaian ini melebihi dari
capaian di fahun 2020 dimana hanya terdapat 7 kasus yang dikeluarkan
SP3 nya sebagai proses dari penyelesaian sengketa dalam rangkain
proses litigasi.

b) Penyelesaian melalui mediasi

Penyelesaian melalui mediasi termasuk pada perkara yang sukses
berhasil didamaikan maupun perkara yang menemui keputusan yang
deadlock/tidak dapat didamaikan melalui mediasi. Adapun proses
penyelesaian mediasi yang sudah dalam tahap selesai di tahun 2021
adalah sebanyak é perkara dengan rincian: yang mencatatkan
keberhasilan ada 2 perkara, sedangkan 4 perkara tidak berhasil
diselesaikan melalui jalur mediasi sehingga selanjutnya ditempuh melalui
jalur litigasi. Sedangkan terdapat 10 perkara yang masih dalam proses
mediasi. Jadi secara keseluruhan terdapat 16 perkara yang dilakukan
mediasi di sepanjang tahun 2021.

JUMLAH SP3 DAN P21

LAPORAN STATUS SISA PERKARA
PERKARA
TAHUN
HAK DESAIN L b [
CIPTA | INDUSTRI

2021 16
2020 8 16 6 0 7 0 23

*(Data Evaluasi Kinerja Semester |l DJKI Tahun 2021)

JUMLAH MEDIASI PERKARA PELANGGARAN Ki

PERMINTAAN MEDIASI STATUS MEDIASI

TAHUN o
HAK DESAIN
MEREK PATEN oo |NDUSTRI

2021 10 0 6 0 10 2 4 16

PROSES BERHASIL  GAGAL

2020 1 1 0 1 0 1 2 3

*(Data Evaluasi Kinerja Semester Il DJKI Tahun 2021)

Adapun formulasi penghitungan bagi capaian IKK di atas adalah:
Jumlah penyelesaian sengketa HKI di tahun berjalan yaitu tahun 2021
melalui SP3,P21, dan mediasi yang selesai dibagi jumlah kasus
pelanggaran HKI yang masih berjalan x 100%

21:39 x 100% = 53,85%

Catatan:
¢ Penyelesaian sengketa HKI total di 2021= 21 (SPK&P21 sebanyak
15 kasus dan terdapat 6 kasus melalui mediasi);
¢ Jumlah kasus pelanggaran HKI yang masih berjalan sampai
dengan tahun 2021 = melalui proses SP3 dan P21 masih ada total
sisa perkara yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 39



kasus perkara yang masih berjalan (16 perkara yang masuk di
2021 dan sebanyak 23 perkara yang masuk di 2020).
Sehingga capaian di tahun 2021 jika dibandingkan dengan target di
tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Target penyelesaian sengketa HKI
tahun 2021

Capaian penyelesaian sengketa
HKI tahun 2021

60% 53,58%

Pencapaian indikator kinerja tersebut memang belum sepenuhnya
mencapai farget yang ditentukan, namun belum tercapai secara
maksimal capaian di tahun 2021 terkait penyelesaian sengketa HKI
yang dilakukan secara optimal juga dipengaruhi dengan adanya
kondisi pandemic COVID-19 yang memaksa hampir separuh kedua dari
semester Il tahun 2021 dilakukan PPKM berdampak pada proses
penyelesaian perkara yang sedianya dapat berjalan lebinh maksimal
menjadi belum optimal, mengingat proses penyelesain perkara fidaklah
sesederhana seperti memeriksa berkas perkara saja, namun sangat
diperlukan pengamatan langsung bahkan tinjauan ke TKP dan pihak
terkait secara langsung yang memang kurang optimal jika hanya
melalui tatap muka virtual. Sehingga capaian ini sesungguhnya sangat
patut diapresiasi. Terlebih inisiatif dari DJKI dalam memperkenalkan
mediasi online juga mulai diintrodusir di tahun 2021.

f. Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kl yang
berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan (diampu
oleh Direktorat Teknologi Informasi KI)

Memiliki SDM sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang (termasuk 1 orang

pejabat Eselon IlI) Direktorat Teknologi Informasi KI telah mencatatkan

capaian kinerja berdasarkan sasaran dan output kegiatan Perjanjian Kinerja
tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No. Sasaran Rincian Output Target Capaian Anggaran (Rp.)
Kegiatan
1 Terwujudnya NSPK  (Norma, | 1 NSPK 1 NSPK (100%) | Pagu: 6.746.423.000
sistem Standar, Realisasi: 5.743.857.581
manajemen Prosedur, dan (realisasi= 85,14%)
data informasi | Kriteria di
dan pelayanan | bidang sistem
berbasis IT yang | dan teknologi
sistematis, informasi Kl)
efektif, handal
dan
berkelanjutan
Sistem dan | 1 sistem 1 sistem Pagu: 139.244.894.000
Teknologi informasi informasi Realisasi:
Informasi di (100%) 125.266.603.890
bidang K (realisasi = 89,96%)

Capaian rincian output:

a. NSPK (1 NSPK), dengan rincian capaian sebagai berikut:

e Arsitektur Sistem Informasl;




e Arsitektur Sistem Keamanan Tl;

e Andalisis Sistem Informasi KI;

e Kajian Pre-Audit Data Center;

e Perencanaan Kapasitas Tl;

e Penilaian Maturitas Tl Dengan SPBE; serta

e Pelatihan Teknis Bidang Tl.

b. Sistem dan Teknologi Informasi di bidang KI (1 Sistem) , memiliki
capaian yang terdiri dari sebagai berikut:

e Penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras Tl, Penyediaan
perangkat TIK data center, lisensi hardware Tl;

e Penyediaan Internet Koneksi 1 dan Koneksi 2, Penyediaan
longganan metronet, perangkat zoom, perangkat video
conference.

e Mapping dan Cleansing Database, Update Data PDKI, Statistik,
Manajemen Data, Pembangunan Dashboard Data K, Integrasi
Data dalam rangka Pusat Data Nasional KI Komunal.

e Pembentukan Satgas Aplikasi, Pemeliharaan dan
pengembangan aplikasi, Pengelolaan akun user,
Pengembangan berbasis workflow engine, Development auto-
approved Hak Cipta, Pembangunan e-Ticketing, Pendampingan
Live Chat.

e Update Konten Website,Video Animasi Tutorial, Optimalisasi.

Adapun capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI
yaitu Peningkatan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal,
yaitu Persentase pemberian layanan Teknologi Informasi KI yang aman
dan handal yang meliputi seluruh kegiatan layanan system informasi,
pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi
informasi kekayaan intelektual di tahun 2021. Dimana selama tahun 2021
telah dilakukan beberapa langkah strategis seperti:
(a) Melakukan persiapan atas implementasi atas IT Masterplan, yang
meliputi hal-hal sebagai berikut:
e Koordinasi internal Direktorat Teknologi Informasi KI;
e Koordinasi dengan Pusdatin selaku koordinator Pelaksanaan
SPBE Kementerian Hukum dan HAM
e Konsultasi dengan Kemenpan, BSSN, Kominfo terkait Pengampu
bidangTeknologi Informasi; serta
e Konsultasi dengan tenaga ahli bidang Teknologi Informasi.
(b)Melakukan pemenuhan kebutuhan data statistic, yang meliputi
kegiatan:
e Koordinasi dengan bagian PPL DJKI dan Unit Teknis terkait
pembuatan template matriks permohonan data statistik yang
secara rutin dibutuhkan, telah dilaksanakan pada tanggal di

awal bulan berikutnya (dari setelah triwulan sebelumnya
berakhir);



e Telah ada aplikasi yang berfungsi sebagai sarana dalam
pemenuhan kebutuhan data statistik — terupdate yang mudah
diakses oleh seluruh user, yaitu menggunakan aplikasi https://e-
dashboard.dgip.go.id/ dan https://e-kikanwil.dgip.go.id/;

e Mengirimkan data permohonan merek, paten dan Desain
Industri ke WIPO.

g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kl (diampu
oleh Sekretariat DJKI)
Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas dan
fungsi sebagai unit Eselon Il yang berperan sebagai supporting Unit
dimana tugasnya adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, Jumlah SDM di Sekretariat DJKI berjumlah 495 orang
(termasuk satu orang Pejabat Eselon Il yaitu Sekretaris DJKI). Untuk
pelaksanaan kegiatan di Tahun 2021 Sekretariat mempunyai tugas yaitu
Program dukungan Manajemen dan teknis lainnya dengan sasaran
kegiatan terwujudnya Sekretariat Ditjen Kl yang responsif,efektif dan

efisien, seperti tertuang di Perjanjian Kinerja Sekretaris DJKI  sebagai
berikut:
No. Sasaran Rincian Output Target Capaian Anggaran (Rp.)
Kegiatan
1 Meningkatny | Layanan 1 layanan 1 layanan Pagu: 75.920.146.000
a kualitas | Perkantoran (100%) Realisasi:
dukungan informasi KI) 72.320.367.909
manaijerial (realisasi= 95,26%)
dan teknis
DJKI
Manajemen 1 layanan 1 layanan Pagu: 139.244.894.000
Keuangan (100%) Realisasi:
125.266.603.890
(realisasi = 89,96%)
Program dan | 1 layanan 1 layanan Pagu: 9.047.554.000
Anggaran (100%) Realisasi: 8.274.354.740
(realisasi = 91,45%)
Manajemen BMN 1 Layanan 1 layanan P agu: 126.214.060.000
(100%) Realisasi:
Kerumahtanggaan | 1 layanan 1 layanan 100.835.988.157
(100%) (realisasi = 79,89%
Arsip dan | 1 layanan 1 layanan
persuratan (100%)
Keamanan&keterti | 1 layanan 1 layanan
ban (100%)
Sarana internal 140 unit 140 unit Pagu: 59.705.740.000
(100%) Realisasi:
39.440.687.409
(realisasi = 66,06%)
Prasarana internal | 3 unit 3 unit (100%) | Pagu: 16.961.727.000
Realisasi: 656.376.040
(realisasi = 3,87%)
Manajemen SDM 950 orang 950 orang Pagu: 22.241.682.000
(100%) Realisasi:
20.467.157.425



https://e-dashboard.dgip.go.id/
https://e-dashboard.dgip.go.id/
https://e-kikanwil.dgip.go.id/

(realisasi= 92,02%)
Sistem&prosedur 1 layanan 1 layanan Pagu: 2.022.456.000
(100%) Realisasi: 1.454.786.510
(realisasi: 71,93%)
Reformasi Birokrasi 1 layanan 1 layanan Pagu: 3.217.308.000
(100%) Realisasi: 2.520.718.840
(realisasi : 78,35%)
Hubungan 1 layanan 1 layanan Pagu: 19.408.421.000
masyarakat (100%) Realisasi:
Keprotokoleran 1 layanan 1 layanan 13.371.065.456
(100%) (realisasi = 68,89%)
Monitoring&evalua | 4 laporan 4 |laporan Pagu: 8.768.750.000
Si kinerja (100%) Realisasi: 8.189.626.123
programa&kegiatan (realisasi = 93,39%)
Adapun capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon Il DJKI
yaitu sebagai berikut.

Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Target Capaian
kegiatan Kegiatan (output)
Terwujudnya | Indeks Reformasi Nilai Indeks 87 95,87 (110,19%)
Sekretariat Birokrasi DJKI
DJKI yang
FESPONSIVE. — "SUrvei Kepuasan | Nilai Indeks | 3,02 (skala 3,39 (112.25%)
efektif, dan .
ofisien Masyarakat atas maksimum
layanan DJKI 4)
Nilai SAKIP DJKI Nilai Sistem 77 81,52 (ekuivalen
“Baik” Akuntabilitas dengan predikat A
Kinerja DJKI ‘memuaskan,berkinerja
tinggi, memimpin
perubahan, sangat
akuntabel’
Nilai Nilai SMART 92 92,29 (100,31%)
perencanaan DJKI
anggaran DJKI
berorientasi
pada hasil
SMART DJA
Nilai IKPA DJKI Nilai Indikator 98 85,22 (86,96%)
Kinerja
Pelaksana
Anggaran

Selain itu Sekretariat juga sebagai supporting unit untuk unit teknis
lainnya dalam memberikan dukungan terhadap sistem manajemen
dan teknis lainnya di Lingkungan DJKI memiliki capaian pada tahun
2021 sebagai berikut:
1) Layanan Dukungan Manajemen eselon | ditargetkan 1 Layanan
atau 100% , adapun capaian tersebut meliputi, sebagai berikut:
a. Program dan Pelaporan

Penyusunan Rencana Strategis DJKI 2020-2024




penyusunan renstra DJKI didasarkan dari turunan Renstra

Kementerian Hukum dan HAM dimana tugas dan fungsinya

untuk mendukung visi dan misi Kementerion Hukum dan

HAM, untuk mencapai hal tersebut DJKI perlu menyusun

perencanaan dimana perencanaan ini untuk menunjukan

hubungan dengan proses penetapan tujuan, arah kebijakan,
strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target

kinerja, sampai kerangka pendanaan. selama periode 5

(lima) tahun

e melakukan monitoring terhadap anggaran baik di pusat dan
di kanwil sehingga anggaran yang digunakan telah sesuai
dengan target kinerja yang telah ditetapkan

e melaksanakan penyiapan, koordinasi dan penyusunan
perencanaan program, perencanaan  anggaran  dan
perencanaan strategis, di lingkungan DJKI baik Pusat
maupun Kantor wilayah

b. Evaluasi dan Pelaporan

kegiatan evaluasi dan pelaporan dalaom rangka meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan, dimana diharapkan setiap unit dapat bertanggung

jaowab atas capaian kinerja. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan

beberapa kegiatan sebagai berikut :

e Kegiatan Penyusunan Laporan SPIP;

e Penyusunan Manajemen Risiko per semester;

e Melakukan Kegiatan Evaluasi Kinerja setahun 2x untuk
melihat  kendala/permasalohan  yang ferjadi  dalam
pelaksanaan kegiatan/program yang telah ditetapkan
sehingga bagaimana cara untuk mengambil langkah-
langkah baik untuk permasalahan yang fimbul dan solusi
untuk kedepannya;

Rapat Koordinasi Teknis dengan Kantor Wilayah;
Penyusunan LKIP dan Laptah DJKI yang akuntabel dan
Transparan;

e Penyusunan Target Kinerja Pusat dan Kantor Wilayah beserta
petunjuk pelaksanaannya;

e melakukan monitoring terhadap pelaporan aplikasi SMART, e
-monev dan E-performance;

e melakukan kegiatan Survey Indeks Kepuasan masyarakat
(IKM) di 8 Wilayah yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan
Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Selatan, Bali dan
kalimantan Barat yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan publik serta kualitas mutu kinerja. Dengan
capaian atas IKM pada tahun 2021 adalah 3,39;

c. Peraturan Perundang-undangan, Kelembagaan dan reformasi
Birokrasi



PKRB menjadi salah satu dukungan Manajemen terkait

Peraturan, penataan kelembagaan serta menciptakan tata

pemerintahan yang baik dan berwibawa (good Governance)

yang merupakan bagian yang fidak terpisahkan dari Reformasi

Birokrasi, pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

e penyederhanaan Birokrasi DJKI

e Penyusunan Rancangan Undang - Undang Pengganti UU
No. 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta Naskah Akademik;
Carry Over 2020

e Pembahasan Peraturan Presiden tentang Budapest Treaty;
Carry Over 2020

e Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Kekayaan Intelektual Komunal; Carry Over 2020

e Meningkatkan Pencapaian Reformasi Birokrasi Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia

e Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

e Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

e Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

e Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pemberian Lisensi Wajib Paten ;

e Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta;

e Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan
Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik;

e Peraturan Pemerintah Nomor 100 tfahun 2021 tentang
Konsultan Kekayaan Intelektual;

e Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat
Remdesivir;

e Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021 tentang
Peloksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat
Favipira.

. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan

kompetensi pegawai dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja individu pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan

beberapa kegiatan dukungan manajemen di  lingkup

kepegawaian sebagai berikut:

e Pelatihan Kepemimpinan TK IV



Pelatihan Kepemimpinan TK IlI

pelatihan Barang dan Jasa

Pelatihan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa
Pelatihan Pelayanan Prima

pelatihan Pengembangan pemenuhan 40 jom mediasi
gelombang Il

Pelatihan Pengembangan pemenuhan 40 jom mediasi
gelombang |

Pelatihan Speak English Training Center

Public Speaking |

Public Speaking |l

Pelatihan ABK

PPNS gelombang |

PPNS Gelombang I

Workshop menulis berita

bimbingan teknis whistle Blowing System

Penyusunan kurikulum Pemeriksa Kl

Penyusun modul Pemeriksa, paten, Merek dan DI
Perhitungan angka kredit

Rekonsiliasi Penyelesaian kenaikan pangkat periode april
2021

e  konsinyering validasi dan uji petik analis K

e Harmonisasi Permenpan Analis Kl

e Konsinyering validasi dan uji petik pemeriksa merek

e Konsinyering validasi dan uji petik pemeriksa DI
[

e

Sosialisasi PP 53/2010
. Pengelolaan PNBP
pengelolaan PNBP fiap tahun selalu mengalami peningkatan
jumlah target dari tahun 2019 sampai dengan 2021, selalu
melebihi target  tiap tahun selalu melebihi dari target yang
diusulkan, dilihat dari per tiap tahun, di tahun 2019 dan 2020
pada perencanaan anggaran tahun 2020 felah ada
peningkatan izin penggunaan PNBP menjadi 60%, dengan

melihat kenaikan target PNBP pertiap tahun sebagai berikut:
r

| Rp 500.000.000.000

2019

Rp 714.606.483.000 1"2.9 %

Rp 608.500.000.000

Rp 789.869.148.000 ]29,8 %

2020

Rp £00.000.000.000

104,19%

2021



2).

3)

Gambar kenaikan PNBP DJKI

f. Tata Usaha & Hubungan Masyarakat
e |aunching “SIVIKI” layanan konsultasi
e Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara DJKI
Kementerian Hukum dan HAM dengan Bareskrim Polri serta
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
e Dialog Direktur Teknologi Informasi DJKI dengan CNBC
Indonesia
e DJKI menyampaikan pandangan umum  Pemerintah
Indonesia pada Sidang Umum WIPO ke-62 (kantor pusat
WIPO Jenewaq)
DJKI Edukasi Pedagang Tekan Peredaran Barang Palsu
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud
Polri
Sosialisasi Perkembangan Performing Art
DJKI Bersama Bareskrim Polri Persiapkan Perjanjian Kerja Sama
Pelindungan dan Pemberdayaan K
e Melayani informasi contact center masyarakat, melalui call
center 152, live chat dan email
Layanan Internal (Overhead)
Pada tahun 2020 Layanan Internal (Overhead) yang merupakan
dukungan terhadap pengembangan infrastruktur dalam
meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur ini
dilakukan pada perbaikan dan pengembangan fasilitas kerja bagi
pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembangunan
dan perbaikan sarana dan prasarana baru juga dilakukan terkait
peningkatan infrastruktur sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, walaupun covid masih melanda Indonesiq,
berikut layanan Intenal :
° Pembelian Peralatan Kantor berupa Infocus
° Pembelian Peralatan Kantor berupa scanner
° Pembelian Alat Pengolah Data berupa Laptop Pegawai. baik
pusat dan kanwil
Renovasi Lobi Gedung DJKI Jakarta
Penataan ruang kantor Pegawai
Penataan Ruang Kantor Diki Sentra Mulia berupa Renovasi
Ruang komisi banding dan Staf Ahli IG
renovasi dan perbaikan gedung Kl dan Senfra mulia
pembelian alat-alat kantor (sarana dan prasarana) kebutuhan
pegawai
vitamin dan susu untuk pegawai dalam masa pandemic
Pembelian Alat Pengolah Data berupa Laptop Kehumasan
Perbaikan gedung kearsipan di Tangerang
persiapan renovasi ruangan loket pelayanan DJKI
Layanan Perkantoran



Pada tahun 2021 layanan perkantoran merupakan salah satu layanan
yang mendukung terhadap kebutuhan operasional kebutuhan kantor
dalam pelaksanaan pelayan baik publik dan internal sehingga
kelancaran dalam pelaksanaan tfugas dapat terlaksana dengan baik
sesuai dengan kebutuhan, tahun 2021 DJKI berusah memberikan
fasilitas yang terbaik bagi pegawai, adapun layanan perkantoran
sebagai berikut:

Layanan Kebutuhan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Poliklinik DJKI

Pemberian Masker pada bagian Unit kerja masing-masing

pemberian hand sanitizer kepada bagian masing-masing

pemberian vitamin untuk seluruh pegawai DJKI

Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan
DJKI Tangerang

memberikan keamanan dan kenyaman bagi pegawai DJKI dan
masyarakat dalam dan sekitar gedung DJKI

memberikan transportasi antar jemput bagi pegawai DJKI

layanan kebersihan ruangan dan gedung DJKI

Layanan persedian dan keperluan Kantor (ATK, dll)

pemeliharaan Toilet beserta kebutuhannya

pemeliharaan Kendaraan Bermotor Direktorat  Jenderal
Kekayaan Intelektual

Layanan Persediaan dan Keperluan Kantor Lainnya

Pengadaan Pakaian Dinas Khusus bagi seluruh Pegawai
Direktorat Jenderal 2Kekayaan Intelektual

3.3 Capaian Target Kinerja
1) Gerakan Tahun Paten Nasional

Pelindungan KI merupakan bagian penting dalam pembangunan
nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan  dalam
perkembangan perekonomian nasional. Salah satu langkah penting yang
dilakukan adalah menstimulasi penciptaan inovasi dalam negeri melalui
pelindungan paten. Peningkatan pemahaman paten dapat dicapai
dengan mendiseminasikan paten kepada lapisan masyarakat terkait,
seperti perguruan tinggi, lembaga litabang, dinas dan sekolah menengah
yang memiliki kejuruan di bidang terkait teknologi. Diseminasi paten
menjadi salah satu cara untuk menelurkan sumber daya manusia yang
memiliki pemahaman paten yang kuat yang pada akhirnya akan
mendorong pembangunan Indonesia berbasis inovasi teknologi.

Guna mendukung dan memaksimalkan hal ini, pemanfaatan informasi
paten dan penguatan kerja sama antar elemen, baik dalam aspek
substansi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penguatan SDM,
maupun dalom pemanfaatan hasil-hasil penelition dan pengembangan
urgent untuk diimplementasikan. Memahami hal tersebut ditetapkanlah
tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional, dimana targetnya adalah



menciptakan kemandirian paten, yaitu kemandirian dalam
menyusun spesifikasi paten yang benar, sesuai ketentuan yang
berlaku dan selanjutnya mengerti cara mengajukan permohonan
paten.

Dalam rangka menyukseskan tahun 2021 sebagai tahun Paten dan
menjawab fantangan peningkatan paten dalam negeri, DJKI
menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara,
luring dikhususkan pada bidang paten di beberapa wilayah di
Indonesia dan juga daring. Secara garis besari capaian atas target
kinerja berupa Gerakan Tahun Paten memiliki capaian sebagai
berikut:

a) Safari Paten
Metode pelaksanaan kegiatan Safari Paten tersebut meliputi 3
(tiga) bentuk kegiatan yang terdiri dari: Diseminasi Paten, Drafting
Paten, dan Mediasi Paten.

Dokumentasi Safari Paten

Safari Paten
B@ﬂdUﬂ@




Dokumentasi Safari Paten

Safari Paten
Lampung




b)

Selama tahun 2021 telah dilakukan Safari Paten ke 8 wilayah di
Indonesia yang terdiri dari: Semaraang, Yogyakarta, Bandung,
Surabaya, Malang, Palembang, Lampung, dan Manado. Adapun
jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai sejak Maret hingga
November 2021. Dengan total jumlah peserta kegiatan sebanyak
1.440 peserta, 960 asistensi permohonan pendaftaran paten atau
ekuivalen dengan pencapaian dari 100% target kinerja yang
ditetapkan.
Webinar Drafting Paten
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sepanjang tahun
2021,seain mengadakan kegiatan melalui sistem luring/tatap muka
secara langsung secara terbatas dan dengan menaati prokes juga
telah melakukan kegiatan diseminasi dan pemberdayaan potensi
kekayaan intelektual yang dilaksanakan di beberapa daerah di
Indonesia secara daring/virtual yaitu melalui webinar. Khususnya
mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh,
belum menerima informasi terkait praktik pendaftaran paten, baik
secara umum, maupun paham secara spesifik mengenai praktik
penulisan spesifikasi paten (drafting paten). Kegiatan secara virtual
tersebut salah satunya melalui metode webinar Drafting Paten.
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Adapun peserta kegiatan tersebut berhasil merangkul
jangkauan sebanyak 850 audiens.

c) Modul Kl Jarak Jauh Bidang Paten
Modul Kekayaan Intelektual jarak jauh merupakan metode
Pembelajaran daring dengan berbasis pada modul kekayaan
intelektual yang sudah disusun pada tahun 2019 dan 2020, yang

disajikan secara visual, yaitu video penjelasan materi yang dilengkapi
dengan ppt yang dapat di-download dalam bentuk pdf dan latihan

soal unfuk mengukur kemampuan pengguna.
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Pembelajaran jarak jauh merupakan metode baru dalam diseminasi
kekayaan intelektual yang dimiliki oleh DJKI dan bertujuan mendukung
program pemberdayaan masyarakat umum dan masyarakat yang
berpotensi mendaftarkan Kl sehingga semakin memahami kekayaan
intelektual secara detail dan menyeluruh. Adapun fingkatan materi yang
disqjikan pada pembelajaran Kl secara daring tahun 2021 adalah dasar,
dengan target pengguna adalah masyarakat umum, pegawai Kanwil,
pegawai DJKI, peneliti, dosen, dan Kalangan Muda yang terdiri dari Siswa
SMP dan Siswa SMA. Dengan adanya Modul KI Jarak Jauh ini diharapkan
penetrasi KI, termasuk Paten akan semakin cepat dan merata sehingga
SDM Indonesia yang berkualitas khususnya di bidang Paten akan semakin
meningkat guna mendukung Indonesia maju berbasis KI.

2) Layanan Permohonan Ki
Pada capaian target kinerja ini memiliki 4 (empat) ukuran keberhasilan
yaitu sebagai berikut:
d) jumlah penyelesaian permohonan pendataran paten sesuai peraturan
perundang-undangan dan penyelesaian backlog yang melampaui

target;
Target B0O3 Capaian Target B04 Capaian Target BO9 Capaian Target B12 Capaian
B03 B0é BO9 B12
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian
permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan




pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran
paten: 2.500 paten: 3.121 paten: 4.500 paten: 7.136 paten: 6.750 paten: 9.813 paten: 6.750 paten:
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 11.594
(124,84%) (158,57%) (145,37%) dokumen
(171,76%)
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
penyelesaian | penyelesaian | penyelesaian | penyelesaian | penyelesaian | penyelesaian | penyelesaian | penyelesaian
backlog: 300 | backlog: 481 | backlog: 600 | backlog: backlog: 900 | backlog: backlog: 900 | backlog:
dokumen dokumen dokumen 1.348 dokumen 1.910 dokumen 2.196
(160,33%) dokumen dokumen dokumen
(224,66%) (212,22%) (244%)

e) jumlah penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek sesuai Peraturan

Perundang-Undangan;
Target B0O3 Capaian Target B0O4 Capaian Target BO9 Capaian Target B12 Capaian
BO3 B0é BO9 B12
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Target Jumlah Target Jumlah
Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian
permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan
pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran
Merek: Merek: Merek: Merek: merek 20.000 | merek: merek 20.000 | merek 35.049
15.000 33.729 20.000 27.2468 dokumen 28.399 dokumen permohonan
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen (175,24%)
(224,86%) (136.34%) (141,99%)

f) Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (IG)
sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

Target BO3 Capaian Target BO4 Capaian Target BO9 Capaian Target B12 Capaian

BO3 B0é BO9 B12

N/A N/A Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian | Penyelesaian
permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan | permohonan
pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran pendaftaran | pendaftaran | pendaftaran
IG: 2 produk IG: NIHIL (0%) | IG: 3 produk IG: 2 produk IG: 3 produk IG: 6 produk
IG IG 1G (66.66%) IG IG (200%)

g) Jumlah Penyelesaian Permohonan Pencatatan Ciptaan dan
Permohonan Pendaftaran Desain Industri  (DI) Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan

Target B0O3 Capaian B03 | Target B0é Capaian Target BO9 | Capaian B09 | TargetB12 | Capaian B12
(Hak Cipta) (Hak Cipta) (Hak Cipta) B0é (Hak (Hak Cipta) | (Hak Cipta) | (Hak Cipta) (Hak Cipta)
Cipta)
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Penyelesaian | Penyelesaian Penyelesaian | Penyelesaian Penyelesaian | Penyelesaian Penyelesaian | Penyelesaian
Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan Pencatatan
Cipftaan Ciptaan 14.373 | Ciptaan Ciptaan: Ciptaan Ciptaan: Ciptaan: Ciptaan :
9.000 (159.7%) 9.000 12.347 9.000 18.902 10.720 16.490
(137.18%) (210,02%) (153,82%)
Target B03 Capaian B03 | Target B0é Capaian Target BO9 | Capaian B09 | TargetB12 | Capaian B12
(DI) (DI) (DI) B0é (DI) (DI) (DI) (DI) (DI)
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian | Penyelesaian Penyelesaian | Penyelesaian Penyelesaian | Penyelesaian
Permohonan Permohonan Permohonan | Permohonan Permohonan | Permohonan Permohonan | Permohonan
Pendaftaran Pendaftaran Pendaftaran | Pendaftaran Pendaftaran | Pendaftaran Pendaftaran | Pendaftaran
Desain Desain Industri: | Desain Desain Desain Desain Industri: | Desain Desain Industri:
Industri 850 651 (76,58%) Industri 790 Industri: 1.200 Industri 790 979 (123,92%) Industri 790 978 (123,79%)
(151,89%)

3) Ekstensifikasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Kl untuk
memaksimalkan kinerja DJKI
Pada capaian target kinerja ini memiliki ukuran keberhasilan berupa

Bidang Kekayaan

“Optimalisasi

Perjanjian Kerja Sama di

Intelektual




(Implementasi
pembentukan kerja sama baru) untuk memaksimalkan kinerja DJKI”.
Adapun realisasi dari ukuran keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

Perjanjian

Kerja

sama yang masih  berlaku

atau

Target BO3 | Capaian B03 | Target B06 Capaian Target BO9 Capaian B09 Target B12 Capaian
B0é B12
Pembahasan | Dilakukan Penyusunan Dllakukan Pelaksanaan Memasifkan Laporan Tersusunnya
rekomendasi | pembahasan rekomendasi | penyusunan Implementasi Implementasi Kerja Monitoring Laporan
optimalisasi optimalisasi optimalisasi rekomendasi | Kerja sama sama Kekayaan dan Evaluasi | Monitoring
Perjanjian kerja sama Perjanjian optimalisasi Kekayaan Intelektual atau Pelaksanaan | dan Evaluasi
Kerja Sama dalam Kerja Sama Perjanjian Intelektual pembentukan kerja Implementasi | Pelaksanaan
di Bidang keanggotaan | diBidang Kerja Sama atau sama baru di bidang Kerja sama Implementasi
Kekayaan DJKl/Indonesia | Kekayaan di Bidang pembentukan | kekayaan intelektual Kekayaan Kerja sama
Intelektual melalui forum Intelektual Kekayaan kerjia sama melalui kegiatan: Intelektual Kekayaan
regional Intelektual baru di diseminasi KI dan KIK; Intelektual
infernasional: melalui bidang Konsultasi Teknis bidang (100%)
APEC, EPO, forum kerja kekayaan Paten dengan
ASEAN sama intelektual Perguruan Tinggi,
Working internasional Litbang, Pelaku Bisnis;
Group IP dan dalam Kegiatan bersama
Cooperation negeri: ARISEPIus; koordinasi
serta forum implementasi dengan stakeholder
kerjia sama kerja sama Kementerian/Lembaga
dalam negeri: DJKI dengan seperti
DJKI dengan Kantor IP Kemenparekraf/BEKRAF,
PANDI (100%) Afrika Barat BAPPENAS,
(ARIPO; IP Kemendikbud,
Sharing Setkab,LAN, BRIN,
Experience KemenkoMarves,
bagi Sentra KemenkoEkon terkait
KI, Diseminasi Pokja Persiapan Stranas
Kl untuk Kelompok Kerja KI (RAN
Pelaku Ekraf, KKI) (100%)
Webinar
Series: Think
IP, Webinar
DKTPO,
Workshop Kl
dan KIK
tingkat lanjut
(100%)

4) Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui

pengembangan skema pencegahan

Pada capaian target kinerja ini terdapat 2 (dua) ukuran keberhasilan
utama yaitu: 1) Terbangunnya sistem pengaduan yang handal dengan
didukung fasilitas (mediasi online); dan 2) Terwujudnya mediator yang
berkualitas. Adapun capaian atas target kinerja dengan ukuran
keberhasilan tersebut adalah berupa edukasi dan sosialisasi pencegahan
pelanggaran HKI, pemetaan potensi pelanggaran HKI pada 33 provinsi,
koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dan Kanwil

Kemenkumham di 33 provinsi terkait pemetaan pelanggaran HKI,

dilakukan monev atas pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI. Hal
tersebut dilakukan guna mendukung modernisasi sistem penyidikan dan
penyelesaian sengketa Kl (fidak hanya sekedar menunggu laporan

aduan pelanggaran HKIl).




HASIL PENCEGAHAN PELANGGARANKI

TOTAL ORANG/PIHAK YANG
TEREDUKASI 272 ORANG

MELEBIHI DARIS0% TARGET
PERKIN YAITU 200 ORANG
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5) Penelusuran Data Kekayaan Intelektual (PDKI) melalui web PDKI
yang mobile friendly

Target kinerja kelima yaitu penelusuran data Kl melalui aplikasi

PDKI memiliki ukuran keberhasilan berupa ‘Masyarakat bisa mendapatkan
hasil penelusuran data Kl yang diperoleh dengan mengakses web PDKI',
adapun capaian dari target kinerja tersebut adalah telah tersedianya
UAT (Uji Testing Penggunaan Aplikasi) untuk user eksternal DJKI (termasuk
masyarakat) yang menggunaka aplikasi PDKI.

Screenshoot PDKI pada tampilan awal aplikasi https:/pdki-indonesia.dgip.go.id/
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PANGKALAN DATA KECAYAAN INTELEXTUA;
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Langkah-langkah Script Testing

1. Memilih kategori : Paten

2. Memasukkan keysearch : kursi

3. Menampilkan data yang mengandung unsur keysearch kursi dalam bentuk
list.

4. Memilih pencarian yang dibutuhkan dengan klik pada baris judul hasil

penelusuran dimaksud.



Script Testing Pencarian Data Merek
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Langkah-langkah Script Testing
1. Memilih kategori : Merek
2. Memasukkan keysearch : sosro
3. Menampilkan data yang mengandung unsur keysearch sosro dalam bentuk
list.
4. Memilih pencarian yang dibutuhkan dengan klik pada baris judul hasil
penelusuran dimaksud.



Script Testing Pencarian Data Hak Cipta
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Langkah-langkah Script Testing

1. Memilih kategori : Hak Cipta
Memasukkan keysearch : Lukisan Abstrak

2.

3. Menampilkan data yang mengandung unsur keysearch Lukisan Abstrak
dalam bentuk list.

4.

Memilih pencarian yang dibutuhkan dengan klik pada baris judul hasil
penelusuran dimaksud.
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Lanmh-langkah Script Testing
Memilih kategori : Desain Industri
2, Memasukkan keysearch : Botol
3. Menampilkan data yang mengandung unsur keysearch Botol dalam bentuk
list.
4. Memilih pencarian yang dibutuhkan dengan klik pada baris judul hasil
penelusuran dimaksud.



Script Testing Data Indikasi Geografis
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Langkah-langkah Script Testing
1. Memilih kategori : Indikasi Geografis
2. Memasukkan keysearch : Beras
3. Menampilkan data yang mengandung unsur keysearch Beras dalam bentuk
list.
4. Memilih pencarian yang dibutuhkan dengan kiik pada baris judul hasil
penelusuran dimaksud.

6) e-seriifikat memudahkan masyarakat mencetak sertifikat secara mandiri;
Ukuran keberhasilan dari target kinerja keenam adalah ‘masyarakat

dapat menggunakan e-serfifikat untuk mencetak sertifikat secara
mandiri’, dengan capaian kinerja berupa penggunaan aplikasi e-serfifikat



oleh masyarakat serta dilakukannya kegiatan sosialisasi aplikasi e-serfifikat
guna meningkatkan cakupan masyarakat yang dapat memanfaatkan
aplikasi e-sertifikat (telah tercapai 100%). E-sertifikat merupakan sistem
terintegrasi  dengan aplikasi IPROLINE Merek yang memberikan
kemudahan masyarakat mampu melakukan cetak sertifikat secara
mandiri sertifikat dan surat merek, perpanjangan merek, mutasi merek
dimana pemohon dapat mendownload surat/sertifikat yang degenerate
oleh sistem serta memiliki fungsi untuk mencetak serfifikat merek secara
fisikk dan digital.

7) Pembentukan klinik-kilinik konsultasi, analisis dan rekomendasi terkait Ki;
Target kinerja ketujuh yang diemban DJKI di tahun 2021berupa
pembentukan klinik-klinik konsultasi memiliki ukuran keberhasilan berupa
‘Masyarakat dapat melakukan konsultansi, memperoleh analisis dan
rekomendasi terkait KI' memiliki capaian kinerja berupa tersusunnya
dokumen hasil kajian pembangunan Klinik Kekayaan Intelektual, dengan
mengusung tagar “Layanan Kl Hadir dan Membangun Masyarakat
Berkualitas, Produkftif, Berdaya Saing, dan Berbudaya” dengan hasil
berupa pemetaan tugas pokok dan fungsi Klinik KI yang terdiri dari 3 (tiga)
pokok layanan yang diambil berdasarkan visi-misi Presiden Joko Widodo
yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta
Revolusi Mental dan Kebuayaan (khusus terkait dengan KI Komunal).
Adapun masukan dari  dokumen kajian tersebut memberikan
rekomendasi tindak lanjut atas hal-hal sebagai berikut:
a) Pada tahun 2022 akan dirintis pembentukan Mobile IP Clinic di seluruh
kantor wilayah;
b) Membangun kerja sama lintas Kementerian/Lembaga/Instansi terkait
tugas pokok Mobile IP Clinic; serta
c) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pilot project Mobile IP Clinic
di tahun 2022.

8) Peningkatan kapasitas SDM DJKI di Unit Pusat dan wilayah melalui
implementasi Corporate University
Sedangkan ukuran keberhasilan untuk target kinerja kedelapan ini terdiri
dari 2 (dua) ukuran keberhasilan, yaitu:
a) ASN Ditjen KI di Unit Pusat memperoleh pendidikan, pelatihan dan
kesempatan berkantor di WIPO;
Adapun Capaian dari ukuran keberhasilan ini adalah adanya
pembahasaan kerja sama antara DJKI dengan Queensland University
of Tech yang dilakukan secara daring/virtual meeting dengan hasil
kesepakatan adalah berupa lingkup kerja sama sebagai berikut:
peningkatan perlindungan Kl, peningkatan output kinerja DJKI,
peningkatan kompetensi pegawai DJKI, peningkatan layanan Kl, serta
mendukung DJKI menjadi salah satu instititusi Kantor KI Kelas Dunia.
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Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan WIPO (World Intellectual
Property Organization) secara daring dengan salah satu Senior
Program Officer WIPO, Mr. Ye Min Than mengenai rencana
penempatan pegawai DJKI di WIPO sebagai bagian dari
pembahasan mengenai Draft Country Plan for Technical Cooperation
between Indonesia and WIPO.
b) ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah memperoleh ToT lanjutan
tentang Kl tingkat lanjut.
Capaian atas ukuran keberhasilan target kinerja ini  adalah
dilakukannya pelatihan lanjutan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
Pusat dan Kantor Wilayah, serta adanya diklat pegawai. Adapun
capaian dari target tersebut adalah telah terselengaranya kegiatan
pelatihan-pelatinan sebagai berikut:
e Pelatihan pelayanan prima;
e Pelatinan fungsional analis kepegawaian;
e Pelatihnan dasar CPNS;
¢ Pelatihnan kepemimpinan PKA dan PKP;
¢ Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Angkatan | dan lI;
e Pelatihan fungsional arsiparis;
e Penilaian kompetensi pejabat administrator dan pengawas;
e Webinar terkait KI; serta
e Pelatinan Public Speaking.
Adapun hasil dari pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
pada tahun anggaran 2021 adalah dapat meningkatkan: kualitas pelayanan
publik; integritas pegawai yang bersish dari KKN; output kinerja DJKI;
kompetensi pegawai, akuntabilitas pegawai; serta mempererat sinergitas
antar instansi pemerintah.



3.4 Akuntabilitas Anggaran

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan
Intelektual dan Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021

Dalam teori keuangan negara, PNBP merupakan sektor
penerimaan
negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang
menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah
revenue dominial, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada
hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di
dalomnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang daloam
pelaksanaannya  dapat  menghasilkan  penerimaan  negara.
Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas
atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan
kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di
berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon | Kementerian
Hukum dan HAM yang menghasilkkan PNBP melalui layanan hukum di
bidang Kekayaan Intelektual.
Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2016-2021 terdapat
fluktuasi kenaikan dan penurunan dari penerimaan PNBP atas
layanan Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBP
atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada
masyarakat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 833.523.379.669,00
(delapan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga
ratus fujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Sembilan
rupiah) atau sekitar 104,19% dari target PNBP tahun 2021 Rp.
800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). Berikut perbandingan
penerimaan PNBP DJKI dalam periode 2016-2021:

Tahun Target PNBP Realisasi PNBP Persentase
Anggaran
2016 Rp. 329.070.000.000,00 Rp. 552.216.633.526,00 167,84%
2017 Rp. 350.000.000.000,00 Rp. 460.439.168.564,00 131,55%
2018 Rp. 461.654.000.000,00 Rp. 498.327.615.005,00 107,94%
2019 Rp. 500.000.000.000,00 Rp. 714.606.483.255, 00 142,92%
2020 Rp. 608.500.000.000,00 Rp. 789.869.148.000,00 129,80%
2021 Rp. 800.000.000.000,00 Rp. 833.523.379.669.00 104,19%

Berdasarkan table penerimaan PNBP di

nominal PNBP pada tahun 2021

atas, capaian realisasi

jika dibandingkan tahun 2020

mengalami sedikit penurunan mengingat di paruh kedua tahun 2021
pemberlakukan PPKM Level Tinggi/Level Ketat hampir diberlakukan
secara penuh dan Pandemi COVID-19 dapat dikatakan mencapai
puncak penyebaran dan menelan korban jiwa yang jauh lebih
banyak disbanding masa awal penyebaran pandemic di medio



tahun 2020. Sehingga kondisi tersebut sedikit banyak juga membatasi
kreativitas para insan creator selama tahun 2021.

Adapun selama tahun 2021 felah terlaksana penyerapan anggaran
81,79% dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan
Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2021 yaitu sejumlah Rp
427.243.346.148,00,00. Persentase penyerapan anggaran tahun
anggaran 2021 memang terlihat sedikit menurun dari persentase
capaian penyerapan anggaran di tahun 2020 yaitu pada persentase
93,19% dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan
Kekayaan Intelektual di tahun anggaran 2020 sejumiah Rp.
328.912.477.796,00.

Namun dari segi nhominal realisasi anggaran lebih besar nominal
realisasi anggaran di tahun 2021 yang mencapai sejumlah Rp
427.243.346.148,00,00 dibandingkan nominal realisasi anggaran di
tahun 2020 yang mencapai Rp. 328.912.477.796,00. Penurunan
persentase penyerapan tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan
refocusing anggaran terutama untuk mengakomodir bantuan bagi
pencegahan dan penanggulangan pandemic COVID-19 sebagai
tindak lanjut seluruh Kementerian/Lembaga dalam merespon arahan
Presiden Jokowi terkait penggunaan alokasi anggaran di K/L selama
masa pandemic COVID-19 berlangsung. Untuk penilaian bagi realisasi
anggaran pada tahun anggaran 2021 pada aplikasi SMART DJA
Kementerian Keuangan DJKI mencatatakan capaian persentase
sebesar 92,29 dan nilai IKPA mencatatkan sebesar 85,22. Sedangkan
pada tahun 2020 mencatatkan nilai SMART pada persentase 98,55
dan nilai IKPA pada nilai persentase 94,78.

Realisasi Penyerapan Anggaran Program Kekayaan Intelektual di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021
Dengan sasaran strategis berupa “Terselenggaranya pelayanan
kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM” maka pada tahun anggaran 2021 terdapat 4
(empat) program bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh
Kanwil sebagai Perjanjian Kinerja dari masing-masing Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021. Adapun realisasi
dari pagu alokasi anggaran yang diompu Kanwil  dalam
menyelenggarakan keempat program bidang Kl tersebut adalah
sebagai berikut:

Program KRO Target Pagu (Rp.) Realisasi
Tahun 2021 Anggaran
(Rp & %)
Program Sosialisasi dan Jumlah kegiatan
Penegakan Diseminasi K promosi dan
dan Pelayanan diseminasi Kl
Hukum (nominal jumlah
target disesuaikan
Kegiatan: dengan usulan




Penyelenggar
aan Kl di
Kantor Wilayah

Kanwil masing-
masing)

Jumlah orang yang
mendapatkan
edukasi/himbauan
terkait Pencegahan
Pelanggaran HKI di
wilayah (nominal
jumlah target
disesuaikan dengan
usulan Kanwil
masing-masing)

Pelayanan public
lannya

Target Pelayanan Kl
di wilayah (nominal
jumlah target
disesuaikan dengan
usulan Kanwil
masing-masing)

Pemantauan
produk

1 Laporan
(pengawasan
bidang KI di wilayah
dan pendampingan
penerimaan aduan
pelanggaran)

30.485.877.000

29.536.383.391

(96.88%)

Adapun realisasi penyerapan anggaran dari pelaksanaan program
bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Kanwil Kemenkumham
selama tahun anggaran 2021 adalah sebesar 96,88% dari alokasi pagu

anggaran.

3.5 Prestasi DJKI selama Tahun 2021

a. Top Digital Implementation 2021

Tahun 2021 DJKI berhasil meraih Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menutup akhir
tahun dengan meraih 2 (dua) penghargaan dalam ajang Top
Digital Awards 2021. Dua penghargaan tersebut yaitu Top Digital
Implementation 2021 on Ministry #Level Stars 4 dan Top Leader on
Digital Implementation 2021.

dimana keberhasilon DJKI merupakan hasil dari kerja keras yang
dilakukan oleh seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan
teknologi digital pada pelayanan publik untuk memberikan
kepastian hukum terkait pelindungan kekayaan intelektual (KI) yang
mudah, cepat dan murah.

penyerahan penghargaan Top Digital Awards 2021 yang diinisiasi
oleh Majalah It Works di Hotel Raffles Jakarta, Selasa, 21 Desember
2021



Selamat Kepada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
sebagai

TOP DIGITAL Implementation 2021

LevelStars &4 WA

Pada ajang TOP DIGITAL AWARDS 2021 di Bidang
Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi
Pemerintah

it Works

b. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Ilayanan

Kekayaan Intelektual

Kegiatan ini dilakukan melalui survey IKM yang tiap tahun selalu
dilaksanakan untuk mengetahui secara teratur setiap tahunnya
terhadap layanan bermaksud menyelenggarakan Survei Kepuasan
Masyarakat dalam rangka menilai kinerja pelayanan publiknya. Hasil
survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual dalom memberikan pelayanan kepada
pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja.  kegiatan KM
dilakukan melalui riset kualitatif (FGD atau in depth inferview).
Sedangkan apabila ingin melihat efektifitas layanan para frontliner
atau customer service dapat menggunakan mystery shopper. Lebih
jauh survei kuantitatif dapat membuat tracking dan indeks kepuasan
dan ketidakpuasan pelanggan untuk program service improvement.
Beberapa metode dan desain risetnya relatif sudah memiliki standar
baku. Riset kepuasan pelanggan ideal dapat menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuanftitatif.  survei IKM dilakukan pada 8
wilayah yaitu : Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan setiap
tahunnya yang ditenfukan  berdasarkan range  banyaknya
permohonan Kl dari wilayah tersebut. Survei indeks kepuasan
masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar
Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan Konsultan Independen
berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan
kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non
pemerintah yaitu Katadata Insight Center, berdasarkan PERMEN PANRB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan terhadap
Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi
pemerintah baik yang langsung maupun tfidak langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan
masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. hasil survey
IKM atas layanan Kl dapat digambarkan sebagai berikut:



Capaian Capaian
2020 2021

3,39 3.39

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, ada 9 (sembilan)

unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih
komprehensif, pada survei ini menggunakan 11 unsur kepuasan
masyarakat, yakni:

Persyaratan

Prosedur

Waktu Pelayanan

Biaya/Tarif

Produk spesifikasi jenis pelayanan

Kompetensi Pelaksana

Perilaku Pelaksana

Sarana Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

pemanfaatan Tl

° layanan Pasca Pendaftaran Kl

Survei ini menargetkan 800 responden, namun pada pelaksanaannya
berhasil mendapatkan sebanyak 1.089 responden. Sehingga dengan jumiah
responden tersebut, margin of error yang diperoleh adalah sebesar + 2,97%
pada interval kepercayaan 95%. Jumlah responden terbanyak yakni Jawa
Barat dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang
memang lebih banyak pada wilayah tersebut.

Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 mengalami
peningkatan dibandingakan tahun sebelumnya, dapat digambarkan
sebagai berikut:

TN P i > )
87,44 -\870‘,05/,‘I (82,85 ) 87,63 \.\33,30/- 87,48 87,07 84,78 86,61 86,50
- S \ ~/ - —= c S _& -

g~ o 77,74

Persyaratan  Prosedur Waktu Biaya/tarif Produk Kompetensi Perilaku Penanganan  Sarana & Pemanfaatan  Layanan TOTAL
Layanan Spesifikasi Pelaksana Pelaksana Pengaduan  Prasarana*  Teknologi Pasca \ /
Jenis Layanan Informasi = Pendaftaran

Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari nilai 82,12 pada tahun 2020
menjadi 86,50 di tahun 2021 2020 a0m

Peningkatan tertinggi adalah parameter prosedur layanan, waktu layanan
dan produk spesifikasi jenis layanan. Hanya indeks kepuasan parameter
layanan pasca pendaftaran Kl terlihat cukup menurun dibandingkan tahun
sebelumnya




selain itu survei IKM dilakukan untuk melihat antara kepuasan, harapan dan
GAP (KESENJANGAN ANTARA PERSEPSI DAN HARAPAN) yang dihasilkan pada
setiap pemohon layanan Kl, yang dpat digambarkan sebagai berikut:

Gap Menurut Provinsi

86,70 84,51 85,48 85,29 86,86 89,34 90,09 89,87
I 8,48 I 8,38 I 8,07 I 7,00 I 6,12 I 3,74 2,84 2,84
| | | - - — —_— —_—
Jawa Timur Kalimantan Bali Jawa Barat Banten Kalimantan Sumatera Sulawesi
Barat Selatan Selatan Selatan
M Kepuasan Harapan H Gap

hasil analisa dari jenis permohonan , bahwa Posisi 4 teratas provinsi dengan
nilai gap tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, dan
Jawa Barat, dimana permohonan di wilayah tersebut relatif lebih kritis dan
memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan permohonan Kl, dibandingkan
pemohon di provinsi lainnya. sedangkan menurut jenis permohonan

Gap Menurut Jenis Permohonan

85,00 83,02 85,37 88,82
8,91 8,34 8,10 4,66
[ ] [ ] [ ] —
Desain Industri Paten Merek Cipta

dengan melihat grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan
kategori Desain Industri, Paten, dan Merek memiliki nilai gap tertinggi yakni di
atas 8,00. Sementara kategori Cipta nilai gap-nya cukup rendah yakni

sebesar 4,66.

selain itu survei IKM juga dilaksanakan untuk melihat IKPA (Indeks Persepsi Anti
Korupsi menurut Provinsi hampir seluruhnya berada dalam kategori sangat
baik. 4 Provinsi dengan indeks tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan
Selatan, Sumatera Selatan, Bali, dan Sulawesi Selatan ,

IPAK Menurut Provinsi

95,29 95,03 94,89 94,47

91,93 91,22
I I I I I I i B

IPAK TOTAL Kalimantan Sumatera Bali Sulawesi Kalimantan Banten  Jawa Barat Jawa Timur
Selatan Selatan Selatan Barat



dalam survei DJKI juga mendesain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan
unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan
berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif
untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan
di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. misalnya
dalam survei apakah Kl dinilai sangat penting dalam pandangan Pemohon

99,5%
100,0% |
[ )
80,0% 72,3%
60,0%
40,0% —
20,0% 10,1% 149%
02% 0,0% 00% 0,0% 03% 05% 18%
0,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<= L —
SANGAT TIDAK PENTING SANGAT PENTING

dari hasil survei tersebut bahwa 72,3% responden memberikan nilai tertinggi

yakni 10 atau sangat penting. Artinya responden dalam hal ini mereka yang

sudah mengurus dan mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke DJKI, telah

memiliki awareness terhadap Kl yang baik.

hasil dari resume tingkat kepuasan pengguna layanan DJKI tahun 2021 dapat

kami simpulkan sebagai berikut:

1) dalam indeks kepuasan masyrakat

e Indeks Kepuasan Masyarakat Total Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Tahun 2021 sebesar 3,46 (skala 4) atau 86,50 (skala 100),
sehingga masuk dalam kategori BAIK karena berada pada interval
76,61 — 88,30. Jika Dibandingkan dengan survei survei sebelumnyaq,
IKM mengalami peningkatan yakni dari 82,12 pada tahun 2020
menjadi 86,50 di tahun 2021

e Parameter dengan indeks tertinggi adalah Produk Spesifikasi Jenis
Layanan yakni sebesar 3,53 (88,30) dan hampir masuk dalam
kategori sangat baik. Hampir seluruh parameter lainnya juga
berada dalam kategori baik. Adapun parameter dengan nilai
indeks terendah adalah Layanan Pasca Pendaftaran Kl yakni
sebesar 3,05 (76,90)

2) kesenjangan harapan dan kualitas layanan

Secara umum, parameter layanan yang memiliki nilai kesenjangan

(gap) antara kepuasan dan harapan yang tertinggi adalah parameter

Layanan Pasca Pendaftaran Kl ,Sementara gap terendah adalah

Biaya/Tarif Layanan dan Produk Spesifikasi Jenis Layanan

3) Hampir seluruh responden menyatakan bahwa mengurus dan
mendaftarkan kekayaan intelektual bagi pemilik produk/karya/ciptaan



4)

5)

6)

itu penting. Namun responden menilai kesadaran akan kekayaan
intelektual di Indonesia masih terbilang rendah. Termasuk kelompok
UMKM dan pelaku usaha yang sudah memiliki produk, baru sedikit
yang mengetahui tentang pentingnya mendaftarkan HKI

Di sisi lain, potensi kekayaan intelektual di Indonesia sangat tinggi. Dari
sisi UMKM saja tercatat ada 64,1 juta UMKM, namun baru 10.632 yang
mengurus merek dagangnya. Dari sektor KI Komunal pun cukup
potensial namun menurut hasil in-depth interview dapat dikatakan
potensi ini juga belum sepenuhnya tergarap dengan baik

Sosialisasi dan edukasi menjadi  penting untuk dilakukan agar
kesadaran pelaku usaha dan masyarakat secara umum terhadap
kekayaan intelektual semakin meningkat. Sinergitas antar instansi terkait
juga diharapkan terjalin baik, sehingga dapat saling mendukung untuk
mewujudkan peningkatan awareness terhadap Ki

Peran pemerintah setempat dan instansi terkait juga terlihat sudah
cukup baik. Dari In-Depth Interview diketahui bahwa cukup banyak
narasumber yang mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat
ketika mendaftarkan kekayaan intelektual

Rekomendasi hasil kegiatan survel sebagai salah satu masukan untuk
perbaikan peningkatan pelayanan permohonan kekayaan intelektual yang
semakin baik dan berkualitas adalah sebagai berikut:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Jangka waktu  dari tahap proses pengajuan hingga penerbitan
dipercepat

kepastian waktu dan kejelasan atau progress dari permohonan K
memperbanyak sosialisasi

memaksimalkan sistem online

ketersediaan klinik konsultasi secara rutin

keringanan biaya atau ketersedian subsidi biaya

POP HC (PERSETUJUAN OTOMATIS PENCATATAN HAK CIPTA

dimana fahun 2021 DJKI me-
launching aplikasi POP HC dimana
POP
...... PP mempermudah pendaftaran

Dangan POP HC (Persetufuan Ot

Kini Pencatatan Karya Cipta penco’ro’ron Hak Cip’ro dalam
Semakin Cepat!

hitungan menit. POP HC merupakan
sistem yang diciptakan untuk
mempercepat proses persetujuan hak
cipta yang sebelumnya memakan
waktu kurang lebih satu hari (one day
service) menjadi dalam hitungan menit.

Peningkatan kecepatan waktu

pencatatankaryucipts | Sistem ini  diluncurkan  bersamaan

: y o dengan pencanangan 2022 sebagai

2 10 HENIT Tahun Hak Cipta. sejak di launching

pada tanggal 20 Desember 2021 telah

@ LG54 Frnpee berhasil mencatatkan 9110 permohonan

Ayo Catatkan Karya Ciptamu Melalui

hakcipta.dgip.go.id



d. APLIKASI SIVIKI (LAYANAN KONSULTASI DENGAN VIDEO CONFERENCE)
SIVIKI memiliki fitur share screen dan screen record yang memudahkan
petugas DJKI dan masyarakat terkait permohonan KI.”

pandemi Covid-
19 yang masih

LAYANAN KONSULTASI DENGAN melanda  Tanah

Air
V’DEU CONFERENCE mengharuskan
- Direktorat
Dilengkapi dengan fitur share screen dan auto record, Jenderal
nikmati layanan Informasi permohonan KI dengan [ebih mudah, Keka yaan

Intelektual (DJKI)
B Kementerian
Hukum dan HAM
menutup
konsultasi secara
tatap muka melalui Customer Service yang ada pada Loket Layanan
Teroadu DJKI. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap informasi
kekayaan intelektual (KI) terus meningkat setiap tahunnya, Selain
Customer Service pada Loket Layanan Terpadu, DJKI juga sebenarnya
memiliki saluran saluran lain yang bisa dimanfaatkan oleh para pemohon
atau calon pemohon dalom mendapatkan informasi terkait kekayaan
intelektual, yaitu melalui Call Center 152, Live Chat pada website DJKI, e-
mail, dan media sosial DJKI baik Facebook, Twitter, maupun Instagram,
Namun, tak bisa dimungkiri bahwa konsultasi secara langsung melalui
Customer Service memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan melalui
saluran lainnya. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
terkait konsultasi secara tatap muka, DJKI sebelumnya telah mencoba
membuat pilot project konsultasi melalui aplikasi video conference Zoom,
ternyata respon masyarakat sangat mendukung dan sesuai dengan
harapan, “SIVIKI memiliki fitur share screen yang tentu akan memudahkan
petugas DJKI apabila ingin melakukan demo permohonan kepada
masyarakat atau menampilkan dokumen-dokumen tfertentu. Kemudian
terdapat pula fitur screen record yang memungkinkan masyarakat
memohon file rekaman untuk dapat diputar kembali percakapan atau
konsultasi yang telah dilakukan dengan petugas DJKI , selain itu Dengan
aplikasi SIVIKI, masyarakat tak perlu lagi datang ke Loket Layanan Terpadu
DJKI untuk berkonsultasi dengan petugas dan expert yang ada di DJKI

e.  OPERA (Meningkatkan Kualitas SDM)

diartikan sebagai organisasi yang terampil mengelola sumber daya
manusia (SDM) dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer
pengetahuan serta memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan
pengetahuan dan wawasan baru. dimana tujuan dari OPERA yaitu
terciptanya organisasi pembelajaran (learning organization) di DJKI
sebagai organisasi yang mendukung adapftif dan agile untuk



mendukung upaya menjadi THE BEST IP OFFICE IN THE WORLD serta
program PROGRAM CORPU DAN VISI RB terwujudnya pemerintahan
kelas dunia KemenkumHAM. Sistem pembelajaran OPERA dengan
sistem Offline (class/discussion room) dan Online (video conference,
zoom, etc).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai wujud pertanggung jaowaban dalam pencapaian misi dan tujuan
instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran
dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan, serta pelaksanaan Renstra DJKI
2020- 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021

Dimana Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalom mencapai tujuan dan
sasaran strategis menuju terwujudnya untuk capaian DJKI. Dalam proses
penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja
yang merefleksikan prioritas DJKI dan kondisi terkini dengan target yang
menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi
rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi
organisasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran DJKI
dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021.

Secara ideal kudlitas perencanaan yang baik adalah ketfika capaian
yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang
telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah
yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan
tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai
dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan  proses
perencanaan belumlah efektif. Pada tahun 2021 tidak lagi terdapat capaian
atau realisasi dengan status anomali. Walaupun masih terdapat output yang
belum secara maksimal mencapai sesuai dengan yang ditargetkan,
terutama terkait dengan kinerja yang berbasis pada penerimaan aduan
pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pengajuan upaya hukum dari
pemohon Kekayaan Intelektual.

Sepanjang tahun 2021 merupakan tahun yang masih penuh dengan
tantangan, dengan adanya Pandemic Covid-19 yang melanda hampir
seluruh wilayah Indonesia, sehingga memberikan dampak yang signifikan



pada berbagai aspek, dalam hal ini DJKI melakukan perubahan arah
kebijokan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dengan
melakukan dengan tetap memantau target-target kinerja DJKI sehingga
dalam menghadapi situasi seperti ini DJKI dapat mengambil langkah-
langkah terobosan yang cepat dalam merespon kebijakan pemerintah
khususnya untuk tetap dapat memberikan pelayanan masyarakat dan
sekaligus menyokong profitable melalui pemasukan PNBP dari layanan
KI guna menyokong pertahanan ekonomi di masa Pandemi COVID-19,
dengan Tagline DJKI Work From Anywhere, Anytime selama masa
Pandemic COVID-19 berlangsung DJKI melakukan langkah strategis

sebagai berikut:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

/)
8)

?)

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen
manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju
terwujudnya visi dan misi DJKI. Unftuk itu, penyempurnaan dan
perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan
indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target
yang menantang;

Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam
dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja akan dengan Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana
Strategis 2020-2024;

Menerapkan sistemm  manajemen risiko dalam upaya pencapaian
indikator kinerja;

Menyelaraskan Sasaran Program pada fingkat Eselon ll, dan Sasaran
Kegiatan pada tingkat Kegiatan, dengan Sasaran Strategis;
Menyukseskan tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional walaupun
masih berada dalam kondisi Pandemi Covid-19, sebagai upaya DJKI
dalam mengawal program pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi
Nasional melalui segenap upaya jemput bola seperti Safari Paten guna
mendorong peningkatan permohonan Kl dari dalom negeri;
Mengawal pelaksanaan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM di bidang Kekayaan Intelektual secara optimal,
dimana secara umum capaion dari  target kinerja  Kanwil
Kemenkumham di bidang Kekayaan Intelektual mencapai nilai kinerja
hampir 100% terpenuhi untuk 2 (dua) target kinerja terkait implementasi
kerja sama yang dilakukan oleh Kanwil dalam rangka meningkatkan
permohonan Kl dan terkait penegakkan hukum di bidang Kl dengan 3
ukuran keberhasilan dari kedua target kinerja tersebut;

Melakukan penyelesaian data tunggakan sertifikat permohonan Ki;
Menyusun Rencana Kerja yang ada, dengan memperhatikan output
outcome, timeline-nya, dengan rencana penyerapan anggaran dan
realisasi hasilnya;

Melakukan optimalisasi penggunaan Layanan Kekayaan Intelektual
secara keseluruhan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;



10)  Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan
kegiatan.

langkah-langkah tersebut sebagai gambaran akan komitmen kami
walaupun covid -19 masih berlangsung. DJKI selalu berupaya memberikan
kinerja terbaik sesuai tusi kami kepada masyarakat melalui layanan kekayaan
intelektual guna menjaga kinerja DJKI agar tetap dapat berkontribusi bagi
bangsa dan negara, selain itu DJKI secara garis besar tetap melakukan
komitmen, dukungan dan keterlibatan semua pihak untuk mendapatkan
capaian kinerja yang berhasil, walaupun capaian kinerja dinyatakan berhasil
tetapi masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh DJKI pada
tahun 2021, antara lain:

1) Diberlakukannya PPKM selama tahun 2021, sehingga pelaksanaan
kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;

2) Masih berlangsungnya Pandemic COVID-19 menyebabkan terjadinya
refocusing anggaran, hal ini menjadi salah satu penghambat dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan;

3) Pengembangan aplikasi system online yang masih belum dapat
digunakan secara maksimal;

4) Masih belum selesainya perubahan peraturan perundang-undangan di
bidang Kekayaan Infelektual dan belum adanya peraturan
perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual Komunal.

Selanjutnya di tahun mendatang, yaitu Tahun 2022 akan menjadi
Tahun Tematik bagi Hak Cipta, maka salah satu agenda besar yang harus
dikawal bersama adalah pada RUU Desain Industri yang masuk sebagai
Prolegnas Prioritas di tahun 2022 yang akan di bahas di DPR dan diharapkan
agar proses pembahasannya dapat berjalan lancar, serta dapat berlanjut
dengan pembahasan RUU Paten. Selain itu di tahun 2022 juga terdapat
beberapa program unggulan DJKI yang harus kita eksekusi dan sukseskan
bersama. Adapun secara singkat dapat kami sampaikan Program Unggulan
DJKI Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

e Roving Seminar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e Penerimaan Negara Bukan Pajak “Berkeadilan”;

e Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak (Hak Cipta) Kekayaan
Intelektual (POP-HKI);

e Mobile Intellectual Property Clinic;

e Intellectual Property Marketplace;

e Drafting Patent Camp;

e Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual
Komunal;

e Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Mendengar untuk
Memberi Solusi;

e Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Belajar dan
Mengaijar;



Sertifikasi Pusat perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual;
Sertifikasi ISO 9001:2015 (Serfifikasi Manajemen Mutu);

Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan);
Sertifikasi Ahli Penyuluh Anti Korupsi;

Audit dan Peningkatan Sistem Teknologi Informasi;

Sinergi dan Kolaborasi Antar Unit dengan Unit Layanan
Pengadaan; serta

Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREXTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEXTUAL

Datarn rangka yang efehll Tansparan dan
A tad S0a DeroNentas Dada hasd kami yang Denanda wangan abawah i
Nara Fraad, Hans

Javawr Duretos Jnderd woeyas Nicktua

Selanjutnya dsebut pihak pertama

Nara Yasonna H. Lacky
Javatar Monian Haum dan Hak Asasl Manusia

Selaku AASaN DRSE DUrlama Selanesye 3SGbut DINak kedua

PiNak Danama DenNany kan Mespudhan larget kNGNa yang Seharsnya sesus lampran
perjangan ini. dalam rangka mancapa target kinana jangha menengaln sepert yang telan
dtetaghkan dalaen dokumen can tanget
KINGMNa lrsebut Monad NGOG jJawab Larmi

Finak hecua akan melalsan SupDervsl yang apenukan serta akan melakukan evaluasi
W NACD CaDaEN Lnena dan ar i dan Qar yarg Aadam
rANgka PEMbenan Penghargaan dan sanksi

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

1 Penegakan dan Pelayanan Hukum o Intelektual Sesul dengan o9

Boang Kexayaan inteieizual

FPeianggaran Kexayaan 100

Layanan Manajemen Internail
2 ey Internal & Ungkungan Dijen 1

§
dt
E

Penyestenggaraan Sistern Hak Cota dan Desain industi 4 541 006 000 -

1

2 Ke Toetektual Rp 22.000.000 000 -

3 | Penysienggaraan Sistern Merek dan inckas Geografs Rp. 0443 514.000 -
Penyetenggaraan Sistem Paten, Desan Tata Letak

4 Sarkast T aan R o g Rp 7.008.670.000 .-
Penyesienggaraan Penyidkan dan Penyelesaan
= Rp. 4.003.€07.000 -
Penysienggaraan Sistern Teknoiog! informas! Kekayaan

(] inte Rp. 150.000.000.000.-

7 al Kantor Rp. 30.403.8677.000.-




Program Dukungan Manajemen Rp. 297.110.514.000,

Dukungan Manyemen dan Dukungan Texnss Larrya
1 Rp.  297.110.544.000.-

Jakarta, November 2020

Phak kedua Phak Pertama,
Mertiert Hukum can Hak Asas Marusia Dwestur Jenderal Kekayaan infelektual
Yasonna M. Laoty Or. Freddy Hams. SH. LLM_ACCS

NIP 19001110 156403 1001

Dalam rangka mewujudian manajemen pemerintahan yang efeksf, transparan dan akuntabel
serta berorentas paca hasl, bertanda tangan dbawah il

Nama Dr. Freddy Hams, SH. LLM ACCS
Jabatan Dreatr Jenderal Kekayaan Infeiestus

berjary akan mewujuokan trget Knerd yang seharusryd sesudl lampiran perangian ini,
daam rangka mencapal larget kinerja jangka menengah sepert yang telah diietapkan daiam
Gokumen perencanaan

Keberhasian dan kegagaian pencapdian target kinerja tersedut mergadi nQQuUNg jawad
ami.

Jakarta, November 2020

Drestur Jenderal Kekayaan Inteleituy

Dr. Fready Hams, SH. LLM_ACCS
NIP 15061110 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin

Jabatan : Direktur Cipta dan Desain Industri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Freddy Harris

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan P paian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak P
Direktur Cipta dai

ddm

vi :
002121001

S
NIP. 1971

Hakis
NIiP. 186611181994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
M 2) 3) (4)
1. Memastikan pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 3,15
publik di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
1) (2) 3) (4)
B Terlindunginya Kekayaan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,30
Intelektual di Seluruh Layanan Kekayaan Intelektual
Indonesia
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(U] 2 3) (%)
1. Terlindunginya Hak Cipta 1. P Peny Per 1 100%
dan Desain Industri di Hak Cipta
Seluruh Indonesia 2. Persentase Penyelesaian Permohonan 100%
Desain Industri
3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi 100%
Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain
Industri
No. Kegiatan Anggaran
Prog Pelay dan P gakan Huk Rp. 4.005.607.000,-
1. Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyel ian Sengk Rp. 4.005.607.000,-
Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama,
Direktur Cipta dan ain Industri

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

arris

NIP. 1 11181994031001




PIRAN JI

T E N 11
Unit Organisasi Eselon Il : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Tahun Anggaran : 2021
NO SASARAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT TARGET
1 2 3 4
1 Terlindunginya Hak Cipta dan Rekomendasi Pelayanan Hukum 300
Desain Industri di Seluruh di Bidang Hak Cipta dan Nesain Reknmendasi
Indonesia Industri Kebijakan
Norma, Standar, Prosedur, dan 1
Kriteria di Bidang Hak Cipta dan NSPK
Desain Industri
Layanan Pencatatan Hak Cipta 39000
layanan
Layanan Pendaftaran Desain 3640
Industri s layanan
Kegiatan Anggaran
1. Menyelesaikan Perkara di Bidang Hak Cipta dan Rp 140.304.000,00
Desain Industri
2. Menyusun Bahan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Rp 1.450.362.000,00
Desain Industri
3. Mengelola Lembaga Manajemen Kolektif Rp. 1.382.940.000,00
4. Menyelenggarakan Layanan Pencatatan Hak Cipta Rp. 40.020.000,00
5. Menyelenggarakan Layanan Pendaftaran Desain Rp. 44.590.000,00
Industri
Jakarta, Januari 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Direktur Cipta da in Indusstri

eddy’ Harris Syal
NP, 490294929924004004 NIP. 197142182002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIN SENGKETA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin

Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesain Sengketa

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lamipiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Cip! Desain Industri

M
NIP. 1218200212-1001



Dalam ranghs b yang efekt¥ transparan dan akuntabel
serta beronentas: pada hasd kami yang bertanda tangan dibawah int

Nama : Daulat Pandapotan Siitonga
Jabatan Oweitr dan Py i i

Sefanjutnya disedbut Pihak Pertama

Nama Freody Hams
Jabatan Direitur s y

Selaku atasan pitak petama, selanuinya disebat Pihak Kedua

Pihak pertama benany akan mewujudkan target kinena yang Y3 sesual lampsr
penanjan i dalam rangka mencapal target unena jangka menengah sepert yang telah
dnetapkan dalam dokumen per dan [ target

kinena tersebul menjad tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperdukan serta skan melakukan evalussi
terhadap capaian kinena dari pesanjian ini dan 23 yang o dalam
rangka pemberan penghargaan dan sanksi

Jakarta.  Januari 2021

Pihak Kedua Pinak Pertama,
Drertur KA, - Direbtur Kerjasama dan Pemberdayaan
Kekayaan Inlesektusl
Freday Hams
Pandapotan Sitonga
NIF 166611181984031007 NIF 1868205281988031001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No. Sasaran amo; Indikator Kinerja Utama Target
AW J__‘L X DREEE. :
1 Memastkan pelayanan Indews Kepuasan Masyaakat Temadap 315

| public di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum

SASUM deNngan 38as
penyelenggarasn
pelayanan publik
No. Sasaran Program Indkator Kinerja Program Target ]
L 12 3 &1} } “)
1 | Terindunginya Kekaysan | Indexs Kepuasan Masyarakat lerhadap 3% |
Intelgktual & Seluruh Layanan Kexayaan Inlelekiua
Inconesia
——— e —— ——————
| Ne. Sasaran h;.n | Indikator Kinerja Kegiatan ] Target
O A LSRR T, -, SOV § [
1 Mewujudkan polens. 1 Porsenase Peningkatan Permohonan | 12
wekayaan intelextosl Kekayaan intelecus)
mempunyal rda s 2 Pe  Penngeatan Pemahaman | E
den Kesadatan Masyarakat 1emadap |
Ll .. Pentingnya Perindungan K|
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum " Rp. 22.000.000.000,-
Penyclenggaraan Kera Sama dan Pembordayasn Kekayaan  Rp 22 000 000 000 -
Inmalektual
Jakata  Janwan 2021
Pinak Kedua, Pihax Pertama
Dwrektur Jenceral Kekayaan Inteiektual Duektur Kerjasama dan Pembercayaan

Kakayaan inelektual

i

Oaulat Pandapotan Sttonga
NIP 156511181954031001 NIP 195205281688031001




Unit Organisasi Eselon | :  Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kl
Tahun Anggaran o2

SASARAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT | TARGET
"1 | Mewujudikan Potens: Kekay Ker) & Bdang y 11
punysi Nites Intel Kesepskatan
| Ewonomis -
P " i ] 2500
B | arang

| ¥ layanan
Keglatan
1 Membuat Kenasama Luar Negeri dan Dalam Neger Rp 6.214 132 000 00
2 Mengimpl Jasama & Bidang yaan Rp 4 261 285 000 00
Intolektual
3 Mengembangkan Sstem Kekayaan Intelektual Nasional Rp 5437 527 00000
4. Membdangun Kesadaran Insttusi Pemernintah dalam Rp 767 S50 000 00
Mendukung Sistem Ki
L L Rp 4 162 996 000 00
6 Norma, Standar Prosedur, dan Kreena ol Bigang Kerja Rp 100 000 000 00
Sama dan f Kok 3l
7 dan y Komural Rp 582 579 000.00
Integras: Data Inventarsasi KIK antar
£ Kementerianlembaga pada Pusa! Data Kekayaan Rp. 407 421 000.00
Inteiextual
Jakarts, Januan 2021
Pihak Kedua, Phak Pertama,
Dieeitor ¥ o Oirektur dan Py

Kecayaan intelektual

W Daulat Pandapctan Siitonga
NIP. 166511181964031001 NIP 19820528 1585031001

PERJANJAN KINERJA TAMUN 2021
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN
KEKAYAAN INTELEXKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manaemen pemennianan yang efektd, ransparan gan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dbawsh ini

Nama Daulat Pandapotan Satanga
Jabatan Direictur K @ dan P a

penany akan mewuudkan target knena yang seharusnya sosual lampiran perjanjian ini
dalam rangha mencapa 1a7pet kinena jangka menengah saper yang telah ditetapkan dalam
dokurmen perencansan.

Keberhastan dan kegagalan pencapaan target kinena torsebut men@d tanggung jawab
kami.

Dautat @
NIP . 195205281889031001




PERJANJAN HINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Datam rangka mewujudkan manajemen pemernlahan yang eleklif, ransparan ¢an akuntabal
serta berorientasi pada hassl kam: yang bertanda tangan dibawah irs

Nama MNofli
Jabatan . Direkiur Merex dan Indikasi Geografis
yutnya discbut Pihak
MNama Freddy Harmis
Jabatan - Dweictur y I &l
pihak selanjulngs dssbul Pihak Kedua

Pshak pertama akan target wnena yang seharusnya sesua lampiran

1ary ini, dalam ' i target kinena jangka menengah sepern yang telah
d aaam dok ' pe dan " 1argat

kinena tersebul menjadi 1anggung |awab kams

Pihak kedua akan melskukan superisi yang Gpenukan serta akan melakukan evahsas:
ja dar peranyan i dan bl yang aatam

rangka pemberian Wrgnnmuﬂm

Jakana.  Januari 2021

Pilul: Kedua Pinak Pertama.
Merek dan Indkas: Geografis

Ay

1118194031001 NIF. 196903091952031002

DIREKTUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEMAYAAN INTELEXTUAL

No.  Sasaran Strategis P  Indikator Kinerja Utama Target |
CorT @ VT | T [T
1 Momashkan petayara waeks Kepussan Masyarskat Terhacep 315

publh & Ddang nukum Layanan Publik Baang Hukum
sesuai dengan asas

penyeenggaraan
polayanan puble
i —
1% o (i =
1 Ternnaunginga Ketayasn  Indexs Kopuasan Makyarsest lechadag
Irsekstual 0 Seluruh Layanan ¥ekayaan Inteoktual
| Indonesia

Indikator Kinerss Kegiatan  Target
e g (| NE e e g :
asn 1 Porsantass merek dan ndkas goograls 1
yang allncung:
sefuruh Ingones s 3 =
2P e wan Rex 100%
Hukum  Terkat Macek  dan  Inokaw
Googra'n -
No. Kegatan Anggaran
[ ' Program Polayanan dan Penegakan Hukun Rp. 6445814000~
[0 T Panyelenggarasn Satem Merek 0an Indkas Geogratis Ry © 445 014 000,

Jokata  Januaci 2021

Pihak Kodua Phak Pertama,
Dreswtyr Jendersl Kenwayson Infelokhal Dweklur Marse dan |ndkasi Geog ats

S
N 1 1189994031001 NIP 156803001 002031002



LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KESIATAN

TINQXAT UNIT ESELON Il
Unit Orga Eselonl : Dir Merek dan Indikasi Geografis
Tahun Anggaran o
NO | SASARAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT | TARGET
Terindunginys Merek den In Rekomendas Pelayanan Husum $10
Geograts & Sekiruh Ind “ d Budang Merok dan Indkasi Rekomandasi
Despis — . Kebijskan |
| 510
Fasiitas Banding Merek Rekomendas
L ‘ | Ketsjakan
Norma. Standar, Prosedur 4
Krieca o Bdang Sistem Merek NSPK
dan Indikas: Geografis
— = — 5
Layasnen Morex
[ | Perdattaran Ww’ ,
Laysnan Pendaftaran Indkas: "
_— Geogram tayaren
Kegiatan Anggaran
1 Menyelesaikan Perkara o Sdang Morek dan L 672 326 000.00
rdkas Geograts
2 Menyusun Bahan Hukum & Bedang Merek dan indicas! Rp 1 S48 240 000 00
Geografe
Fasiitas Banding Morox Rp 482 244 00000
Operasonal Komsi Bandng Mosek Rp $27 976 000 00
Norma. Standar Prosedur. dan Kiteria di Bidang Satem Rp 510 563 000,00
Merek dan Ingikas: Goograns
8 yoerggaakan Lay F Merek
7. Menyslenggaskan Laysnen P Geograts PP 512 409 000.00
Rp 1 382 154 000 00
Jekarta,  Januan 2021
Pihak Kedus, Pihak Pertama
Dwariur Jenoers Kacayaan imaeknah tur Merek dan Indkas:
NoM
NIP_ 198611181694031001 NIP 19690306 1992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oalam rangta mewujudkan mansyemen pemermtahan yang cfoktf Cansparan can akurtabe
serta beronenias 0aCa Nasil bonanca tangan dbawan v

Nama Nof
Jabaran Dwestur Mers=k dan Indikasi Geografis
DoAY aKan mesjudian targel knena yang ¥a sesudl panaryan In

dalam rangha mencapa target knono Prgka Mmenengan sepertl ying lean diaaphkan dalam
dokumen perencanaan

Kebernasilan 08N hegagean pencapaan Lagel kineoa tersebul menjadi tanggung jewab
wami

Jakana Januan 2021

Draktur Merek dan Indias Geografs

roall

NIP. 106903001662031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN
RAHASIA DAGANG

Dalam rangka yang efektd,
sena berorientasi pada hasd. kam: yang bertanda tangan dibawah in

Nama Dece Mia Yusanti
Jabatar : Dwrgktur Paten, Desan Tata Letak Srkut Terpadu dan Rahasia Dagang

Selanjutnyas disebut Pihak Pertama

Nama : Fregdy Harms

Jabatan : Direitur Jenderal Kekayaan Imelektual

Selaku atasan pihak pertama setanutnya disedut Pihak Kedua

bt

Phak pertama berary akan mewwudkan target kinena yang seharusnya sesuai lampiran
peranjian in dalam rangka mencapad target kinerja jangka menengah sepert yang telan

dalam P dan percapsan target
hineqa lersebut men@ad tanggung jawab karmi

Pihak kedus akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melskukan evaluasi

terhadap capaian kinena dari i dan yang datam
rangka pembenan penghargaan dan sanks:
Jakarta.  Januari 2021
Pihak Kedua Pihak Pertama
Dwestur Jenderal Kekayaan |ntelekiua Dwektur Paten Desain Tata Letax Srkut
Terpadu dan Rahasia Dagong
-
Dade Mia Yusanti

F
NIP. 196811181894031001

166407051962032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA
DAGANG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
= S : = =
1 Memashihan pelayanan Indeks Kepussan Masyarakal Tehacap 3.15
putbe di bgang hukum Layanan Publik Bdang Mukum
sesul dengan ases
penyeenggaraan
peayanan pubim
| | Ry
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
A% e N [E] . e
1 Termndunginga Xexayaan  Indeks Kepuasan Masyarakat lerhadap 230
Intelekiual & Selurun Lay K ! \
— L — —
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keglatan Target
= - @ : e R o |
1 Tedindunginys Paten, 1 Persentase Paten DTLST can RD yang 12%
DTLST dan RD di seuruh ddincung:
2 Pursentase Penyewsaan Rekomendasi  100%

' Prog Pel

| Hukum Terkait Paten DTLST, can RD

‘ —

7,

dan Pe k

9 Rp. 7.089.870.000,

Penyelenggaraan Satem

Direktur Jenderal Kexayaan r

Pihak Kedus

Paten. Desan Tata Letak Sukull | Rp 7 089870000,

Terpadu dan Rahaswa Dagang

NIF 1

11181964031001

Tepady dan Rahasa Dagang
/

Mia Yusant
NPT 196407051992032001



LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN

TINOKAY UNIT ESELON I
Unit Organisasi Eselon I | Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan
Rahasia Dagang
Tahun Anggaran o 20
NO | SASARAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT | Tamcer |
1 "Tedindungmya Paten DTLST. | R Polay 240
dan RD o Selurun indonesia Hium & Bdeng Paten. | o o s
Desan Tata Letak Sewut Kot
Terpadu dan Rahasa Dagang 7‘
Fasittasi Banding Paten 25
Rekomendas:
— . ..
Layanan Permobonan Paten, 11800
DTLST dan RD layanan
Norma, Stangar, Proasasur
dan Krieria di Bdang Setemn 1 NSPK
| Paten, DTSLT dan RD
Keglatan Anggaran
1 Layanan Permchonan Paten Rp 3.234 901 000 00
2 Menyeclesakan Perkara o Bicdang Paten, Desan Rp 453.031 00000
Tata letak Sirkuit terpadu dan Rahasis Dagang
3 Menyusun Bahan Hukum di Bidang Paten Desan Rp. 1.561 080 000 00
Tats letak Siruit terpadu dan Rahasia Degang
4 Menyolenggarakan sdang putusan Banding paten Rp. a5 260 000,00
5 Operasional komisi bandng paten Rp. 954 (024 000,00
& Norma, Standar Prosedur dan Krteria di 8idang Rp. 821 574 000.00
Smtem Paton, Tata Letak Sirkuit Terpacdu, dan

Rahasia Dagang

Jakarta  Januan 2021
Cwexiur Paten, Rahasia Dagang dan
Desan Tata Letak Sirkuit Terpadu

M/ Mia Yusanti
1181964031001 19640705169203200

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN
RAHASIA DAGANG

Dalam rangka packan rajer yang efexiif transparan can akuniate!
serta wnmpﬂhul mmmmn-m

Nama Dege Mia Yusanti
Jabatan * Dirgktur Paten, Desain Tata Letak Sirkut Terpacu dan Rahasa Dagang

befjanj aksn mewuudkan target kinena yang sehasusnya sesual lampiran penanjian iné
dalam rangka mencagai target kineria jangka menengah seperb yang felah ditetapkan datam
dokuman parencanaan

Keberhasian dan kogagalan pencagaan target kinena tersebu! menad tanggurg jawab
kame

Jakarta, Januari 2021

Drrekiur Paten Dasan Tata Letak Sirkut
Terpadu dan Rahasia Dagang

Mia Yusans
NIP AS6407051962032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREXTUR PENYIDIKAN DAN PENYELSAIAN SENGKETA

Calam rangka [ yang slek!if car akurtabel
Sorin Serorertas DR Msl Ray pang Dertarcia tangae dibmwst i
Nama Dis Edison Stoms M H

Jabatan Drextir Peryimean dan Penysisaan Sergketa
Soantrya dsetut Pihak Pertama

Namas Fraody mars

Jabatan Dirextur Jendersl Kexayaan innaoen.a)l

Satanu atass pitue peitams . selsogntags dootus Pihak Kedua

Phas porama Denary #an mesdudian targel knens yang NSIUENyE sesual lampran
Deanan In dalam rangka mencapa target Knena anghka menengah sepert yang telan

Aatapaan dalan Qi Kengony eiget
wnena eesebut merad INGEUNY [@NTaD Karm

Pihak kedua atan melatukon suoervel yong doerukan serta aban mebikusan svaluss!
teihadap capaes bnona 081 DONENEN N dan g yang Sp csloem
rangka pembenan penghargaan dan sanksi

Jakarta.  Januan 2021

Dirwttur Pampiokan can Ponyelisan
Sengeets
%"\’——4/'
Edison Stons. MM
Ll 10661 1181004021001 PO BN UUUUUT O
PERJANJIAN KINERJA TAMUN 2021

DIREXTUR DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELSAIAN SENGKETA
DENGAN DSREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No Sassran Strateges Inaator Kinena Utama Target
i » € i === =T
1| Memastiran peliyanan Indets Xepussan Masyoraeat  Teracup 38
cutih & brtarg hubum Layanan Publk Bdang sukum
SO dengan asas
FOrylongIaaan
petaganan pubik
= 5 Sowmme % = o
1 Terrengrya y Indess K, Masy termasap 3,
Iimoiehaal 3 Sourun Layanan Xexayaan imsielosal
Incoresa
No. Sasaran Kegiatan Indaator Kinerjs Kegiatan | Target
| AR = b === ! % ' -
i . P B Pe 2 ar Adan 1
@an Peryoesaan FPeanggatan s 0an irnsio
H ta MK - R -
o;?n.;. i Porsentase  Pongelisaan  Sengheta  =xl a0
s=cars Opama
u’ Y Kegistan Anggaran
| Program Pelay dan Pereg Mukum Rp 4005407 000,
T | Per gawraan Selem Teknobg  Inko yaon | Rp. 4005607 000 -
| incolonnal
danwrln  larasn 2021
Phar Kodus Pitv Portama,
Dewblur Jorudersl Komaysar Intembhad Dwakta Pecydinan dan Perobiaan
Serghets

!

Eason Saous M

" -
NP 1k 198184039001 £6120307 000001 000




-
~
|
+

Penyelossnn Sanghits x| yang | Kekayaan inbelmntyal Orarg
Cptimal Norma, Standar Prosedur Krteda | R

4 Bdang Penpdian dan NSPK
Foryelotaan Sengusis
Paranganw Pelanggaran Hax

R
Pengawnsan dan Pemantuua) 3

Koglatan Angganan
1 Edubasi Petindungan Hie Koraysan Inokius Rp 538 252 D00 0O
2 Nomea Siwrowr Prosedur dan Kifteis o Bidang Rp * $64 720 000 00
Peryaban dan Peryeiessan Sengkets
1 Verfeas Kelayasan Aduan Pelanggaran HKO Rp 240 830 000 00
4 Pdaksanaan Penindakan Aguan Pelanggaran HKI Rp 129450000000
5 M SSurvey Wiayah yang S Teas  Rp 147,216,000 00
Polanggaran HK

20 Perkern

Jexarts. Jatew 2001

Prax ®eaue, Pivax Portama

Dresctur Joncers! Kerayssn intask s Dwwbtur Peewpiean can Paryalaen
)
-
N2 199511 991994031001 NIP SA120067 D000 0 00

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2021
DIREXTUR PENYIDIKAN DAN PENYEL SAMAN SENGKETA

Daam rangea udian masaemen p TEanan yang ofentl, ranspwan dan saurtabel
wna pada masl tangan cbiawa ini

Nama Ove Edson Stotus MM

Jabatan Dhrwictinr Poryatiban dan Penysisann Senguea

Dijanyi wean mewujaiien tagel koets pang Sehansiys SesUM WMoian pengnjan nl
daum rangha mencapa tget krena Mngks mMenengan sepert yang an dtetapean calam
dokumen perencansan

dan ‘ target kmena tersebut menAdl LINQGUNG JIWED

am

Jabata Januan 2021

Prak Petara
Diewinut Panpdban dan Penyeisainn
Sengeeta

)

N¥ 80120087 000001 000

20 laporan

NO|  GASARANKEGIATAN | -m——vm_ }
S, ; 3 S
1| Turwugudinga Pacanganan dan Pencesstan Ponnaaean Mok 0

i



Dalam rangka mewujudkan manaemen pemenntahan yang ofektf, ransparan dan akurtabel
serta beronentasi pada Nasil Kami yang Dertanda tangan dibawan in

Nama Sucipto
' Direitur Teknologh Kekaysan
Pty Pihak P
Nama Freddy Harris
Direich s

Seftaku atasan pihak pertams yutnya disebul Pihak Kedu
Pihak pertama benanj akan xdkan targes ja yang seharusnys sesua: lamperan
penargan ni, datam gka r i target kinerja jangks menengsh sepert yang teian

dalam dok P K rh dan = target

inena tersebut menjads langgung jawab kamy

Pihak kedua axan melaxukan supevis: yang diperukan serta akan melakukan evaluas:
terhadap capaan knerna dan pecargan inl dan meangamdl tncakan yang apenukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakana. Januan 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR TEKNOLOG! INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sasacan Strategis | Indikator Kinerja Utama

Memasikan pelayanan Indeks Kopuasan Masyarakat Terhadap
publix ol dang hukum Layanan Publik Baang Hukum

seIUm dONGan asas
penyelenggaraan
pelayanan puthk
No. | Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
m_. @ ()] : —a ]
1 Terindunginys Kekayaan  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 330
| Intelextual di Selurn Layanan Kexayaan intaloxtual
indonesia
| |
No. | Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
) @ : el e
1 | Tewyuanya Sistem Penngkatan Lay Teknolg Inf 99,00%
Mansjemen Dats Informas: | Kekayaan Inteleldual yang Aman can =anoal
dan Pelayanan Kekayaan
Inteleb tual Berbass (T
yang Sistematis. Efektrd
Handal dan Bereanutan
1
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 180000 000 000,-
N Peryelengaaraan Sistem  Teknologi Inormas: Kekagaan | Rp. 180 000 000000
Intplestual
Jakarta  Januari 2021
Phak Kedua
DOwektur Jonderal Kekayaan Intelovtual Durentur

s
NIP. 104511 181634031001 NI 03251998031001




TINGKAT UNIT ESELON It
Unit Organisasi Eselon il gl Il Y
Tahun Anggaran :o2n
[Nno SASARAN KEGIATAN | RINCIAN OUTPUT | TARGET |
1 | Terwuudnygs Sistem Manajemen  Norma, Standar, Prosedcur I1NSPK !
Oata Informas: dan Pelayanan gan Knteria o Bdang Sistem
“ekay | SIT dan Tewnologi  nformas: |
yang Sistematis. Efekt? Handal Hexayaan intelektual
can Berkelanytan Sistem  can  Teknolog | 1
; ol o8 a = ¥ Sictern
informasi
| l Irteteh tual
Kegiatan Anggaran
1 Perencanaan dan Evaluas sstemn nfarmas: Rp 901431200000
2 Norma. Standar Prosedur, dan Krtedia o Budang Rp 368 054 000 00
Sistem dan Teknclog: Informas. Kekayaan
Intelektual
3 LaysnanS Informas: Kekay Rp 43 714 400 000 00
Intelextual
4 Deata Center D Jonderal y Rp 118 783 .000 000 00
Inteieatual
S, Alh penpetahuan layanan teknolog: informas: Rp 1 100 234 000 00

Kekaysan ntelektual

Dwrektur Jenceral Kekayaan nleektual

F Harris
NP1 11181694031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dadam rangka mewupudean manajemen pemenntahan yang eleklil Iransparan dan akuntabel
seria berorentaw pada hasil, bettanda tangan dibawah

Nama Sucipto
J Direktur Teknologi Informaes: Kekayaan Intelektual

berjary akan mewujudkan target kKinena yang Seharusnya Sesual lampran penanjian in
‘calam rangka mencapar target kinara j[angka menengah sepem yang tolah otetapkan daam
COKUIMEN PErencanaan.

Kebarhasian dan kegagaian pencapaan target kinena terssdul menadi 1anggung jawab
kam.

Jakarta,  Januar 2021

Dirakt:




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEXRETAMS DIREKTORAT JENODERAL XEKAYAAN INTELEKTUAL

DA ranged M awp dian IMan e Do e rtaian yung st trarspe sn den shurtabel
Berla Devormentas pads fasd, Lami yang bertacda tangsn dibowan

Narma Chmracs khs Kossrayswal

Jasatan Cirebrorae

Selanpmya disecu! Pihak Pertama

Noma Fready Hams

Jacatan Direstul Joncorsl Kemayaan el een.al

Sedabu atassn peak potams. selsny ity n oot Pihak Kedus

Phab pectaera begary scan mewgudian targel knens yang enamnuemys sesudl ampren
PENATIAN N Calam fangka MENcapal target KuNerna Aanghka menengan wepaert yang lelan
ditetaphan Colam GokUTen DEErCINSaN Katomasian Can Kegagaan Dencacas Weget
Nena wWesebut mariad: LaNgIUg jEnan kam

Phak xodia atan melasukan suoervs! yang dperiukan serta ahan mebbkusan evilas)
10MATA0 CHOREN LNanR BRI DeRN N 1 dan Gurrin yoang Sp asam

1INgha caMBbenan cenghargaan dan sanks

Jokara.  Januan 2021

Fi Chairan| 073 Koosmayawat:
NP 19007118199403100t NIP. 1951100€1686112001
PERJANJIAN KINERJA TANUN 2021

SEXRETARS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEXTUAL
DENGAN DIREXTUR JENCERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No Sasaran Strategs Indikator Kinersa Utama Target
Lm T P A > 'm ]
1. Mombongun budoys ket 1 Nl Seformas Brotiasi 1 o
YOrg DEONeetan ke
et Y5 T2 Nia Ab At i Knena [T I
penntegitis  elerld aan
ehtien
No. Sasaran Program Incikator Kinenia Program | Target
L iR -
1 Mewaudean Tata Kekla | Laveron Tata Xeldla Pemelivian yang Elecif L)
Pemerntytan yang Efeet! | @an Elsen di Lnghurgan Dgen Ketaynsan
an EVsen & Lingeungan | intelekiua
wementenan Mubum o
Haw >
Norgogtimalean  Kuallas
Layanan Bertass T1
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerya Kegistan 1.!1
&) s
1 Neringiatnya Kualtas | Indens RE Dtan Kaeayaar otebettual 80
t'»'unun Maenal das
OhNE (Rt Mebdair | Sy sechadap Layanan Dren Wewayses | 300
el T tebektual
[Nl BAKIP On Wokayaan Intoextual %0
B
[N pewncenssn  anggwan Do w
berorenins pade Pasl SMART DJA
Ny IKPA O oy ]
Inteiekiug)
PR~ Hegiatan Anggaran Ll
Dukirgar Vasmemen amn Duburgan Teans Lanme Dhos  Rp 207 110514 000 - T
Kebayam neestual
Jukarts  dangs 2021
Phak <odun Phak Petama
Qirextut Jortoral Koxaysan Imeesnal Setretans O peatonl bendeos

Koy mar (rtwhebtin

" Cravrans idha Koesmayana
1001 NP 106110081 686112001




TINGMAT URGT ESELON I
Unit Organisasi Esslon I S rist Direh e
Tahun Anggaran 2021
KEGIATAN RINCIAN OUTPUT TARGET
ohatya Kuaitas Ouwunges ' Layarar perkamtaran T
Munsecn  dan  Teens  Ditjes Keangan 1 wysnan
Heaysan Intelektud Drogae dan Arggaran |1 myanan :
Manaeman BUN 1aysran
1 wyanan
Anp dan Peeswr stan 3 1
T T ayeeen |
140 Ul |
a aerna Taum
460 Orang
Sistem dan Prosess” 1 wyanan
Seforras Brotras Vlaysron |
¥etungon Masyarskat | 1 oyeren
e 1 Layanan
Monfdorng dan Lvawes
*inena Program dan Kegarar Alowm ]
Kogiatan
1 Rp 234 870 000,00
2 Rp 2.145614.000,00
3 Rp 9000 000 000,00
‘ Rp 9212 157 000.00
5 Rp 1,175 084 600 00
6 Re 2 500 000 000.00
7 Rp 30003 000 000 00
L] Ko 1,222 082 000 00
9. Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga Rp 63263 78 000 00
0 Petaysnan Humss dan Protoko Rp 20.250 000 000 00
11 Petayanan Orgaraas Tats Lacsans dan Rp 6 336 756 000 00
Retormas: Swokrasi
12 Gaji can Tunjangan Ap 44.607 073 000 00
30 Wl dan F ) Ko Rp 30 163071 0CO 00

Akans,  Januen 2021
Orextur Jonceral Kekayaan Inoexua Sonretars Drekiorat Jerders!
Kok ayam Intewestual

Q.

Chasirand Idha X
NP 9 1181964031001 NP 1561100816061 12001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEMRETARIS DIREXTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka Cpud 34 yang eferat, Yansparan dan suntabel
- e hasil g b

Nora Chanani idha Koesmagawat

Jabaian S D Wk Feiebbasl

Decany skan mewigadien targel Gnena yang SeharuSTHE SeSUN AMEEaN Denangan Ny
SHAM NG MANCADH G KN ANGEA MENegan seert yang lelah dldelaphan daam
SoCuMEn perarcansan

Kebetasisn dan kegagaisn peccapaan target knens temetut menaci tanggung jsweb
am

Jabarta  Janual 2024

Sebratars Dientorat Jendea
Kehayamn intowokt.al

Charan ldha Kosamayswst
NIP 1661 10081985112001



LAMPIRAN RINGKASAN PENYAMPAIAN DATA REALISASI KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2021

a. Data Realisasi Kinerja

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (5)/(4)
1. | Memastikan Indeks Kepuasan 3,3 (indeks) 3,39 102,72%
pelayanan publik Masyarakat terhadap
di bidang hukum Layanan Kekayaan
sesuai dengan asas | Intelektual
pelenyelenggaraan | Output Program
pelayanan publik Persentase 99% 81,64% 82,46%
penyelesaian
permohonan Kl sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Persentase 12% 21,45% 178,75%
peningkatan
permohonan Ki
Persentase 100% 100% 100%
penanganan aduan
pelanggaran HKI
Persentase 6% 27,38% 456,33%
peningkatan produk Kl
dan Komunal yang
dilindungi
2. | Mewujudkan Tata | Layanan tata kelola 76,61 76,61 100%
Kelola pemerintah yang (Nilai Indeks
Pemerintahan efektif dan efisien di Layanan
yang Efektif dan lingkungan DJKI Manajemen
Efisien di Internal di
lingkungan DJKI lingkungan
DIKI
Kemenkum
ham)
b. Data Realisasi Anggaran
No. | Program/Sasaran/Indikator Pagu Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) 3) (4) (4)/(3)
1. Program Penegakan dan Rp. Rp. 89,33%
Pelayanan Hukum di 178.835.747.000,00 | 159.761.790.284,00
bidang Kekayaan
Intelektual
DIREKTORAT HAK CIPTA Rp. Rp. 83.82%

DAN DESAIN INDUSTRI

3.563.512.000,00

2.986.789.252,00




DIREKTORAT KERJASAMA Rp. Rp. 88,92%
DAN PKS 15.745.104.000,00 | 13.999.790.819,00
DIREKTORAT MEREK DAN Rp. Rp. 82,79%
INDIKASI GEOGRAFIS 4.650.102.000,00 3.849.726.555,00

DIREKTORAT PATEN, DTLST | Rp. Rp. 90,25%
DAN RD 6.578.773.000,00 5.937.590.871,00

DIREKTORAT PENYIDIKAN Rp. Rp. 85,72%
DAN PENYELESAIAN 2.306.939.000,00 1.977.431.316,00

SENGKETA

DIREKTORAT TEKNOLOGI Rp. Rp. 89,74%
INFORMASI KEKAYAAN 145.991.317.000,00 | 131.010.461.471,00
INTELEKTUAL

Program Dukungan

Manajemen

DUKUNGAN MANAJEMEN Rp. Rp. 71,99%
DAN DUKUNGAN TEKNIS 343.507.844.000,00 | 247.297.321.321,00

LAINNYA DITJEN KEKAYAAN

INTELEKTUAL

c. Hambatan

1)

2)

3)

4)

Diberlakukannya PPKM selama tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak
dapat dilaksanakan secara maksimal terutama pada kegiatan yang memang lebih
optimal dilakukan secara luring/tatap muka langsung;

Masih berlangsungnya Pandemic COVID-19 menyebabkan terjadinya refocusing
anggaran, hal ini menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan program
dan kegiatan yang sudah direncanakan;

Pengembangan aplikasi system online yang masih belum dapat digunakan secara
maksimal;

Masih belum selesainya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang
Kekayaan Intelektual dan belum adanya peraturan perundang-undangan di
bidang Kekayaan Intelektual Komunal.

d. Upaya Mengatasi Hambatan

1)

2)

3)

4)

5)

Melakukan penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja secara kontinyu
melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki
target yang menantang;

Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam dokumen
Perjanjian Kinerja unit kerja akan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama yang tercantum di dalam Rencana Strategis 2020-2024;

Menerapkan sistem manajemen risiko dalam upaya pencapaian indikator kinerja;
Menyelaraskan Sasaran Program pada tingkat Eselon Il, dan Sasaran Kegiatan
pada tingkat Kegiatan, dengan Sasaran Strategis;

Menyusun Rencana Kerja yang ada, dengan memperhatikan output outcome,
timeline-nya, dengan rencana penyerapan anggaran dan realisasi hasilnya;




6)

7)

8)

9)

Menyukseskan tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional walaupun masih berada
dalam kondisi Pandemi Covid-19, sebagai upaya DJKI dalam mengawal program
pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional melalui segenap upaya jemput
bola seperti Safari Paten guna mendorong peningkatan permohonan Kl dari
dalam negeri;

Melakukan optimalisasi penggunaan Layanan Kekayaan Intelektual secara
keseluruhan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;

Mengawal pelaksanaan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM di bidang Kekayaan Intelektual secara optimal, dimana secara umum
capaian dari target kinerja Kanwil Kemenkumham di bidang Kekayaan Intelektual
mencapai nilai kinerja hampir 100% terpenuhi untuk 2 (dua) target kinerja terkait
implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Kanwil dalam rangka meningkatkan
permohonan Kl dan terkait penegakkan hukum di bidang Kl dengan 3 ukuran
keberhasilan dari kedua target kinerja tersebut;

Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan.

Rencana ke Depan

Selanjutnya di tahun mendatang, yaitu Tahun 2022 akan menjadi Tahun Tematik bagi Hak
Cipta, maka salah satu agenda besar yang harus dikawal bersama adalah pada RUU
Desain Industri yang masuk sebagai Prolegnas Prioritas di tahun 2022 yang akan di bahas
di DPR dan diharapkan agar proses pembahasannya dapat berjalan lancar, serta dapat
berlanjut dengan pembahasan RUU Paten. Selain itu di tahun 2022 juga terdapat
beberapa program unggulan DJKI yang harus kita eksekusi dan sukseskan bersama.
Adapun secara singkat dapat kami sampaikan Program Unggulan DJKI Tahun 2022 yaitu

sebagai berikut:
e Roving Seminar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e Penerimaan Negara Bukan Pajak “Berkeadilan”;

e Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak (Hak Cipta) Kekayaan Intelektual (POP-HKI);

e Mobile Intellectual Property Clinic;

e Intellectual Property Marketplace;

e Drafting Patent Camp;

e Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal;

e Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi;

e Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Belajar dan Mengajar;

e Sertifikasi Pusat perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual;

o Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sertifikasi Manajemen Mutu);

o Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan);

e Sertifikasi Ahli Penyuluh Anti Korupsi;

e Audit dan Peningkatan Sistem Teknologi Informasi;

e Sinergi dan Kolaborasi Antar Unit dengan Unit Layanan Pengadaan; serta
e Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa.
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